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Abstract
Development planning and public participation in
Lumbis Ogong districl, Nunukan Regency

Zakaria Tulung
za'~ it tes ==t g com
Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Development planning through Meunsrenbang and public participation in Lumbis
C ng district still not «  imal. " icause many development that is only suy  sted
by the local government without going through musrenbang. In addition many
development which is only implemented by the central government and regions
without being noticed by the society. So as an effort inciuding the wider
community then done musrenbang to get aspirations of lower level of society with
the aimof enabling the communily to participate in delivering suggestion in
devoloving its fterritory. This reseach is a descriptive qualitative study by
describing the facts accuratelyand objectively, the accountabilityaghout things
that is investigated that is why the researcher got the information through
observation and interview documentation in depth and interpret meaning ang
explantion in  cordance with the result that obtained in the field, and
appropriate with the problem of feseach. The purpose of this research was to: 1)

ccribe and analyzethe process of development planning, 2) to describe and

Hyze the public participation in the planning of development in district Lumbis
Ogong Nunikan fogenery the result indicate and prove that the local government
has to carry out development lanning by involving the public actively by giving
the opportenty for breadth of acre participated in the lonstruction of this is proven
by his regent Nunukan regulations published number 24 year 2015 ahout
procedures out the fact Musrenbang occur in the field of the community does not
wan! to participate in development planning began from the village up to sub even
though the a  invited.

Key words: Development planning, public pariicipation
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BAB1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Deskripsi Singkat Lokasi Kecamatan Lumbis Ogong

Kecamatan Lumbis Ogong Merupakan pemekaran dari Kecamatan Lumbis
sesual dengan perda Nunukan 08 Tahun 2011, kecamatan Lumbis Cgong terdiri
dari 49 Desa. Dari 49 desa tersebut ada 28 Desanya secara geografis berbatasan
langsung dengan Sabah- Malaysia, 49 Desa tersebut terdiri dari 5 Kelompok
Pemukiaman Masyarakat yaitu 1) Kelompok Desa Sumentobol, 2} Kelompok
Desa Sumantipal-Labang, 3) Kelompok Desa Panas dan 4) Kelompok Desa Tau
Lumbis- Sinapad 5) Kelompok desa Binter. Kurang lebih 55 % garis batas
wilayahnya merupakan garis perbatasan yang terbentang dari Sungai Agison
dari arah timur menuju Sumantipal dan Sinapad di arah Barat dengan garis
perbatasan kurang lebih 200 KM. Dari 28 desa yang berada di garis perbatasan 15
desanya masuk dalam wilayah Qutstanding Boundray Problem (OBP) atau masuk
dalam wilayah yang di sengketakan. Untuk menuju ke desa-desa perbatasan hanya
dapat dijangkau melalui jalur sungai dengan menggunakan kendaraan mesin
Tempel dan ketinting. Jalur tmi merupakan satu-satunya yang menjadi lalu lintas
masyarakat, sehingga untuk menjangkau semua desa-desa tersebut sangat lama.
Hal ini juga sangat berpengarib terhadap perekonomian masyarakat yang ada
disana, sebab melalui sungai sangat beresiko, dan muatan yang akan diangkut
sangat terbatas sekali, schingga barang-barang yang akan dibawa ke sana sangat

lama dan lamban.
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Secara administrasi Kecamatan Lumbis Ogong memiliki batas-batas sebagai
berikut

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah-Malaysia.

b.  Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tulin Onsoi.

¢.  Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Krayan.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Krayan Selatan dan

Kabupaten Malinau

LR IPRIF TR
P T R e
ISR TR TS )
LT ASLER L LT AR LN NS

Ganmthar 4.1 Peta Kecamaton Lumbis Ogong
fsumber: Profil Kecamatan Lumbis Ogong 2017)

1. Demograli Kecamatan Lumbis Ogong

Pembangunan di suatt wilayah tidak terlepas dan peran serta penduduknya
scbagai subjek pembangunan, domikian pula dengan pembangunan yang
dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong. Jumlah penduduk yang besar di satu

sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu
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pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi
pula, Namun disist lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan
suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. Otonomi daerah dan pemekaran
wilayah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan peran penduduk sebagai
subjek utama pembangunan serta mengurangi masalah kepadatan dan mobilitas

penduduk.

Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2015 begjumiah 10.394
jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 8,61 jiwa’km’. Dibandingkan dengan
tahun 2005, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan  sebesar 3.45%.
Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan
pembangunan yang tcrjadi di Kecamatan Lumbis Ogong. Pertamabahan penduduk
ini merupakan modal utama pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan di
kiecamatan Lumbis Ogong, karena penduduk merupan potensi yang handal dalam
melaksanakan pembangunan di segalah bidang. Pertambahan peudududuk di

kecamatan Luinbis ogong terjadi setiap tahun.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin
lengkapnya berbagai fasilitas/sarana publik yang dibutuhkan masyarakat,
termasuk sarana kesehatan seperti Puskesmas, Postu yang berada hampir di
semua Desa-desa, Sekolah-sekolah, dan Kator Camat Lumbis Ogong yang berada
di Binter/Samunti. Sefain itu pembukaan lapangan kera juga menarik masuknya
orang-orang untuk bekerja mencan nafkah disana sehingga sccara otomatis dapat

menambah jumlah penduduik di kecamatan Lumbis Ogong.
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No Luas Wilayah Jumlah Penduduk
NamaDesa Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 ! Payang 31,91 M2 44 35 79
2 | Suyadon 38,08 M” 55 47 102
3 | BuluMengolom 2538 M° 50 44 94
4 | Tukulon 79,05 M* 151 146 297
5 | Ubol Sulok 21,76 M° &5 82 167
6 | Batung 34,08 M° 4] 37 78
7 | Ubol Alung 34,08 M° 65 5% 123
8 | Nansapan 35,51 M* 55 45 100
9 | Sedalit 21,76 M 30 39 .
10} Kalambuku 2.79M° 30 33 63 '
i 11 _|Paluan 27,56 M* 49 42 91
12 | Tambalang hilir 25,54 M* 50 44 94 _
13 | Stnampila il 30,46 M* 92 92 184
14 | Jukup 3,18M° | 6l 64 125 |
15 | Tadungus _ 29.00M° |59 1 64 [ 123
16 [ Long Bulu 50,04 M* 115 108 223
17__| Semata oM 74 60 A3
18 | Semunti 47.86 M? 76 69 145
19 | Salan N 29.713M° 55 A5 oo
20 | Sungoi 29,01 M? 40 39 79
2t { Sinampilal 174M" 1 47 29 176
22 | Sumeniobol 47,86 M° 58 53 111
23 [Labuk 1740M° 23 18 4l
24 | Limpakon 2393 M’ 36 40 76
25 | Linsayung 25,38 M’ 25, 23 a8
26 | Tumantalas 2973 M 25 33 58
| _27__| Sanal 31,81 M 55| .62 uz
28 | Nantukidan 33,36 M? 54 44 98
29 | Ngawol 31,91 M2 100 67 167
30 | Lagas 2031 M’ 36 50 86
31 | Labang 17,41 M* 25 22 47
32 | Sumantipal 44,96 M? 70 67 137 _
33 | Bululaun Hilir onaM sl LT . -
34| Panas 30,46 M’ 79 E T S U
35 | Tantalujuk 22,43 M° 62 61 123
36 | Tambalang Hulu 5729 M° 69 56 125
37 | Langason 3046M° | 56 2 N SN | VAR
38 | Bokok 28,83 M* 37 28 65 ,
39 |Kuvo 30,46 M- 39 45 X
40 | Tau Lumbis Ogong 62,37 M* 51 47 98 ';
LM Tetagas 1 2L76M° | 26 32 %%
| 42 | Tuntulibing 19,58 M? 42 38 30 i
43 [Kahisun | 1z3sM’ | 35 | 36 71
44 | Kabungolor 58,67 M’ 28 33 61 §
45 {lipaga 14,51 M7 35 0 | oes
46 | Sibalu 26,12 M? 32 35 67 i
47| Mamasin 2031M7 L2 35 62 ]
48 |Duwyan 3538 M 32 28 60
49| Bululaun Huly 16,68 M’ | 2 | 6

Sumber: Kantor Kecamatan Lumbis Ogong 2017
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Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah Penduduk kecamatan Lumbis Ogong diatas
dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk laki-laki 5.284 Jiwa, Penduduk Perempuan
5.1i0 Jiwa sehingga jumlah seluruhnya 10.394 Jiwa. Jumlah penduduk ini
masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Luas wilayah yakni 8,61
Jiwa/KM?.  Kurangnya penduduk di kecamatan Lumbis Ogong secara tidak
langsung berpengaruh terhadap program perencaan pembangunan Kerena
pembangunan akan direncanakan dan dilaksanakan disuatu wilayah jika penerima
manfaatnya cukup banyak. Penduduk dalam suvatu wilayah merupakan kunci
utama melaksanakan pembangunan. Akan tetapi dituyjau dari Luas wilayah yang
dimiliki Lumbis Ogong, Pembangunan harus dilaksanakan mengmgat akan
penggunaan dan pemanfaatan pembangunan pada inasa-inasa yang akan daiang

sangat mendesak dan diperkirakan akan terjadi pertambahan pendudunya.

Tabel 4.2 : Persentase Jenis Usaha Pendwduk Kecamatan Lumbis Ogong

NO JENIS USAHA PERSENTASE KETERANGAN
1 | Pertanian { Agriculture ) 80,43
2 | Industri { Industry ) 0.0}
3 |Listik, Gasdan Aw | 001
4 | Kontruks: ( Construction ) 02
5 [ Tansportasi dan Komusnikasi 2.45
6 | Perdagangan 15.00
7 | Pegawai 2.10
Jumlah 100%

Sumber : Kantor Camat fumbis Ogong 2017

2. Pemerintahan

Selama 1 dan 6 {(emam) tahun Kecamatan Lumbis Ogong telah
menyelenggarakan pemerintahannya dibawah pemerintahan  Kabupaten Nunukan
atau sejak dimekarkan dari Kecamatan Luinbis, telah menunjukkan banyak

kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat baik dari perkembangan fistk

maupun non fistk. Namun perkembangan tersebut nasih sanpat minum
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dibandingkan dengan kebutuhan dazn luas wilayah oleh karena itu perjuangan
untuk kemajuan Lumbis Ogong harus dilalii dengan perjuangan yang sangat
berat. Terutama pembangunan Jalan poros Lumbis dan Lumbis Ogong yang
sampai sekarang ini masi belum dapat digunakan karena medan yang dilalui

cukup sulit dan jauh sehingga dapat menyita waktu yang lama.

Secara Administratif Kecamatan Lumbis Ogong terbagi atas 49 Desa.
Kecamatan Lwnbis Ogong merupakan kccamatan dengan wilayah terfuas yaitu
3.645,50 Km’ atau sckitar 25,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Luas
wilayah ini merupakan potenst kabupaten Nunukan secara umum dalam
melaksanakan pembangunanan, disamping ity wilayah im memiliki potensi
sumber daya alam yang cukup untuk kehidupan warganya serta cukup
menjanjikan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Perkembangan terjadi
setelah dilaksanakannnya pemekaran dari kecamatan Lumbis pada tahun 2011 dan
menempatkan Binter/ Samunti sebagai pusat pemerintahan Kecamatan.

Sejak dimekarkan dari kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong telah
melaksanakan pemerintahannya dengan baik sekalipun dalam situasi dan kondisi
yang sangat sulit terutama akses jelan dan jembatan untuk menuju ke pusat
pemerintahannya belum ada dan satu-satunya akses menuju ke pusat
pemerintahan tersebut adalah transportasi sungai. Hal ini sangat menyulitkan,
tetapi pemerintah Kecamatan bersama jajarannya tidak merasa capek dan tetap
semangat dalam kondisi bagaimanapun juga demi majuhna masyarakat yang
berada disana.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah kecamatan di kecamatan

Lumbis Ogong masih memiliki tenaga yang sangat kurang dimana pada saat

82

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43707 .pdf

peneliti melakukan penelitian di kecamatan tersebut jabatan Camat dan Sekcam
masih di tangani oleh satu orang, sctain iu Kepala-kepala seksi dan staf-staf juga
masih sangat kurang. Serta kebanyakan staf-staf yang ada disana masi berstatus
tenaga honor. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya para camat dap jajarannya
telah mengupayakan pelayan publik yang haik, sekalipun tenaga yang ada disana
sangat kurang yakni Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ada 8 orang yang sebagian
besar golongan golongan 1}, Sclam itu para aparatur kecamatan juga dibantu

oleh aparat vertikal yakmi TNI Pamtas.

3. Idim

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan
Geofisika, Kecamatan Lumbis Ogong beriklim panas dengan subu udara rata-rata
27.4 derajat Celsius dan suhu terendah adalah 23 derajat Celsius pada bulan juni
dan subu tertinggi 32,2 derajat Celsius terjadi pada bulan Apnii dan September.

Rata-rata curah hujan 203 mm per bulan, yang tertinggi sebanyak 367 mm
terjadi pada bulan mei dan yang terendah 88 mun pada bulan juli. kelembaban
udara berkisar antara 82%-87% sedangkan kecepatan angin rata-rata 5 knots.
Penyinaran matahari rata-rata 45,7% terendah 38% pada bulan Peberuan dan
tertinggi 68% pada bulan september.
4. Tolograh

Tofografi pada Kecamatan Lumbis Ogong sangat bervariasi berdasarkan
bentuk relicf, kemermgan lereng dan ketinggian dan permukaan laut. Perbukitan
terjal terdapat di sebelah utara. Perbukitan terdapat disebelah utara bagian barat
pada tiga kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan memanjang yang

berasal dari pegunungan tua Tiagang Sinsiliog di daratan Sabah-Malaysia
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tepatnya pada Bandar Nabawan dengan ketinggian rata-rata 1500-3000 meter
diaias permukaan laut. Perbukitan disebelah selatan bagian tengah berketinggian
500-1500 meter diatas permukaan laut. Tofografi perbukitan bersudut kemeringan
lebth dan 30%. Pada daerah dataran tinggi kemiringan berkisar antara 8-15 %.
Pada daerah ini juga terdapat sungai-sungai besar, di kecamatan Lumbis terdapat
sungai utama yaitu Sungai Sembakung yang berasal dari sungai Pansiangan
Sabah-Malaysia dan Sungai Sadalid. Selain sungai utama ini terdapat juga sungai
besar lainnya seperti sungai Sumalumung, Sungai Saludan, Sungai Samalad,

Sungai Sumentobol dan Sulon.

3. Fisiografi

Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong sebagian besar didomisili oleh satuan
fisiografi gunung ( mouniain} dan dataran ( plain). Satuan fisografi gunung
sebagian besar berada di bagian utara dan barat yang memanjang dan Sabah

Malaysia hingga Selatan.

6. Sumber Daya Alam

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan salah satu wilayah kecamatan yang
ada dt kabupaten Nunukan yang kaya sumber daya alam diantaranya Kandungan
batu bara dan hasilhasil hutan seperti, kayu, gaharu, Rotan dan damar. Potenst
alam ini sangat menjanjikan kehidupan bagi warganya. Di Wilayah Kecamatan
Lumbis Ogong kondisi sumber daya hutannya masih potenstal, masih banyak
hutan rimba yang belum di garap perrusahan khususnya sebelal barat Kecamatan
Lumbis. Beberapa jenis kayu komersial yang dominan dan beberapa kelompok
hutan di tiga wilayah kecamatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa

kelompok yaitu kelompok Dipterocapaceae, kelompok non Dipterocarpacea,
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kelompok kayu indah, kelompok rimba capuran dan kelompok kayu yang
dilindungi. Hutan-hutan ini sangat luas sekali yakni sekitas 90% dari seluruh luas
wilayah yang dimiliki lumbis Ogong dan paling banyak yang dilindungi

khususnya yang berada di sebelah barat.

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang Di Kecamatan Lumbis
Ogong

a. Menyusun rencana

Perencanaan Pembangunan di Negara kita sebelum Reformasi masih
dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah-daerah.
Perencanaan ini biasa disebut perencanaan dari atas (fop down), tetapi setelah
reformasi pembangunan direncanakan mulai dari arus bawal (bottom up}
artinya perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, yang
memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Peniyusunan rencana
dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kebutuhan masyarakat karena
rencana tersebut benar-benar dapat dilaksanakan nantinya.

Dalam nenyusun rencana pembangunan di setiap tingkatan terlebih dahulu
diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabilah musyawarah
yang dilakukan dapat disetujui oleh masyarakat setempat atau sekelompok
orang-orang yang membutuhkan pembangunan tersebut, maka rencana itu
dimasukkan daiam daftar perencanaan, baik jangka pendek, mecnegah dan
panjang.

Penyusunan Rencana Pemnbangunan di Kecamatan Lumbis Ogong dilalui

dengan musyawarah di tingkat desa, dimana masyarakat diajak untuk duduk
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bersama dan berunding agar benar-benar pembangunan yang direncanakan
sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam penyusunan rencana pembangunan
ini masyarakat di upayakan untuk menyampaikan pendapatnya. Satu demi satu
masyarakat dimintai pendapat tentang kebutuhan di desa dan di berikan
kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk menanggapi serta membenkan
argumen. Kalau perbincangan mnereka sudah mencapai kata sepakat, maka
hasilnya dimasukkan dalam daftar usulan yang disertai dengan berita acara
kescpakan.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan
pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh
gambaran sebagai berikut:

1. Kegiatan menampung dan menctapkan prioritas kebutuhan dari tingkat
bawah Desa belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Payang.

2. Dari hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala Desa dan
warga Lagas dan Desa Ngawol bahwa musrenbang desa (musyawarah
pembangunan tingkat desa) mencerminkan para tokoh-tokoh masyarakat
saja yang mendiskusikan pembangunan bukan digali dari masyarakat
wmuin, dan pada saatnya musrenbang desa masyarakat hanya dipanggil
dan dibacakan dengan pertanyaan “setuju atau tidak”. Yang setuju angkat
tangan dan juga yang tidak setujua angkat tangan disertai alasan-alasan

3. Usulan proritas kegtatan yang akan diajukan ke Kcecamatan terpenubi,
meskipun untuk nasing-masing desa, nainun ada beberapa desa yang

penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleb Kepala Desa beserta aparat dan
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BPD tanpa melibatkan masyarakat, diantaranya desa Lagas, Ngawol, Bulu
Laun Hulu dan Suyadon kecuali Desa Payang.

Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan
salah satm kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga
keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.
Keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan
dibenarkan oleh Camat Lumbis Ogong dalam pemyataanya menyampaikan
bahwa:

“Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas pemahammannya, iniiah
salah satu faktor yang sangat penting, karena bagaimanapun juga kalau
orang tidak paham maka kita juga yang pusing. Mereka inenyangka
bahwa kita yang salah pada hal mereka menafsirkan dan nemahaini
salah. Jadi kita im pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada Kepala
Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengenri
memberikan sosialisasi kepada mereka. (wawancara, 17 Pebruari 2018)

Hal tersebut sama yang sampaikan oleh BPD Bulu Laun Hulu yang
mengatakan bahwa:

Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masth
dibawah standar, artinya mereka belum memahami sama sekalt tetang
musrenbang, sehingga kami di desa itu melaksnakannya hanya aparat-
aparat desa saja. Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami
melaksanakan musrenbang masyarakat banyak yang berangkat ke butan
dan ke lading mereka tidak bersedia ikut.

Hal vang sama disampaikan olech Pendamping desa di Lumbis Ogong
adalah:

{1 Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang
desa, kalan kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjungi
keluarga, ada yang ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang,
setelah ditanya mengapa tidak ikut musrenbang desa, katanya itukan
urusan aparat desa karma mereka kan digaji pemerintah, 1ya merekalah
yang urus im”
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Sebagai Kewajiban Pemerintah dapat memberikan sosialisasi dengan
maksud untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan
perencanaan pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat
memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan kepada
masyarakat. Apabila pelaksanzan sosialisast dilaksanakan maka pemahaman
masyarakat akan perencanaan pembangunan dapat tercapai.

Kepiatan sepertt di atas telah diupayakan di Lumbis Ogong, namun
hasilnya hasilnya tidak optimal, karena masyarakat tidak memahami tentang
kegiatan penyusunan rencana pembangunan sechingga akibatnya banyak
pembangunan yang dilakukan dengan membuat proposal tersendiri tanpa
dilalui dengan perencanaan yang telah dimasukkan dalam daftar perencanaan
semula. Kegiatan mi dapat dilakukan masyarakat dengan melihat kebutuban
sesaat, artinya mereka ingin membangun tanpa disadari bahwa pembangunan
akan digunakan dalam masa yang panjang. Selain itu banyak yang mengajukan
pembangunan tiba masa, tiba akal dimana mereka berpikir dalam sesaat saja
dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal seperti mi dijuinpai penelin di
daerah penelitian, dimana masuyarakat masih menyampaikan dan
mengutarakan proposal yang dibuat serta langsung diantar ke Bupati atan
DPRD di kabupaten.

b. Menetapkan Rencana
Penetapan rencana pembangunan yang telah disepakati dituangkan dalam
draf rancangan dan ditetapkan selama kurun waktu tertentu, atau menurut

skala perioritas yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, misalnya
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pembangunan yang tergolong jangka Pendek, Jangka menengah dan Jangka
Panjang. Perencanaan pembangunan yang telah ditetap dibuatkan berita acara
kesepakatan dan dijadikan pedoman dalam pengusulan pembangunan. Hal-hal
yang tidak masuk dalam daftar perencanaan tahunan akan dimasukkan dalam
rapat tahunan diatasnya, Artinya kalau penetapan perencanan sudah
dilaksanaakn maka usulan yang tidak masuk dalam perencanaan terserbut ttdak
bole lagi diusulkan kecuali dilaksanakan lagi musrenbang satu tahun kemudian.

Hal tersebut diatas sangat sesual yang disampaikan oleh perwakilan
Bappeda Kabupaten Nunukan yang mengatakan bahwa:

Semua hasil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf usulan

ke Kabupaten sebagai bahan rembuk para SKPD-SKPD terkait.

Menyangkut usulan-usulan pembangunan tersebut yang belun masuk,

akan dimasukkan pada musrenbang tahun berikutnya. Kemnudian pihak

pengusul dan desa dan kecamatan membuat skala perioritas, sehingga kila
ketahui tentang mana pembangunan yang mendesak, dan mana yang tidak.

Hal yang sama dengan itu juga disampaikan oleh kepala desa Payang yang
mengatakan bahwa:

Pada saat kami musrenbang karena semua masyarakat hadir, sudah kami
sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih ada pembangunan yang
kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tabun depan baru kita
masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang ini sulit
lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang
tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Cuma hal ini masyarakat
saya semua memahami,

Pelaksanaan penetapan rencana pembangunan di Kecanatan Lumbis
Ogong belun dilaksanakan secara optiinal, karena banyak yang diusulkan
masyarakat tidak dimasukkan dalam draf usulan, bahkan usulan tersebut
beruba atau tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang disepaki

Jnasyarakat. Selain itu banyak para kontraktor dimasyarakat yang

mengajuhkan proposal tidak sama dengan penetapan perencanan pembangunan
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yang sudah dimasukkan dalam draf awal atau penetapan rencana yang dibuat
berdasarkan hasil kesepkatan masyarakat. Akibatnya banyak permasalahan
yang muncul diantara masyarakat, karena  proposal yang diajuhkan tidak
| melalui musyawarab bersaina atan hanya sesuai dengan keinginan kontraktor
saja atau hanya muncu! karena pikiran sesaat saja. Mereka hanya memekirkan
bagaimana mencapai kcuntungan sendiri tanpa memikirkan kebutuhan
masyarakat akan pembangunan tersebut.
Berikut ini pen¢tapan perencanaan pembangunan di desa kelompok
Labang tahun 2018 yang sudah dunasukkan dalam draf perencanaan awal
melalui musrenbang desa

Tabel 4.3 Daftar masalah dan kebutuhan masyarakat Kelompok Labang

No Jenis Kegiatan Yang dinsulkan Lokasi

1 | Pembangunan Pos Lintas Batas Labang

2 | Pembangunan Postu Kesehatan Bulu laun Hulu

3 1 Pembangunan Lapangan Pesawat Sumantipal

4~ | Pembangunan Gedung Sekolah T Ngawdl ]
5 | Pembangunan Bala: Adat Lagas

6 | Pembangunan Sarana air bersth . Lagas

7 | Janngan Listrik Labang

8 [ Jaringan Telepon Labang

Sumber : Usulan Kelompok Desa Labang 2018

Usnlan tersebut diatas telah berkali-kali bahkan setiap musrenbang
disampaikan ke Kecamatan, tetapi sampai sekarang beliun diakomodir, Oleh
sebab itu pemerintah desa beserta aparamya tetap menyampaikan usulan ini
karena merupakan kebutuhan inasyarakat. Selain itu pemerintah dan aparatnya
sebagai tumpuan masyarakat scbagat pengeinban aspirasi rakyat maka rakyat
mengharapkan agar dapar disampaikan ke pihak vang berwewenang. Oleh
scbab itn Pemerintah desa tetap inengajuhkan usulan ini ke pemernntah

kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten dan scicrusnya.
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c. Pengendalian Pelaksanan Rencana

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dibagi tiga
alur utama perencanaan yakni musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten/kota. Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan
mcrupakan forum rembuk yang dilaksanakan oleh masyarakat. Musyawarah ini
dilaksanakan untuk menentukan pembangunan yang akan direncakan sesuai
dengan perioritas. Forwn ini diupayakan dengan tujuan untuk incnggali
informasi dari masyarakat tentang kebutuhan pembangunan yang akan
diperioritaskan dalam satu tahun perencanaan. Perencanaan tersebut
merupakan upaya untuk menggali potensi dan pendapat masyarakat dalam
forum yang dilaksapakan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya control
yang dapat didefenisikan suatu proses yang dipengaruzhi oleh sumber daya
manusia yang dapat digunakan sebagai pengontor hasil kesepakatan seluruh
masyarakat (botton up) sehingga pada saat pembangunan itu dilaksanakan di
desa tidak mendapatkan penolakan atan tantangan dar masyarakat setempat.

Pemerintah Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan
Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata cara masyawarah perencanaan
pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah yang mengacuh pada
peraturan menteri dalam negen nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tata cara pefiyusunan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal imi
sudah sangat sesuai yang disampaikan oleh Camat Lumbis Ogong yang
diwawancarai oleh peneliti pada han sabtu, 17 Pebruan 2018 jam, 16.00-17.25

di Mansalong, mengatakan bahwa:
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan
Lumbis Ogong Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun
2015 yang selama mi belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman
pada permendagnt nomor 54 tahun 2010. Hal ini sudah beberapa tahun
terakhir im menjad) acuan ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam
melaksanakan musrenbang. Cuma masalahnya peraturan tersebut masih
belum diketahu: secara jelas oleh masyarakat tentang tata cara dan wakiu
pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti instrusi dari kabupaten
tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang dilaksanakan di
setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepatnya pada han
Jumat, 16 Pebruan 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan Lumbis
Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat di setiap
desa dan Musrenbang inm1 sebagai kelanjutan musrenbang Desa dengan
merangkum seluruh usulan peinbangunan dari Desa dan dirembuk di
Kecamatan. Kita ketahui hahwa desa mengusuikan pembangunan berarti
sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan kebutuhan yang
ada di desanya, selungga tidak perlu kita coret mencoret malahan kita
control, dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat musrenbang
kecamatan, masyarakat kita undang untuk memberikan argumentasi dan
setamjutmya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanjutnya. Terlepas
dan disetujui atau tidak disana, kita tetap tetap menyerahkan kepada mereka
melalui verifikasi dan tetap kita pertahankan. Pelaksanaan Musrenbang
tahun imt beda dengan musrenbang tahun lalu 2017 karena pada tahun jalu
hampir dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten Nunukan. Sedangkan
sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda, Pembangunan
Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas Kesehatan dan
Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya juga kurang tahu mengapa
mstansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dari
setiap desa paling banyak di Pendidikan, ya.... mudah-mudahan tahun depan
bisa lebih baik lagi harapan kita begitu katanya...”(Wawancara)
dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruan 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Lumbis Ogong di atas,
dapat dunterpretasikan bahwa  Perencanaan pembangunan itu harusnya
mengacu pada peraturan yang ada dan sesuai dengan keputusan dan desa.
bukan keputusan yang hanya dihuat oleh satu orang saja. Bahkan kalau
Pemenntah yang lebih diatas nencoret usulan dan masyarakat harmu
memberikan alasan-alasan tertentu yang dapat masuk akal masyarat, misalnya

tidak sesuai dengan geografis wilayah, anggaran tidak mencukupi dan lain-lain.
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Hal tersebut diatas sesuai yang disainpaikan oleh kepala desa Sumantipal

bahwa:
Selama ini kami menunggu-nunggu tentang usulan masyarzkat melalui
musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten temyata sudah
dianggap tidak layak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan
anggaran tidak cukup, ada juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan
kondisi wilayah dan laian-lain. Tetapi kalau memang ada alasan
demikian tolong pemerintah Daerah sampaikan kepada kami jauh
sebelumnya supaya kami tidak inenunggu usulan tersebut.
Pemmyataan yang sama juga disampaikan sala satu kepala desa dari
Lumbis Huln yang mengatakan bahwa:
Selama int tidak ada informasi tentang usulan kami tetapt ada anggota
saya ke Nunukan mengecek ternyata tidak cocok dibangun di Daerah
saya, mengapa tidak diberi tahukan dari awal supaya masyarakat tidak
menunggu-nungen. { Wawancara tanggal, 16 Pebruari 2018)
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat
kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini
ditandai dengan beberapa kegiatan pnoritas yang diusulkan desa tidak
terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan. Bahkan kadang-kadang
usulan tersebut diabaikan sehingga masyarakat menunggu realisast sampai
tahun berikutnya.
d. Evaluasi pelaksanaan Rencana
Perencanaan Pelaksanaan pembangunan dari setiap tahapan  dapat
ditijjau kembali setelah melalui evaluasi. Tantangan, rintangan dalam setiap
kedgiiatan perencanaan pembangunan pasti ada, begitu juga keberhasitan dan
kesuksesan pembagunan pastt tercapai, oleh kama itu perlu pengecekan atau
dievaluasi kembali tentang rencana pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kita perlu mengetahui sejauhmana keberhasilan yang tefah dicapai atau

penyebab ketidak berhasilan pembanghunan yang dilaksanakan. Untuk
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mencapai target keberhasilan perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan, seperti melibatkan masyarakat banyak melalvi forum
pertemuan. Dan diupayakan semua masyarakat dapat memberikan pendapatnya
dengan cara diberikan kesempatan atau peluang yang sama dalam memberikan
sumbangan pemikiran tanpa dihambat, atau diintimidasi, sehingga mereka
dapat mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Keterlibantan ini dimulai
dari tngkat lapisan masyarakat paling bawah (RT) sampai ke Kecamatan
karena Salah satu SKPD yang harus menyelenggarakan praktek perencanaan
pembangunan adalah kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini dilakukan
penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan melaju
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong selalu di lakukan
setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya melalui evaluasi Rencana
Pembangunan, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong penyelenggaraan dan
hasilnya belum optimal. Berdasarkan evaluasi perencanaan Pembangunan di
kecamatan Lumbis Ogong ditemukan bahwa perencanan ini belnm mewakili
seluruh masyarakat dan yang direncanakan tidak sesuai denpan kebutuhan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan banyaknya surat undangan yang
disebarkan namun peserta yang hadir hanya sedikit. Seperti yang dikemukakan
oleh Sekcam bahwa:

* Saya selaku sekcam sekaligus Camat, telah mengundang , SKPD
Kabupaten Nunukan, masing-masing Instansi, DPRD  kabupaten Nunukan
Daerah Pemilihan III, Unsur Kecamatan termasuk Muspica, kepala-kepala
Desa, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM. dan Perwakilan
Perempuan. Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200, tetapt
pada kenyataannya yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya 92 orang....”

Tidak sama tahun-tabun lalu lebih banyak yanpg datang...” {wawancara
Tanggal, 17 Pebruari 2018)
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Berdasarkan wawancara di atas, kehadiran peserta yang diundang sangat
kecil dibandingkan dengan tahum Jalu, hal ini jembuktikan bahwa kepercayaan
masyarakat akan pelaksanaan musrenbang juga sangat kecil, berarti
pelaksanakanaan musrenbang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari
keterlibatan masyarakat dalam inusrenbang belum mewakili seluruh
masyarakat kecamatan yang ada di kecamatan Lumbis Ogong. Seperti yang
dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat bahwa:

* Peserta yang diundang dalam musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini,
adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Nunukan, Unsur Muspica,
Kepala-Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa LSM, Pendamping Desa dan
Wakil Perempuan” tujuan kita fakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa
(wawancara 16 Pebruari 20118)

Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan
pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tingg:
keteriibatan masyarakat seinakin berkurang. Seperti musrenbang Kabupaten,
yang diundang hanya perwakilan dari kecamatan. Oleh karena itu pada tahapan
proses perencanaan peinbangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat
diupayakan sebanyak mungkin agar dapat menverap aspirasi sesuai dengan
masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Seperti yang dikemukakan
oleh wakil dari Bappeda kabupaten Nunukan bahwa:

“ saya sampaikan kepada Kepala-kepala Desa, pthak kecamatan dan Tokoh-
tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringan
aspirast wajib dilaksanakan dani bawah sehingga masyarakat di desa
diusahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana
kita dari desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak
inenimbulkan dampak yang merugikan kita semnua. Sangat dibutubkan
evaluasi dalam perencanaan kita bersamahanya ditingkat desalah dan
kecamatan kita Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingkat Kabupaten
itu sangat terbatas, yang diundang itu lhanya perwakilan kecamatan.

Sebenamya kita mau undang juga tetapi kita ini memiliki jarak yang sangat
jauh dan biaya yang cukup tinggi. .... (wawancara, 16 Pebruan 2018)
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Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kasih Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Lumbis Ogong bahwa:

“ Kalau saya diusahakanlah semua warga hadir kalau musrenbang di desa,
karena kita tidak memiliki RT yang paling bawah, dan selama ini saya
dengar langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau
kita hadir kan kita ketahui pembangunan yang kita usulkan apakah itu
sudah sesuai dengan kebutuhan kita di desa atau bapaimana. Dalam
mengusulkan  pembangunan kita perlu evaluasi agar tidak banyak
menimbulkan resiko dilapangan, Perti pembangunan kita letakkan dipinggir
sungai atar ditebing gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita
penggunanya. Oleh sebab itu supaya kita semua dapat menghimban kepada
inasyarakat agar hadir dalam penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena
semua harus berpikir dan menyampatkan kepada pemerintah bahkan Saya
kwatir, ada bangunan yang diberikan, masyarakat berdali untuk menolak
kerena tidak sesuai dengan kebutuhan, (Wawancara 16 Pebruan 2018)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lagas pada tanggal 16 Pebruari

2018 mengatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan yang kami sampakan dari desa banyak yang
tidak sesual dengan penetapan pemerintah, makanya kami sangat binggung
apa penyebabnya. Kalau tidak disetujui pemerintah atau karena keterbatasan
anggaran, perlu kami diberi tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan
masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak
usulan pembangunan dari masyarakat yang sudah tidak seswai lagi dengan
penetapan pemerintzh, sehingga masyarakat tidak peduli terhadap bangunan
yang masuk dalam desanya. Artinya apa yang mereka usulkan tidak sesuai
dengan pisik yang mereka terima.

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (musrenbang Kecamatan)
adatah forum untuk musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan
masukan prioritas kegiatan dan desa serta menyepakah kegiatan hintas desa di

Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja

perangkat Daerah kabupaten pada tahap berikutuya. Camat menyelenggarakan

96

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43707 .pdf

dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui
musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD
tingkat kecamatan. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan
dengan proritas kegiatan dari desa untuk mengatasi permasalaban di
Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dan terkena dampak hasil
musyawarah. Sedangkan narasumber adalah pihak pemberi mformasi yang
menyampaikan informasi dalam pelaksanaan musrenbang

Namun dalain prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan pada hari Jumat, 16 Pebruan 2018 tidak dihadiri oleh DPRD
Kabupaten Nunukan daerah Pemilihan 111, Hal ini sudah bertentangan dengan
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 dalam pasal 33 ayat d yang
mengatakan DPRD Daerah Pemilihan merupakan peserta dalam musrenbang
Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan
pembangunan Kecamatan Lumbis Ogong belum melibatkan masyarakat secara
keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum memberikan
peluang yang sama kepada masyarakat dalam inemberikan sumbangan
pemikimn serta masih terkendala waktu. Dalam proses perencanaan
pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong, baik di tingkat Desa maupun
Kecamatan, masyarakat beluin dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk
memutuskan  kegiatan prioritas  yang akan diajukan ke musrenbang

selanjutnya.
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e. Perencanaan yang Sinergitas
Perencanaan pembangunan selalu menekankan kerja sama antar wilayah
administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Banyak usulan
pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga
mengakibatkan banyak usulan yang ditolak oleh pemerintah Kabupaten, Untuk
mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang sinergitas. QOleh
karena itu para pemangku kepentingan yang ada di desa harus benar-benar
mengetahu kondisi dan karakteristik wilayahnya. Selain ttu dalam merembuk
rencana pembangunan dibutuhkan forum yang melibatkan masyarakat secara
luas. Tetapt kenyataan yang terjadi hanya terbatas di tingkat musyawarah
percncanaan pembangunan desa, representas: masyarakat dalam forun-forum
ditmgkat kecamatan sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usnlan program
masyarakat yang hilang di tengah jalan. Hilangnya usulan tersebut menurut
Camat  Lumbis Ogong  adalah sangat  beralasan, berikut petikan
wawancaranya:
"Berhubung karena, Kecamatan kami paling sulit ditempu, maka
pclaksanaan musrenbang juga kurang banyak orang yang hadir, apalagi
yang berasal dani Nunukan. Sehingga masyarakat mengusul itu kadang
tercecer bahkan kami di kecamatan ragu kalau usulan itu tidak sampai,
bukan hilang sebenamya, karena itu kami menetapkan utusan dan
kecanatan yang membawanya kesana. Setelah sampai disana utusan itulah
yang mendegarkan apakah nsulan itu cocok atau tidak maksudnya setelah
diverifikasi (wawancara, 17 Pebruari 2018 di Mansalong)
Di tingkat desa, kepiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan sebenamya tidak hanya dilakukan dalam fonun musrenbang
saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan.

Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dani yang lam,

misalnya dari APBN. Seperti program pembangunan jalan Lumbis-Lumbis
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Ogong, Jaringan Listrik dan Janngan Telepon yaitu program pembangunan
yang sumber dananya dan pusat, masyarakat juga diupayakan untuk tetap
berperan dalam pembangunan tersebut, baik pengawasan, maupun
pemeliharaan. Agar pembangunan terscbut dapat bertahan dan berdaya guna
demi kepentingan masyarakat. Sehingga keberlanjutan perencanaan dapat
dipertahankan di Kecamatan Lumbis Ogong melalui forum rembug warga
yang diselenggarakan di lnar musrenbang desa. Seperti yang telah disampaikan
sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Januari-
Pebruani yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan.

Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang
Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas usulan dan
berbagat desa dengan prioritas usulan dari SKPD. Usulan yang terakomodasi
dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya
dengan sinergitasmya, vyaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai
keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diuvsulkan oleh SKPD. Untk
inengetahui apakah suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan usulan lain
yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara
semua peserta.

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus
dipenuhi oleh semua usulan yang masnk untuk dijadikan daftar pnontas usulan
yang didanai oleh APBD. Mengenai usulan yang diakomodir harus sinergitas
dengan wilayah dimana masyarakat berada. Oleh sebab itu harus diverifikast

dengan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan nasalal nantinya. Seperti
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yang dikemukakan perwakilan Bappeda  kabupaten Nunukan sebagai

berikut:
“Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lam, misalnya usulan
pembangunan jalan dilihat dari masalah dan poteusi, apabila jalan tersebut
tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan
masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota.
Jadi disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan mungkin SKPD lain.
Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi...(wawancara, 16 Pebruari
2018)

Pandangan di atas inenunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD
dengan SKPD lainnya menjadi salah satu knteria diakomodasi tidaknya suatu
usulan kegiatan. Disini difekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk
mencapai sinkronisast kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders
dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ke
tingkat yang lebih tmggi.

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong
sudah memenuhi kriteria sinergitas perencanaan, artimya para SKPD-SKPD
yang hadir sudah mendengarkan argumentasi pengusul dari desa tentang betapa
pentingnya usulan wereka, lalu SKPD-SKPD yang hadir telah membenkan
alasan-alasan apabilah usulan tersebut tidak layak. Akan tetapi pada
pelaksnaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya
ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga harus ada
usulan yang dikorbankan darn pihak Desa.

I. Legalitas Perencanaan

LegalitasPerencanaan disini maksudnya adalah bahwa perencanaan

pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong sesua dengan
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regulast yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan
pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan
pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan UU Nomor 25 tahun 2004 telah memberikan
amanat yang jelas tentang sistemn perencanaan pembangunan negara kita muia
ditmgkat desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota Provinsi hingga sampai
ke pusat.

Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang  dilaksanakan untuk
mengetahur kebutuhan masyarakat setempat tentang pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemenntah. Perencanaan tersebut dapat mengikut sertakan
masyarakat dalam memberikan pendapat penguatan agar pemerintah benar-
benar dapat memahami tentang kebutuhan sctiap desa-desa yang ada.
Musrenbang dapat dijadikan foru multi pihak terbuka, transparan dan
akuntabilitas yang secara bersama-sama mengidentifikasikan dan menentukan
arah kebijakan pembangunan masyarakat untuk melaksanakan aspirasi
masyarakat pada level bawah. Kegiatan musyawarah pembangunan baik di
desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat merupakan
kegiatan Negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pihak pemerintah,
swata dan masyarakat sekaligus mencapal konsesnsus bersama mengenai
kegiatan pembangunan dengan anggaran-anggaranya.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang musrenbang atau musyawarah
Perencanaan Pembangunan antara pemangku kepentingan dalam merencankan
pembangunan daerah diantaranya adalah peraturan menten dalain negen

Nomor 54 Tahun 2010. Dalam aturan terscbut telah jelas bahwa inusrenbang
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merupakan forwn antara pemangku kepentingan dalam menjaring aspirasi
masyarakat secara luas dalam rangka menyusun pembangunan daerah.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan foruin perencanaan
publik mulai dan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat  bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentmgan.
Pelaksanaan musrenbang mi merupakan salah satu tugas pemenntah untuk
menunaikan tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai urusan
pemerintah yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
1) Twuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi
UU Nomor 25 tahun 2004, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemernintahan
daerah dipertukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, keadilan, dan
peran serta nasyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potenst
dan keaneka ragaman yang dimiliki daerah. Yang paling mendasar pada UU
Nomor 25 tahun 2004 adalah proses pembangunan yang dilaksanakan di
daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
Schubungan, masalah anggaran, dan substansinya harus mencerminkan
keterkaitan antara pusat dan dacrah  sehingga jelas anggaran yang
ditetapkan oieh Pemenintah. Tujuan Musrenbang berdasarkan surat bersama
Menten Negara Perencanaan pembangunan/ Kepala Bappenas dan Menten
Dalam Negeri Nomor: 0259/M.pprv172005 Tanggal 25 Januari 2005, perihal
petunjuk ieknis pelaksanaan musrenbang tahun 2005 adalah sehagai benkut:
a. Menampung aspirasi nasyarakat dari arus bawah dan menetapkan

perioritas kebutuhan masyarakat.
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b. Menetapkan kegiatan yang mendesak dan perioritas yang akan dibiayai
oleh APBD) Kabupaten, Provinsi dan Pusat atau sumber-suber lainnya

¢. Menetapkan perioritas kegiatan yang akan diajuhkan untuk dibahas pada
musyawarah Perencanaan Pembangunan diatasnya.

2} Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

dapat dilalui dngan tahapan-tahapan berdasarkan tingkatan yaitu dimulai

dan RT/RVW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Pusat. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan perencanaan paling

mendasar atau yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat paling bawah.

Masyarakat ditingkat RT/Rw atau Desa/Kelurahan mengumpulkan

masyarakat untuk dimintai pendapat tentang kebutuhan mereka yang sangat

mendesak kemudian direngking sesuai dengan tingkatan kebutuhan,

kemudian dimusyawarahkan untuk disepakati dibawa ke tingkat lebih

tinggi. Tahapan-tahapan itu adalah:

a. Penjaringan aspirasi tingkat RT/RW

b. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan merupakan pembahasan hasil
aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW sekaligus form rembuk
perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa/kelurahan.

¢. Musrenbang di tingkat Kecamatan. Musyawarah ini merupakan masukan,
konfirmasi, klarifikasi, berbagai perioritas kegiatan dan tingkat desa
yang akan diusuikan dan dibahas pada tingkat kecamatan bersama Tim

Musrenbang Kecamatan
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d. Musrenbang di tingkat kabupaten. Musyawarah ini adalah lanjutan dari
musyawarah di tingkat kecamatan dengan membahas masukan dari setiap
kecamatan, dimana semua SKPD memantapkan Rencana Kerja Tahunan
dan keserasian antara Renja-SKPD dengan rancangan awal RKPD yang
telah disusun berdasarkan masukan hasil musrenbang kecamatan.

3) Prinsip  Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

{Musrenbang)

Santi (2004) Pada proses perencanaan pembangunan yang partisipatif,
Musrenbang sangat memperhatikan dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan demand
driven process arlinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan
besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.

2) Musrenbang inelibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada semua sthekholdersw untuk menyampaikan masalahnya,
mengidentifikasikan posisinya, mengemukakan pandanganya menentukan
peranan dan kontribusmya dalam pencapaian hasil musrenbang {bersifat
inklustif)

3) Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dan
proses penyusunan rencana daerah

4) Bersifat strategic thinking process, artinya proses pembahasan dalam
musrenbang distrukturkan, dipandu dan dipasilitasi mengikuti alur
pemeikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, menstimulasi
diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalalian
dihasilkan dari proses diskusi dan negoisasi.

5) Bersifat partisipatif artinya hasi-hast dan forum Musrenbang merupakan
kesepakatan kolektif oleh peserta musrenbang.

6) Mengutamakan kenjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan
permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.

7) Bersifat resolusi konflik artinya lebih memberikan pemahaman yang sangat
baik dari seluruh peserta tentang prespektif dan toleransi atas kepentingan
yang berbeda, mempasilitasi landasan bersama dan mengembangkan
kemampuan untuk menewnukan solusi permasalahan yang menguntungkan
semua pihak (mutually aceptable solution).

Pemerintah Nunukan telah menerbitkan keputusan Bupati Nunukan Nomor
24 Tahun 2015 tentang tata cara msyawarah perencanaan pembangunan Rencana

Pembanguman Kerja Daerah yang mengacuh pada peraturan menteri dalam negen
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nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun
2008 tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah dapat
menerapkan empat tahapan perencanaan Pembangunan vyakni, Menyusun
Rencana, Menetapkan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evalnasi
Rencana Pembangunan sehingga perencanaan yang dilaksanakan dapat terencana
dengan baik. Peraturan-peraturan tersebut di atas, sudah sangat sesuai yang
disampaikan oleh Camat Lumbis Ogong pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018 yang
mengatakan bahwa;

Musyawarah Perencanaan Pembanpgunan (Musrenbang) di kecamatan Lumbis
Ogoeng Mengacuh pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 yang
selama ini belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagri
nomor 54 tahun 2010. Hal im sudah beberapa tahun terakhir ini memjadi acuan
ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Cuma
masalahnya peraturan tersebut masih belum diketahui secara jelas oleh masyarakat
tenlang tala cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami hanya mengikuti
instrusi dan kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan tetapi musrenbang
dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januari 2018 yang lalu dan tepainya
pada han Jumat, 16 Pebruan 2018 kita laksanakan musrenbang di Kecamatan
Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh aspirasi dart masyarakat di
setiap desa dan Musrenbang imt sebaga kelanjutan musrenbang Desa dengan
merangkum seluruh vsulan pembanpunan dan Desa dan dirembuk di Kecamatan
yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk diproses selanjutnya.
Pelaksanaan Musrenbang tahun im beda dengan musrenbang tahun falu 2017
karena pada labun lalu hampir dihadint seluruh perwakilan SKPD Kabupaten
Nunukan. Sedangkan sekarang ini hanya beberapa SKPD yang hadir yakni Bapeda,
Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Iinas Pertanian, PU, Dinas Kesehalan
dan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Saya jupa kurang tahu mengapa instans
lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan dari setiap desa paling
banyak di Pendidikan, ya... mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bak lag:
harapan kita bepitu katanya ... .(Wawancara) dilaksanakan pada harn sabtu, 17
Pebruari 2018)

Hal ini menjelaskan tentang kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumbis
Ogong dan berbagai permasalahan yang dihadapt selama pra Musrenbang,
Musrenbang dan Pasca musrenbang. Selamn itu camat Luinbts Ogong menjelaskan

tentang peraturan-peraturan tentang pelaksanaan musrenbang secara khusus
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peraturan Bupati Nunukan nomor 24 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan
musrenbang.

Mengenai penganggaran dan Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
Lumbis Ogong juga di sampaikan camat bahwa:

“Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong paling banyak
bersumber dart APBN Pusat seperi Pembangunan jalan Poros dari Lumbis ke
Perbatasan Lumbis Ogong yang selama ini dikerjakan tetapi sampat belum kunjung
selesai, Pembangunan Tower di Perbatasan, Pembangunan dan PLTS. Kalau
APBD sampai dua tahun terakhir ini belum ada, ya... kita tidak tahu mungkin ada
fahun ini sepert isu yang saya dengan adanya Pembangunan Gedung SD di Ubol
karena gedung yang sekarang ini sudah longsor, katanya ... {(wawancara
dilaksanakan pada hari sabtu, 17 Pebruari 2018 Jam 16.00- 17 00 di Mansalong).

Dalam peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015, pasal 2
menjelaskan tentang Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten Nunukan yang
terdin dan musrenbang desa/Kclurahan, musrenbang kecamatan, rapat ditingkat
SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaanya akan dilaksanakan sesuai
dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan tersebut.
Dalam hal im fokus pada penelitian ini dan mengacuh pada Judul tesis yang
diteliti oleh peneliti hanya sampai di tingkat Kecamatan tentang Perencanaan
Pembangunan dan Partisipasi masyarakat melalni musrenbang di Kecamatan
Lumbis Ogong.

a. Musrenbang Desa-Desa di kecamatan Lumbis Ogong
Melalui sambutan dan laporan camat Lumbis Ogong didepan para
masyarakat dan SKPD> kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa pelaksanaan
musrenbang  desa-desa di kecamatan dimulai pada tanggal 05 Januart 2018
sccara bergantian dan karena banyaknya desa tidak menutup kemungkinan ada

yang serempak, tetapi semua hal it tidak mengurangi makna, karena yang kita
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“ukur adalah proses dan hasil dan musrenbang desa tersebut apakah memang
benar-benar dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat atau tidak.
Sangat Penting bagi pemerintah Kecamatan dan  Bappeda agar
mensosialisasikan  peraturan Bupati  Nomor 24 tahun 2015 tentang
pelaksanaan musrenbang di setiap desa, dengan sebagai berikut:
1) Tahap Pra Musrenbang Desa/Kehirahan
a. Masyarakat di tingkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk
menentukan kegiatan perioritas

b. Pembentukan Tim panitia Musrenbang {PM) desa/kelurahan

¢. Persiapan Teknis

d. Desa/Kelurahan mengkompilasi  hasil musyawarah tingkat RT/RW
bersama masyarakat

€. Inventarisasi permasalahan dan potensi desa’kelurahan setiap RT/TW
bersama masyarakat

f. Penyusunan draff rancangan awal Renja SKPD serta hasil-hasil kajian
desa/kelurahan oleh TPM dan fasilitator.

2) Tahapan Pelaksanan Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang
Pelaksanaan perencanaan Pembangunan melalui saluran musrenbang
desa/kelurahan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Bupati Nomor
24 tahun 2015 pada pasal 9 adalah:

a. Pembukaan
b. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber sebagai masukan untuk

inusyawarah yang meliputi:
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1) Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan
Desa/Kelurahan, kerangka perioritas menurut RPIM Desa, informasi
perkiraan lokasi dana desa dan swnber anggaran lain

2) Pemaparan pihak kecamatan SKPD/UPTD di Lingkungan kecamatan
mengenai  kebijakan dan perioritas program daerah diwilayah
kecamatan dan

3) Tangapan diskusi bersama warga masyarakat

¢. Pemaparan rancangan awal oleh TPM desa/kelurahan
d. Kesepakatan kegiatan perioritas dan anggaran perurusan/bidang
musyawarah penentu tim delegasi desa ke musrenbang kecamatan dan
e. Penutupan dengan penandatangan berita acara
3) Tahapan pasca musrenbang Desa/Kelurahan
Berdasarkan peraturan Bupati Nunukan nomor 24 tahun 2015 bahwa Tim
perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang meliputi penyusunan daftar
perioritas masalah daerah untuk disampaikan dalam musrenbang tmgkat
kecamnatan, dan penerbitan surat keputusan kepala desalurah tentang Tim
Delegasi desa’/keturahan serta pembekalan tim delegasi yang akan dibawa
ke musrenbang tingkat kecamatan sehingga dapat menyampaikan usulan
dan desanya disertai argumentasi yang ioeyakinkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Penyainpaian usulan yang sudah disepakati dalam
musrenbang Desa dibuat dalam bentuk daftar masalah sena perioritas, dan
akan dipertahankan ditingkat kecamatan pada saat dilaksanakan inusrenbang
kecamatan. Masing-masing desa membuat usulannya yang disusun rapi

dalain bentu draf usulan dan diserabkan ke pihak kecamatan Lumbis
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Ogong, kemudian pthak kecamatan membuat Rekapan daftar usulan setiap

desa dalam satu Draf usulan kecamatan. Setelah usulan semua desa-desa

rampung, akan dilaksanakan musrenbang kecamatan dengan mengundang

utusan desa untuk hadir dalam mapat itu. Kehadiran utusan masing desa

diharapkan dapat memberikan argumentasi dalam memperkuat usulan dari

desa disertai alasan-alasan yang masuk akal. Setelah selesai rapat

dikecamatan, maka hasilnya disampaikankan SKPD sesuai dengan bidang

masing-masing. Tabel 4.5 dibawah ini merupakan waktu pelaksanaan

musrenbang Desa-desa di Kecamatan Lumbis Ogong

Tabel 4.5 Waktu pelaksanaan musrenbang desa-desa di Kecamatan Lumbis

Ogong
Wakiu Waktu
No | Nama Desa Pelaksanaan | No | Nama Desa Pelaksanaan
B Musrenbang _ Musrenban
1 | Payang 16 Jan 2018 126 | Tumantalas 12 jan 2018
5 [Suyadon | 15Jan2018 |27 | Sanal 13 Jan 2018
3 | BuluMengolom | 12 Jan 2018 | 28 | Nantukidan 15 Jan 2018
4 | Tukulon 12 jan 2018 | 29 . | Npawol 23 Jan 2018 |
5 | Ubol Sulok 13Jan2018 | 30 | Lagas 17 Jan 2018
6 | Batung 15Jan 2018 | 31 Labang 16 Jan 2018
7 | Ubol Alung 16 Jan 2018 | 32 | Sumantipal 18 Jan 2018 |
| 8 | Nansapan 17Jan 2018 | 33 | Bululaun Hilir _} 19 Jan 2018
9 | Sedalit 16Jan 2018 | 34 | Panas 20 Jan 2018
10 | Kalambuku 18 Jan 2018 | 35 | Tantalujuk 22 Jan 2018
11 | Paluan 19Jan 2018 | 36 | Tambalang Hl | 18 Jan 2018
12 { Tambalang halir | 20Jan 2018 | 37 [ Langason 19 Jan 2018
13 | Sinampila Il 22 Jan 2018 | 38 Bokok 20 Jan 2018
14 [ Jukup 23Jan 2018 | 39 | Kuyo - {22Jan2018
15 | Tadungus 18Jan2018 |40 | T LumbisOg | 23 Jan 20i8 |
16 | Long Bulu 17Jan2018 | 4i | Tetagas 18 Jan 2018
17 | Semata 15Jan 2018 | 42 | Tuntulibing 7 Jan 2018
18 | Semunti 22Jan 2018 {43 | Kalisun [5)an 2018
i9 { Salan 23 Jan 2018 | 44 Kabungotor 22 Jan 2018
20 | Sungoi 24 Jan 2018 | 45 Lipaga 23 Jan 2018
21 | Sinampilal 25Jan 2018 | 46 | Sibalu 24 Jan 2018
22 | Sumentobol 26 Jan 2018 | 47 Mamasin 25 Jan 2018
23 | Labuk 271an2018 | 48 | Duyan 26 Jan 2018 |
24 | Limpakon 15Jan 2018 | 49 | Bululaun Hulu | 27 Jan 20138
25 | Linsayung 17 Jan 2018

Sumber : Kantor camal Lumbis ()gong Pebruari 2017
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada salah satu desa
diatas yakni Desa Lagas Kelompok Panas, dimana desa tersebut melaksanakan
Musrenbang pada Rabu, 17 Januan 2018 Jam 09.00-11.00 Wita. Pelaksanaan
Musrenbang di desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keaadaan atau
kondisi masyarakatnya, artinya dilaksanakan apa adanya atau sangat sederhana
sekali karena memang warganya sangat sedikit yang hanya terdiri dari Laki-laki
36 Orang, dan perempuan 50 Orang, dengan jumlah seluruhnya 86 orang,
Jumlah tersebut sudah terhitung anak-anak dan orang tua, sedangkan yang
menghadin musrenbang desa hanya 25 Orang diantaranya 18 Laki-laki dan 7
Orang perempuan. Mereka yang hadir rata-rata aparat Desa, sedangkan
masyarakat lain tidak hadir. Mereka mengadakan musrenbang sama seperti orang
bercarita biasa dan seolah-olah bermusyawarah layaknya dalam keluarga kecil
sechingga hal-hal yang disampaikan oleh para aparat desa tidak ada yang dapat
menyangganya dan bahkan yang lain hanya bertindak sebagai pendengar. Sampai
akhir kegiatan, kesimpulan yang diambil sebabagai usulan perioritas yang akan
dibawa ke kecamatan Lumbis Ogong adalah usulan aparat desa yang dicatat
oleh sekertans desa selaku tim dalam kegiatan musrenbang ini. Adapun kegiatan
yang dilaksanakan oleh Desa Lagas dalam melakukan musrenbang Desa adatah
sebagai berikut:

1. Kegiatan ini diawali dengan sanbutan langsung oleh kepala Desa. Dalam
sambutan ini kepala desa terlebih dahulu meminta sekertaris desa untuk
mencatat nama-nama masyarakat yang hadir dan nantinya dapat dijadikan
sebagai dokumen daftar hadir yang dilampirkan pada laporan musrenbang ke

kecamatan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan permohonan maaf kepada
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seluruh peserta musrenbang karena masyarakat banyak yang tidak hadir karena
kemungkinan banyak yang mencari natka di Hutan seperti mencan kayu
gaharu dan berburth untuk menyambung hidup dan membiayai ekonomi
keluarga.

2. Seielah Sambutan kepala desa diatas selesai, sekertaris desa sebagal pemandu
acara memintah kepada peserta rapat untuk beristirahat/ menikmati hidangan
snek yang telah disedtakan oleh ibu-ibu PKK.

3. Sekertaris desa scbagai sekertaris musyawarah meminta masyarakat untuk
mengajukan usul pembangunan yang akan kita masukkan ke draf usulan.
Kepala desa mendengarkan dengan saksama wusulan masyarakatuya.
Selanjutuya salah satu dan peserta rapat berdiri dan menampaikan pesan
kepada peserta musrenbang agar infrastruktur di desa dapat diperhatikan oleh
Pemerintah sehingga bangunan yang akan diberikan nantinya benar-benar
berkualitas. Selain itu meminta kepada Kepala desa dan aparatnya untuk
proaktif dalam iuenyelesaikan persoalan pembangunan, artmya jangan
memberikan toleransi bagai kontraktor yang akan main-main membangun”
tolong diawast pak”.Usulan pembangunan yang akan kami sampaian adalah
Pembangunan Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas dan Sekolah dalam
Kelompok Panas ini. Juga jalan-jalan lorong kebukit-bukit perlu disemenisasi.
Pembangunan lain yang disampaiakan adalah Perbaikan ekonomi masyarakat
seperti Karet dan merica karena selama ini kita hanya menggantungkan hidup
dari pencarian gaharu dan berladang kecil-kecilan, untuk itu saya sampatkan
bahwa gaharu akan musna nantinya karena semakin hari semakin banyak orang

yang mengambilnya dari hutan kita. Dan salah satu cara untuk meningkatkan
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ekonomi asyarakat kita adalah melalui perkebunan. Untuk itu kami
mengusulkan bibit karet dan Merica masing-masing 6.000 pokok.

4. Selanjutnya sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada
masyarakat yang lain untuk membenkan usulannya. Dalam hal ini usulan
kedua disampaiakn oleh Kaur Pembangunan Desa yakni (1) Usulan temak sapt
dan babi, (2) usulan mesin tempel, (3) usulan Bea siswa dan (4) Usulan
perehapan rumah penduduk

5. Kemudian Sekertaris desa sebagai moderator memberikan kesempatan kepada
yang lain (Tokoh-tokoh masyarakat) untuk memberikan tambahan, tanggapan
dan usulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya harapkan agar
melihat kebutuhan kita selama ini dan itulah yang kita usulkan. Salah seorang
tokoh masyarakat menyampaikan bahwa memang semua usulan tadi itu sudah
sangat kita burubkan dan layak untuk disampaikan ke Pemernintah kecamatan
yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten dan merupakan bahan rembuk
SKPD-SKPD di sana. Satu yang saya usulkan adatah Pembangunan Air
Minum ataun PAM. Selama in1 saluran air besih kita sudah tidak baik periu kita
usulkan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan pembangunan itu, karena
kunci kehidupan kita adalah air. Kalau perlu air tesebut samapai di Rumah-
rumah supaya kita tidak lagi kesungai mandi dan buang air besar.

6. Selanjuinya Moderator meminta peserta rapat untuk memberikan usulan jika
ada. Tetapi tidak ada peseria rapat mengangkat tanpan, maka sekertans desa
sekaligus moderator dalam musyawarah Pembangunan ini menutup usulan.

7. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penjelasan dan pembahasan dan

pimpinan rapat (Kepala Desa). Pimpinan rapat memberikan penjelasan,
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tanggapan dan masukan terhadap usulan peserta rapat bahwa semua yang
disampaikan bapak-bapak/ibu-tbu dalam musyawarah ini sangat baik dan benar
oleh sebab itu saya sebagai pimpinan rapat dan kepala desa sangat memberikan
apresiasi terhadap usulan itu.

8. Setelah pembahasan, tangapan dan masukan dari kepala desa sudah selesa
rapat langsung ditutup dengan kata-kata penutup dan ucapan terima kasth dan
kepala desa kemudian semua masyarakat saling memberikan salam

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan tampak dengan jelas
bahwa pelaksanaan musrenbang Desa-desa yang ada di Lumbis Ogong tidak
sepenuhnya dilaksanakn sesuai denga tahapan yang diatur pada Peraturan Bupati
nomor 24 tahun 2015. Mengenai partisipasi masyarakat sangat kecil sekali karena
masyarakat beranggapan bahwa musrenbang itu tidak ada gunanya, scbagai
pengalaman pada masa-masa yang silam rakyat tidak pernah mengetahui tentang
bangunan apa yang akan dibangun dalam desa kita. Persoalan diatas telah
dijelaskan dalam wawancara langsung Peneliti dengan Kepala Desa Lagas
menjelaskan bahwa;

“ Peraturan bupati tentang musrenbang iiu kami tidak mengetahui, Apa isinya,
maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena periniah
camal Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mulai dilaksanakan pada minggu
perlama bulan Janvarn 2018 Hal im kami lakukan dengan memanggil semua
masyarakat baik laki-taki, perempuan atau anak muda yang menjady warga kamt
tetapt mereka menganggap bahwa i hanya pekenaan aparat dan kontraktor karna
menyangkut bangunan kalau rakyat biasa tidak ada tujuannnya disitu { wawancara
dengan Kepala Desa Lagas Hari Jumat 18 Januari 2018 )

Mengenai berbagai usulan yang disampaikan hanya mercka migingat-ingat
tanpa dilalui dengan rembuk RT/atau RW karena di desa tersebut warganya
sangat sedikit. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh ketua BPD Desa

Lagas bahwa:
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“Kami hanya mengikuti perintash camat yang memberikan informasi ke
Desa Lagas bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang
Desa pada awal bulan Januan. Mengaenal peraturan-peraturan tentang
musrenbangdes kami tidak tabu. Kami kan berada di kampung jadi sulit
mengetahu! tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak
pemerintah, bahkan kami itu bermusyawarah hanya seperti kami rapat-rapat
biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang sesuai
dan draf nsulan pembangunan. Pokoknya kami hanya menyusun biasa apa
yang disampaikan orang banyak ya’> itu yang kami tulis. Begitu juga
perioritas, ya... semua pasti perioritas’

Mengenai tahapan dalam pelaksanaan musrenbang di desa saya, yang
dilaksanakan hanya musyawaranya saja, tahapan yang lain kami tidak
lakukan. (Wawancara dengan Ketua BPD lagas, Kamis, 18 Januan 2018
Jam 16.00 -16.30 Wita)

Pemyataan tersebut diatas diperkuat oleh salah seorang anggota BPD desa
Lagas, Peneliti menanyakan seputar Musrenbang, yang dilaksanakan setiap
tahun di desanya, bagatimana pengumpulan ususlan, partisipasi masyarakat.

“ Kami tidak menuntut masyarakat harus hadir,karena memnang nereka itu
ndak mav datang, mercka beranggapan bahwa musrenbang ini adalah
kegiatan rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji
dari Anggaran Dana Desa (ADD) . apalah arti gaji mereka kalau tidak kerja.
Mengenai masalah waktu musrenbang, kami hanya diberi mformasi dan
kecamatan. Kalau kecamatan penntahkan waktu itu kami lakukan, jadi
kami hanya menunut pak camat saja. Kalau draf usulan periortasnya,
semuanya kan perioritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek
rapat, realisasinya tidak ada” (wawancara kamis, 18 Januan 2018, Jam
16.40-17.00 Wita)

Berbeda dengan Ketua BPD Desa Ngawol yang masih tergabung dalam satu
kelompok dengan desa lagas mengatakan bahwa:

“Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal 23 Januan 2008 yang lalu telah
ditkuti oleh sebagian besar masyarakat sesum dengan peraturan bupati Nunukan
Nomor 24 tahun 2015 , karena peraturan tersebut telah dibagikan ke desa kamu
namun kami belum memahamu sepenuhnya. Yang pada intinya mengaralikan
masyarakal agar melaksanakan musrenbang desa mulai pada minggu pertama
bulan Januari. Musrenbang yang kamu laksanakan telah menghasilkan beberapa
usulan dan yang pating banyak kami usulkan adalah infrastruktur seperti jembatan,
jalan semenisasi dan pembangunan Rumah penduduk. Dh desa kam ada juga
pembangunan yang akan di bangun oleh Pusat, jadi tidak melalwi musrenbang
karena mereka saja yang menetukan termasuk kantor Migrasi karena Desa Kami
in1 bersentuhan langsung dengan Negara Malaysia”.
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Berdasarkan wawancara tersebut, tidak semua desa yang tidak memahami
sama sekali tentang tatacara musrenbang, tetapi ada juga vang sudah paham
namun masih kaku karena mereka memihki sumber daya manusita yang belum
berkualitas sehingga pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan hanya
sederhana mungkin, yang artinya asal dilaksanakan dan tetap menyampaikan
usulan pembangunan kepada pemenntalh Usulan tersebut dibawa ke kecamatan
lumbis ogong untuk direkap dan dyadiakn usulan pembangunan kecamatan yang
akan dilanjutkan ke kabupaten sebagai bahan rembuk.

Berbeda dengan Desa Ngawol yang masih satu Kelompok desa dengan
Lagas dimana usulan pembangunan yang disampaikan desa ngawol dalam draf
usulan pembangunan desa hasil musrenbang dicek dan dipenksa serta melihat
kondisi yang jelas oleh aparat desa di lapangan schingga informas: yang
disainpaikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perioritas
usulan serta tidak tumpang tindih dengan program pusat yang tidak masuk dalam
musrenbang Desa dan kecamatan. Usulan yang disampatkan ke kecamatan
diperiksa dengan saksama oleh tim desa selanjutnya disnsun dengan baik mulat
dari perioritas utama atau mendesak sampat pada perioritas tidak mendesak. Hal
int telah jelas disampaikan oleh kepala desa Ngawol bahwa”

Usulan pembangunan yang kita sampaikan hasil musyawarah masyarakat
akan disainpaikan kc kecamatan dengan menyusun skala perioritas dengan
sebatk mungkin serta memeriksan dan mengecek apakah prograin pusat
tidak tumpang tindil dengan prograin Desa atau bagaimana. Karena di desa
kelompok Labang ini ada banyak program pusat vang masuk, sebab disini
kan berbatasan langsung dengan Malaysia jadi menurut infonnasi yang
kami dengar akan dibangun kantor besar di labang int termasuk didalamnya
kantor Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia.
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Berdasarkan Peraturan Bupatt Nunukan Nomor 24 Tahun 2005 pada pasal ¢
menjelaskan bahwa musrenbang desa itu terdin atas 3 (tiga) tahapan diantarnya,
1) pra musrenbang desa/kelurahan, 2) pelaksanaan musrenbang desa’kelurahan
dan, 3) Pasca musrenbang desa’kelurahan. Tahapan-tahapan tersebut telah
dijelaskan lagi pada pasal 10, dimana tahapan pra musrenbang terdin dan;

a. Masyarakat tngkat RT/RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan
kegiatan perioritas yang akan disusun ke musrenbang desa/Kelurahan
b. Pembentukan Tim dsa/Kelurahan
c. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan meliputi:
1. Penyusunan Jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan
2. Pengumuman kegiatant musrenbang desa‘’kelurahan dan penyebaran
undangan kepada peserta dan narasumber; dan
3. Mengkordinir persiapan Logistik, antara lain tempat, konsumsi, tempat,
alat dan bahan,
d. Desa/kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah ditingkat desa/ketirahan
€. Inventarnisasi permasalahan, dan potensi desa’kelurahan setiap RT/RW
bersama warga masyarakat; dan
f. Penyusunan draf rancangan awal berdasarkan dokumen RPJM Desa dan
Rancangan awal Renja SKPD sera hasil-hasil kajian desa’kelurahan oleh
TPM dan fasilitator.

Dari tahapan-tahapan  tersebut diatas, peneliti telah melihat dan
mengobservasi bahwa di Lumbis Ogong rata-rata hdak mengikuti tahapan
tersebut, karena desa-desa yang ada di kecamatan ini memiliki wargta masyarakat

vang jumlahnya sangat sedikit palaing banyak dalam 1 desa sekitar 200 orang
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sudah termasuk anak-anak dan lanjut usia, juga wilayah dan tempat mereka
berukim tidak luas sehingga sulit dibagi dalam kelompok RT atau RW schingga
tahapan awal dari musrenbang ini tidak dapat dilaksanakan. Tahapan yang mereka
laksanakan hanya pada persiapan teknis pelaksanaan musrenbang, dan itupun
kalau lengkap dilaksanakan dan yang ada hanya persiapan tempat dan
pengumuman kepada warga secara lisan. Sehingga tidak heran jika pelaksanaan
musrenbang di  desa-desa Lumbis Ogong hanya secarﬁ sederhana dan tidak
sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupatt Nomor 24 tahun 2015.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan musrenbang  yang dijelaskan dan
ditegaskan pada pasal 11 yang terdin dan;
a. Pembukaan
b. Pemaparan dan diskusi sebagai narasumber sebagai masukan untuk

musyawarah meliputi:

1. Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoaian
desa/kelurahan menurut hasil kajian yang dibagi sesuai urusan/bidang
pembangunan desa’kelurahan;

2. Kerangka perioritas menurut RPJM Desa, informasi prakiraan analokasi
Dana Desa , dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang betjalan.

3. Pemaparan pihak kecamatan, SKPD/UPTD di lingkungan kecamatan
mengenai kebijakan dan perioritas program daerah di wilayah kecamatan
dan

4. Tanggapan/ diskusi bersama warga masyarakat.

¢. Pcmaparan rancangan awal oleh TPM  Desa/ kelurahan dan

tanggapan/pengecekan venfikasi oleh peserta;
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d. Kesepakatan kegiatan penionitas dan anggaran perurusan/bidang

e. Musyawarah penentuan tim delegasi desa/kelurahan ke musrenbang kecamatan
dan

f. Penutupan dengan penandatangan berita acara musrenbang desa/kelurahan dan
penyampatian kata penutup oleh TPM desa/kelurahan

Selanjutnya dijelaskan  pada pasal 15 tentang pasca musrenbang
desa’keluraban bahwa tahapan pasca musrenbang desa’kelurahan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 9 huruf ¢ adalah:

a. Rapat kena Tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan, meliputi;

1. Penyusunan daftar perioritas masalah daerah yang ada di desa’kelurahan
untuk disampaiakan dengan musrenbang kecamatan untuk dimayai melalui
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN atau sumber dana lain

2. Penerbitan keputusan kepala Desa/Lurah untuk Tun delegasi
desa/kelurahan

b. Pembekalan tim delegasi desa/kelurahan agar menguasai data informasi dan
penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan
serta penguatan kemampuan lainnya.

Berdasarkan peraturan Bupatt Nunukan Nomor 24 tahun 2015 di atas
tahapan yang dilalui untuk melakukan musrenbang desa’kelurahan mulai dan
Pramusrenbang, pelaksanaan musrenbang, dan pasca musrenbang. Tahapan
tersebut masih sangat sulit dan kaku dilaksanakan oleh Desa-desa yang ada di
kecamatan Lumbis Ogong. Menurut pengamatan dan hasil wawancara penelin
dengan pihak desa di Kecamatan Lubis Ogong kegiatan musrenbang hanya

dilaksanakan pada tahap pelaksanaan saja, itupun hanya dilaksanakan dengan
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sederhana saja berhubung karena pemahaman masyarakat tentang peraturan
Bupati tersebut masih sangat rendah.

Hasil Penelitian Peneliti terhadap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24
tahun 2015 tentang Tata cara pelaksanaan musrenbang Rencana kerja Pemerintah
daerah dengan  pelaksanaan musrenbang desa di kecamatan Lumbis Ogong
sangat berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena peraturan tersebut tidak
disosialisasikan kepada warga masyarakat sehingga mereka tidak memahami,
bahkan tidak mengetahmi tentang hal tersebut itu. Mereka hanya menunggu
informasi dari pihak kecamatan untuk memberikan petunjuk tentang tatacara
pelaksanaannya. Setelah mereka rapat musyawarah Pembangunan pun tidak ada
kegiatan pasca musrenbang lagi. Hal-hal yang sudah diputuskan dalam
pelaksanaan musrenbang itulah yang dibawa mentah-mentah ke musrenbang
kecamatan oleh peserta yang telah ditunjuk kepala Desa.

Pelaksanaan Musrenbang desa di Lumbis Ogong kurang melibatkan
masyarakat secara umum, karena para pemimpm desa kurang memperhatikan
aspirasi warganya bahkan cenderung mengabaikan hasil pemikiran masyarakat
serta hanya menenima masukan golongan tertentu, dalam hal im mereka
menganggap bahwa aparat desa sudah mengetahui secara pasti tentang kebutuhan
masyarakat disana dan masyarakat hanya menunggu. Setelah selesai kepala Desa
dan aparatnya melakukan dan menyusun perencanaan, kemudian
dialaksanakanlah musrenbangdes yang dihadin oleh miasyarakat berdasarkan
undangan aparat desa. Pada pelaksanaanya 1nasyarakat diminta untuk
mendengarkan, kemudian sekertaris desa atau aparat desa yang lamnya

menyampaikan dan meminta masyarakat memberikan jawaban “setuju, atau iya.”.
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Tabet 4 5 Perbedaan Musrenbang yang dilaksanakan Desa-Desa di Lumbis Ogong
dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015

Tatacara Musrenbang Menurut f Realita Pelaksanaan Musrenbang
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun pada Desa-Desa di Kecamatan
2015 Lumbis Ogong
A Pra Musrenbang o

1 | a Musyawarah ditingkat RT/RW l Tidak dilaksanakan

untuk menentukan  usvlan !

pembangunan

b Pembentukan TPM | Tidak dilaksanakan
Desa/Kelurahan

¢. Persiapan Tekrus Tidak dilaksanakan

1) Penyusunan Jadwal Agenda
musrenbang desa
2)Pengumuman kegialan | Hanya memberikan Pengumuman secara
musrenbang desa penyebaran | lisan
undangan kepada peseria dan |
narasuber :
Mengkompilasi hasil musyawarah ; Tidak diiaksanakan
ditingkat desa o
3 | Inventarisasi permasalahan dan @ Tidak dslaksanakan
potensi desa sehap RT/RW
bersama warga masyarakat
4 | Menyusun draf rancangan awal | Tidak dilaksanakan
berdasarkan dokumen RPIM Desa
dan rancangan awal Renja SKPD
serta bhasil-hastl kapan Desa oleh
TPM dan Fasilitator

]

B Pelaksanan Musrenbang
I | Pemaparan dan diskusi dengan | Kepala-kepala Desa menyampaikan
Narasumber sebagai masukan | usulan pembangunan yang
musyawarah: diperioritaskan dalam desa, kemudian
a. Pemaparan dengan  wakil | masyarakat diminta memberikan
masyarakat tanggapan

b. Kerangka perioritas menurut
RPIM Desa informasi | Peserlta yang hadir  banyak vyang
praktraan Dana Desa dan | mendengarkan s2ja tanpa mengajuhkan
sumber anggaran lain usulan  pembangunan  yang  akan

N ditaksanakan, ]

2 | Pemaparan rancangan awal Oleh { Dijelaskan oleh Kepala Desa  dan

TPM desa dan tanggapan peserta | ditanggaps oleh peserta

c, Pasca Musrenbang

I. | Rapat kerja Tim Perumus hasif | Tedak dilaksanakan

musrenbany, desa;

a. Penyusunan draf perioritas

b. Penerbitan keputusan kepala ;

Pembekalan Tim Delegast ke : Tidak dilaksanakan

Musrenbang kecamatan :

[

Sumber : Kantor Camat Lumbix Ogong
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b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan {Musrenbang) Tingkat Kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 telah menetapkan
waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Januan-
Pebervari tahun bersangkutan. Sesuai dengan pasal 24 Musrenbang ini
tahapanya sama seperti musrenbang desa/kelurahan yakni:
I. Tahapan Pra Musrenbang Kecamatan terdin dan:
a. Pengorganisasian penyelenggaraan musrenbang kecamatan yang
meliputi:
1) Pembentukan TPM kecamatan,
2) pembahasan identifikast peserta musrenbang kecamatan,
3) persiapan teknis musrenbang yang meliputi:
(a) Penyususnan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
(b) Pengumuman kegiatan musrenbang kecamatan dan penyebaran
undangan kepada peserta dan narasumber
(¢) mengkoordinir persiapan logistik antara lain tempat, konsumsi, alat
dan bahan.
b. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang
kecamatan yaitu:
(a) Daftar kegiatan perioritas kecamatan
(b) Kompilasi hasil musrenbang desa/kefurahan menurut desa/kelurahan
menurut  urutan  perioritas  yang  disepakati  di  musrenbang
desa’/kelurahan dan dikelompokkan menurut SKPD dan
(c) Daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program

kegiatan penoritas dalam musrenbang kecamatan talm lalu.
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c. Kompilasi daftar masalah daerah yang ada di desa/kelurahan dan penyiapan
rancangan awal yang meliputi:
1. Pemilihan usulan desa/kelurahan yang merupakan kewenangan desa dan
kewenangan kecamatan
2. Pengelompokan usolan kegiatan desa’kelurahan menjadi  isu
permasalahan kecamatan; dan
3. Mengklasifikasi usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan
unisan
d. Menyiapkan bahan rancangan awal Renja SKPD
2. Tahapan pelaksanaan muosrenbang kecamatan
a. Pendaftaran peserta
b. Pembukaan acara, dengan agenda:
. Pembukaan dan penyampaian agenda Musrenbang
2. Laporan ketua Panitia Musrenbang kecamatan oleh Ketua TPM
3. Sainbutan camat sckaligus membuka acara musrenbang kecamatan
secafa resmi
¢. Sidang Pleno 1
1. Pemaparan oleh SKPD teknis tentang arah pemnbangunan pada tahun
berjalan
2. Pemaparan hasil musrenbang kecamatan tahun sebclumnya
3. Pemaparan narasumber lainnya
4. Penjelasan/pemaparan hasil verifikasi awal usulan desa/kelurahan
5. Pemaparan permasalahan wilayah berdasarkan arah pembangunan tahun

berjalan
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6. Diskusi penajaman permasalahan wilayah kecamatan, dan
7. Penyepakatan penmasalahan wilayah kecamatan
d. Sidang kelompok:
1. Diskusi kelompok penajaman isu perioritas wilayah kecamatan dan
2. Diskusi pleno penyepakatan isu peroritas beserta indikasi program dan
kegiatan
¢. Sidang pieno 11
1. Penentuan perioritas kegiatan berdasarkan pagu indikatif
2. Pemilihan delegasi kecamatan
3. Penetapan berita acara
f. Penutupan
3. Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan
a. Rapat kerja antara kecamatan dengan delegasi desa’kecamatan hasil
musrenbang kecamatan
b. Pembekalan delegasi musrenbang Kecamatan
¢. Penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada SKPD teknis dan,
d. Penyampaian hasil musrenbang kecamatan oleh keamatan ke desa/kelurahan
Perencanaan pembangunan di Lumbis ogong melalui musrenbang vyang
dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Pebruan 2018 telah dihadin beberapa unsur
teninasuk dart SKPD, Kecamatan, tokoh-tokoh Agama dan utusan desa. Pada saat
pelaksanaan tersebut, peneliti hadir inelakukan penpamatan dan pengumpulan
data serta melakukan wawancara dengan beberapa unsur yang hadir disana pada
saat itu. Sesvai dengan pengamatan peneliti pada saat musrenbang kecamatan di

Kecainatan Lwnbis Ogong terdiri atas:

123

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43707 .pdf

a. Unsur penyelenggara, yaitu unsur Pemerintah kecamatan Lumbis Ogong
b. Pemerintah Daeralh yang dihadin oleh beberapa SKPD sebagai narasumber

seperti:

1) Bapeda terdiri atas 2 (dua) orang

2) Pembangunan wilayah Perbatasan | (satu) orang

3) Dinas Sosial | (satu) orang

4) Dinas Pertanian dan T'anaman Pangan 3 (tiga) orang

5) Dinas Kesehatan 3 (tiga) orang

6) Dinas Pemberdayaan Perembuan dan perlindungan anak 3 {tiga) orang

7) Dinas Pekegaan Umum 2 (dua) orang

8) Tokoh agama di kecamatan Lumbis

9) Utusan dan setiap desa

Sesuai dengan daftar hadir peserta yang ditandatangan: pada saat memasuki

ruangan jumlah peserta yang hadir dari 49 desa sebanyak 92 orang termasuk
tokoh-tokoh agama dan unsur kecamatan. Apabilah seluruh unsur hadir sesuai
dengan undangan pihak kecamatan maka diperkirakan yang hadir jumlahnya
sekitar 200 orang. Berarti yang tidak hadir sekitar 54% atau lebih dan separuhnya.
Hal ini disebabkan karena banyak dari peserta undangan yang tidak mau hadir
karena menurut anggapan mereka, kegiatan musrenbang ini hanya membuat kita
capek dan inenyita waktu. Mereka juga beranggapan bahwa musrenbang itu
merupakan urusan pemerintah untuk membangun Desa dan Kecamatan, kita
hanya tunggu hasilnya saja. Pernyataan ini diungkapkan salah satu peserta utusan

dan desa Swnantipa! yang disampaikan melalui forum diskusi.
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Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang, mengatakan bahwa:

“Kami yang hadir tidak seberapa, jika dibandingkan dengan undangan yang
disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan nasyarakat
menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita
setiap tahun nuasrenbang terus menerus tetapi tidak ada realisasi dan
mnusyawarah tersecbut, Itulah yang mengakibatkan sehingga mereka itu tidak
mau hadir. Usulan-usulan kita setiap tahun tidak ada yang direalisasikan,
dibandingkan dengan pemnbangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di
desa kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilal tentang
penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti hainya
pembangunan Tower di perbatasan itu bangunan pusat, bukan melatui
musrenbang.

Hal ini senada yang disampaikan oleh sekertars kecamatan Lumbis Ogong
vang juga diwawancarai olech peneliti setelah sclesai kegiatan musryawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) mengatakan bahwa:

“ Sebelum melaksanakan musrenbang kami sudah mengedarkan undangan ke 49

desa vang ada di Lumbis Ogong, termasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok

Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di

Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan 111, Unsur Muspica.

PKK, orgamisast masyarokat dan pemangku kepentingan lainnya, undanguan

tersebut saya perkirakan sekttar 200, tetapr kenyataanya yang hadir hanya 92 orang

termasuk kami yang ada di kecamatan. Jadi saya heran apa penyebanya sehingga
mereka tidak hadir™.

Pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan di Kecamatan Lumbis
Ogong, kegiatan yang dilalui terdin dar:
1. Pembukaan, mehputi:
a. Menyanyikan lagu [ndonesia Raya
b. Berdoa
2. Inti Kegatan, meliputi:
a. Sambutan dari kepala bidang pembangunan wilayah perbatasan kabupaten
Nunukan oleh Drs. Muhammad Efendi, dengan memberkan arahan dan

masukan kepada seluruh peserta musrenbang bahwa kecamatan Lumbis
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ogong merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang
bersentuhan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, untuk itu
Pemenntah kabupaten Nunukan berupaya dalam melaksanakan
pembangunan di kecamatan di dengan sebaik mungkin dan melayani
kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di daerah
perbatasan sudah mulai nampak, masyarakat sudah mulai menikmati
pembangunan yang sekarang imi marak dilaksanakan oleh pemerintah.
Kalaupun ada yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kita tunggu saja.
Tetapi yang Nampak sekarang ini sudah banyak kemajuan dan perubahan
yang kita sudah capai, termasuk jalan dan Kecamatan Lumbis sudah
tembus ke Perbatasan Tau Lumbis, namun saya akui bahwa bangunan itu
behun bisa digunakan karena jembatan yang beluin kita buat, tetapi
marilah kita bersabar menunggu.

b. Sambutan camat Lumbis Ogong sekaligus membuka acara musrenbang
dengan resmi. Dalam sambutannya camat Lumbis Ogong memberikan
arahan, dan masukan kepada seluruh peserta musrenbang bahwa, kegiatan
int merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dengan
tujuan untuk merampung semua aspirasi kita melalui usulan pembangunan
di desa masing-masing kepada Pemerintah dan DPRD kabupaten.  Selain
itu camat Lumbis Ogong juga memberikan masukan kepada SKPD yang
hadir untuk mengakomodir usulan dari setiap desa yaug akan diperjelas
oleh utusan desa masing-masing dalam musrenbang ini. Selain itu kami

minta agar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada
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riasyarakat pengusul mengenai usulan dari desanya sebab sudah pasti
ndak semuanya akan cepat dibangun.

c. Selanjutnya setelah selesai arahan dan masukan melalui sambutan dari
narasumber, acara selsanjuitnya adalah laporan dari pithak keamatan
tentang usulan pembangunan dan setiap desa melalui slide. Penjelasan i
merupakan hasil musrenbang desa yang sudah dilaksanakan dan di rekap
dikecamatan untuk diajuhkan ke Kabupaten sebagai hasil musrenbang desa
dan kecamatan tahun 2018 dengan program penibangunan 2019 yang akan
datang.

Hal-hal yang disampaiakan dalam laporan Kapala scksi Kesra dan
Pemberdayaan Masyarakat, meliputi bidang Infrastruktur, Ekonomt,
Sostal Budaya dan Pemerintahan. Infrastruktur yang diusulkan seperti
pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan lapangan Pesawat di
daerah Perbatasan, Pembangunan Semenisasi, sekolah, Rumah dinas Guru,
Postu, Jaringan Lisrtik, Jaringan Telepon dan Sarana air besih.
Pembangunan di bidang ekonomi sepertt perkebunan Merica, Sawit, Karet,
palawija dan Peternakan serta perikanan. Unmk mendukung pemhangunan
tersebut ada beberapa Desa yang mengusulkan Bibit tanaman sesuai
dengan keadaan desanya atau kecocokan di desanya. Selain itu juga ada
yang mengusulkan alat-alat pertanian.

Dalam Bidang Budaya dan Pemerintahan, masyarakat Lumbis Ogong
banyak mengusulkan Pembangunan Sumber daya manusia, termasuk
peningkatan layanan Pendidikan, keschatan dan pembangunan sosial

masyarakat. Melalul usulan diatas, palaing banyak mengarah ke usulan
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Beasiswa dan asrama anak sekolah di Kota-kota, serta tenaga medis dan
obat-obatan. Selain ifu juga diusulkan perehapan rumah-rumah miskin,
dan bantuan beras miskin yang dianggap masi kurang.

d. Setelah selesai penyampaian dan paparan dan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan kesra dilanjutkan dengan tanggapan dari SKPD kabupaten
Nunukan, yang disampaikan sesuai dengan bidang usulan masing-masing,
kegatan ini dipandu oleh moderator dari Bapeda Kabupaten Nunukan.
Melalui tanggapan perwakilan Bapeda mengatakan bahwa semua usulan
akan kamni akomodir scsuai dengan usulan perioritas dan ini kami
sampaikan sebagai bahan rembuk para SKPD yang selanjuinya dibawa ke
musrenbang Kabupaten. Selanjutnya Pihak Dinsos juga memberikan
tanggapan bahwa yang memang diberkan bantuan adalah orang-orang
miskin yang sudah melalui verifikasi dari Desa ke Kecamatan dan Ke
Kabupaten, karna itu semua sudah ada datanya, jadi itulah yang berhak
kita bantu. Dan yang namanya sosial tidak ada bantuan yang bersifat
individu yang ada menggunakan kelompok. Hal senada juga di sampaikan
pithak Dinas Pertanian bahwa pemberian bantuan pertanian itu diberikan
melalin kelmpok-kelompok tani yang yang sudah dibentuk, jadi kalau ada
yang memobon bantuan bibit tanaman, kita menyalurkan melalui
kelompok tani, dan bukan diberikan satu dua tiga orang saja.

e. Selanjutnya moderator memberikan kesempatan kepada setiap Desa
memberikan usulan atan memberikan argumentasi terhadap usulan yang

dibawa dan desa ke kecamatan.
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f. Selanjumya kesepakatan dilakukan penyerahan daftar usul dan desa
melalui camat kepada SKPD sebagai bahan untuk rembuk di kalangan
SKPD kabupaten sebelum ke Musrenbang Kabupaten.
3. Penutup
a. Kata-kata penutup dari camat Lumbis Ogong
b. Doa penutup
Pelaksanaan musrenbang di kecamatan lumbis Ogong pada tanggal 16
Pebruari 2018 telah memiliki suatu kesimpulan kesepakatan sebapgai bahan
keluaran yang dibawa oleh masing-masing SKPD ke tingkat kabupaten adalah:
1. Benta acara kesepakatan musrenbang
2. Daftar usulan perioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di
Lumbis Ogong yang disampaikan ke Tingkat Kabupaten
3. Daftar nama Delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan
musrenbang tingkat kabupaten
Hasil penelitian terhadap peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015
tentang tatacara pelaksnaan musrenbang Rencana kerja Pemerintah daerah yang
dibandingkan dengan fakta di lapangan terhadap pelaksanaan musrenbang di
Kecamatan Lumbis Ogong sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada tahapan
musrenbang yang dilaksanakan. Tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan adalah
Pramusrenbang dan sebagian pada pasca Musrenbang. Perbedaan ini terjadi
karena pemenntah tidak mensosialisasikan kegiatan tersebut, bahkan sampai
peratnran yang diterbitkan bupati Nunukan mayoritas masyarakat di Kecamatan
Luinbis Ogong belum  mengetahui, sedangkan yang lainnya sudah mengetahm

tetapt tidak memahami.
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Tabel 4.6 Perbedaan Musrenbang antara Perbup Nunukan Nomeor 24 Tahun 2015

Tatacara Musrenbang munurut Peraturan Kegiatan Musrenbang di Kecamatan
Bupati Nunukan Lumbis Ogong Tanggal 16 Pebruar 2018
A ) Fahap Pramusrenbang

I. | Kompilast daftar masalah daerah | Kecamatan hanya menerima usulan dari
vang ada dt desakelurahan dan E desa tanpa ada daftar masalah sebagai
penyiapan rancangan awal. . rancangan awal.

i
2. | Meny:apkan bahan rancangan awal { T\dak ada penyiapan Rancangan awal

Renya SKPD . Renja  SKPD, kecamaian  hanya
| memberikan Usulan dalam musrenbang
| kepada SKPD

B Tahap Pela ksanaan Musren bang

Pemaparan oleh SKPD teknts tentang | SKPD hanya sebaga moderator dan yang
arah  pembangunan pada iahun i ditanggapi  hanya  wsulan  peserta

berjalan  muastenbang
2 | Pemaparan Hastl Musrenbang tahun | Pemaparan Usulan dart Desa tahun akan
sebelumnya . { 2018 untuk tahun anggaran 2019
3 | Penyepakatan permasalahan wilayah | Tidak dilaksanakan
Kecamatan l.
|
C Tahap Pasca Musrenbang

i. | Rapat kega antara Kecamalan | Tidak dilaksanakan
dengan dlegasi desa’kelurahan hasil
musrenbang kecamatan

2 | Pembekalan delegasi musrenbang | Hanya ditunjuk tetapt pembekalan belum
| Kecamatan maksimal dilaksanakn

3 | Penyampaian hasil musrenbang | Hasil musrenbang kecamatan tidak
kecamatan oleh Kearnatan Ke Desa | disampakan ke Desa

Sumber: Kantor camat Lumbis Ogong
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No Sumber
Data/Informasi
1. Camat

Lumbis Qgong

Dalam Musrenbang

Wawancara

UNSUr-unsurT  yang

diundang terdini dari: Perwakilan Desa,
vakni kepala Desa, Sekertaris Desa, dan
Ketua BPD, Perwakilan SKPD, Tokoh
agama, LSM, Pengusaha, DPRD, PKK
Organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh
masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang

Pengarahan dari Pembangunan Bidang
Perbatasan Kabupaten Nunukan
Pengarahan Camat Lumbis sekaligus
membuka acara musrenbang

Penyampaian Usulan dan masing-
masing perwakilan
Tanggapan dan penjelasan tentang

usulan yang disampaikan oleh peserta
Tanggapan dari masing-masing SKPD
yang hadis

Penutupan

Observasi

Peserta musrenbang yang hadir
merupakan perwakilan dari Desa,
SKPD, Tokoh agama, Kepala
Sekolah dan unsur Muspika
Musrenbang kecamatan dihadiri
oleh, Kepala Bidang Perbatasan
Kabupaten Nunukan, SKPD.
Sedangkan DPRD tidak Hadir
dalam musrenbang tersebut
Acara pelaksanaan musrenbang
kecamatan adalah:
Pembukaan
Sambutan Kepala Bidang
Perbatasan
Sambutan camat sekaligus
membuka acara musrenbang
Penyampaian Usulan Desa yang
disampaikan oeh Kasi
Pemberdayaan Masyarakat
Tanggapan SKPD tentang
Usulan
Argumentasi masyarakat
tentang usulan vang
disampaikan

Dokumentasi

l# Daftar hadir pelaksanaan
musrenbang

» Daftar usulan musrenbang
Kecamatan
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- Tahapan yang tidak dilaksanakan
adalah penandatangan Berita acara,
dan Penentuan Delegasi ke
kabupaten

132

f Kepala Desa » Pelaksanaan musrenbang Desa dilaksanakan b Usulan vang disampatkan |
ada awal Januan 2018 . Usulan kami sudah | merupakan tidak terlihat adanya :
sampaikan satu minggu sebelum musrenbnag | skala perioritas
kecamatan dilaksanakan
# Tahapan dalam pelaksanaan msrenbang desa
adalah sebagai berikut:
*  Pengarahan dari Kepala Desa Sekaligus
membuka acara msrenbangdes
*  Usulan dar masyarakat
»  Penjelasan Kepala Desa tentang usulan
masyarakat
Ketua BPD »  Kami sebagai perwakilan Desa beruszha
merampungkan usulan dari  masyarakat. ;
Usulan tersebut kami buat dalam bentuk draf i
yang disampaikan kepada Desa Sebenarnya
usulan int dari RT, tetapi desa kami tidak
memiliki RT, maka kami yang membuat draf
usulannya.
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2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan di Kecamatan
Lumbis Ogong

Pembahasan peneliti dalam penelitian im akan merujuk pada pendapat
Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan
dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, (okus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang
dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi
sikap saling percaya dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap
masyarakat memperoleh pelvang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa
dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Kctiga, smergitas
perencanaan yaitu sefalu menekankan kerja sama antar wilayal admmistrasi dan
geografi serta memperhatikan interaksi diantara stakcholders. Keempat, legalitas
perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu
pada scmua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai
masyarakat.
1) Terfokus pada kepentingan masyarakat
Petaksanaan Perencanaan Pembangunan partisipatif memiliki beberapa
cin terfokus kepada kepentingan masyarakat banyak bukan orang/orang atau
kelompok tertentu. Terfokus artinyaberdasarkan masalah kebutuhan
masyarakat diwilayah tertentu atau dimana masyarakat berdomusili dan dapat
menggunakan pembangunan yang dimaksudkan dalam mengatasi masalah. Hal
ini diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yakni sebuah proses untuk
mengetahui, menggali, dan mengumpulkan masalah serta kebutuhan-kebututhan
bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan
setiap satu tahun sekali karena imerupakan bagian dan proses perencanaan
pembangunan. Kegatan penyelidikan dimulai dan tingkat Desa  sampai ke
Kecamatan  melalmi nekanisme sebagai berkut: Kepala Desa dibantu

perangkatnva mengumputkan warga untuk menggali dan mengumpulkan

masalah-inasalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar
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masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebth lanjut
untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk
dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang.

Sebelum mengadakan seleksi masalah dan kebutuhan, terlebih dabuiu
dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini
ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan
desa secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai
masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan,
pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan serta adat istiadat.
Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara
lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuban yang
dipandang mendesak dan periritas utama; (3) dirasakan oleh sebagian besar
warga masyarakat, (4) tersedia potensi atau sumber daya dalam wilayah
tersebut.

Kepala Desa bersama perangkatnya bertindak mereview hasil kajian
masyarakat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat Desa. Penentuan
prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masaiah melalui
pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah serta kebutuhan.
Penentuan prioritas di tingkat Desa didasarkan pada kriteria-kntena sebagai
benkut:

a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar
menjadi prioritas  atau semakin banyak masyarakat yang membutuhkan

mnaka penoritas diutamakan
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b. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai
berkut: berikut
- Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa

atau maten, semakin besar dan banyak korban yang mungkin
ditimbulkan akan semakin serta dapat menimbulkan kerugian yang
laar biasa.

- Mendesak, masyarakat yang membutuhkan tidak dapat ditunda-tunda
lagn kecuati datam hal tertentu, dan seberapa lama suatu masalah dapat
ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin
mendesak.

- Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan
masalah baru dalam bentuk sistem, semakin bamryak masalah barm yang
akan dittmbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya semakin luas.

¢. Cakupan Biaya, yaitu menghemat serta menyesuaikan penggunaan dana
dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat.

d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suvatu masalah dengan
masalahv/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.
Berhubung karena rmata-rata desa di kecamatan Lumbis Ogong tidak
memiliki RT, maka penyelidikan dilaksanakan disalah satu desa, dimana
mercka akan berembuk membicarakan tentang usulan yang akan
disampaikan dalam musrenbang. Kepala desa bersama aparatnya
mengumpulkan masyarakatnya untuk membicarakan usulan tersebut pada
suatu malam minggu, tetapi hanya beberapa orang yang hadir.

Kehadiran imasyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan

dihngkat desa sangat kurang,

Rendahnya kehadiran masyarakat dalam perencanaan pembangunan di

desa dibenarkan olch seorang warga desa Ngawol dengan mengatakan

bahwa” memang kegiatan rapat-rapat di desa itu kami jarang sekali
mengtkuti karena kita sangat stbuk sckalt (wawancara, 19 Janunan 2018)
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Dari pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak
mau hadir karena berbagai kesibukan menjadi penyebab rendahnya tingkat
kehadiran warga dalam kegiatan tersecbut. Bagi desa lain wakiu
penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pada malam hari dijadikan sebagai
salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan
penyelidikan tersebut. Pilihan wakm kegiatan penyelidikan diselenggarakan
pada malam hari dengan alasan bahwa pada nalam hari semua warga terlepas
dan aktivitas rutinnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul
membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun kenyataannya,
hanya sebapian warga yang dapat hadir dalam kegiatan penyeiidikan tersebut.
Penyebab lain dari rendabnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan
penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan
perbaikan dalam kehidupan warga.

Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan
oleh pemenntah, schingga hasil kegiatan penyelidikan hanya merupakan
daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan
menghadini kembali kegiatan penyelidikan di tahun berikatnya. Padahal
kegiatan penyelidikan tersebut sangat penting untuk mengetahui, menggali
dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang
nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan seterusnya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penjaringan aspirasi
masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong beragam. tetapi pada umumnya

penjaningan aspirasi dimulai dan tingkat desa karena mayontas desa yang ada
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di kecamatan Lumbis Ogong tidak memiliki RT/RW. Dan apabila memiliki
penduduk banyak maka tidak menutup kemungkinan terbagi dalam RT atau
RW. Penjaringan aspirasi ini dinamakan kegiatan penyelidikan masalah dan
kebutuhan masyarakat.  Kepiatan penjaringan langsung  melakukan
musrenbang desa aspirasi masyarakat, dengan asuinsi bahwa peserta yang
diundang dalam musrenbang desa adalah para Tokoh masyarakat yang dan
para aparat desa hal im diyakini dapat memahaini apa masalah dan kebutuhan
warganya.

Penjaringan aspirasi di tingkat desa lebih awal dilaksanakan dari pada
tingkat kecamatan. Meskipun penjaringan aspirasi masyarakat/kegiatan
penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong pada
umumnya dilakukan di tingkat desa tetapi tidak mengabaikan aspirasi
masyarakat dan tingkat bawah, berikut alasan yang dikemukakan oleh Kepala
Desa Payang. musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar proritas
tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam
memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai
pendengar saja.

Bila dihhat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan
pembangunan yang telah diselenggarmkan olch masing-masing desa diperoleh
gambaran sebapai berikut:

I. Kegtatan menampung dan tnenetapkan prioritas kebutnhan dari tingkat bawah
{masyarakat) belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Payang.
2. Dan hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa dan Ketua

BPD Ngawol bahwa musrenbang Desa mencerminkan para tokoh-tokoh
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masyarakat baru mendiskusikan jemis usulan yang diajuhkan pada saat
pelaksanaan musrenbang desa yang bukan digali dari aspirasi masyarakat.

3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi,

meskipun untuk masing-masing desa, Lagas, Sumantipal dan desa Tetagas
penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya
tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Payang. Disamping ifu,
keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam
memberikan sumbangan pemikiran, schingga keaktifan masyarakat dinilai
rendah dalam proses perencanaan pembangunan,
Kendala lain dalam pelaksanaan musrenbang baik di Desa maupun di
Kecamatan Lumbis Ogong adalah Keterbatasan pemahaman masyarakat akan
perencanaan pembangunan, karena pemahamannya masth sangat rendah. Hal
ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunkan berikut petikan
pernyataannya:

” Ya memang....selama masyarakat belum paham tentang perencanaan

pembangunan, partisipasi imasyarakat akan rendah, akan tetapi begitu

mercka paham, partisipasi mereka tinggi. Dan kita maklumi di Desa, dimana
penduduknya kurang, dan juga banyak kegiatannya. Tetapi kalau sodah
berkumpul satu dva orang kan itu sudah sah juga. lya memang kendalanya
pemahaman mereka yang masi sangat rendah.. Oleh sebab itu perlu memang
sosialisasi terpadu dari desa, kecamatan dan pihak kita Bappeda Kabupaten

Nunukan”. (Wawancara tanggal 28 Pebruari 2018).

Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan bahwa keletnahan kita adalah
kurangnya aparat yvang bisa memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat
apa lag yang berada di pelosok perbatasan. Dan sebagai tangpgung jawab
pemerintah  untuk fucnsosialisasi dan memberikan pemahaman  melalui

mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipast dalatn

perencanaan pembangunan.
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Disamping itu ada situasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi
masyarakat yaitu tidak terakomodasinya usulan mereka dalam musrenbang. Hal
ini disampaikan oleh Utusan Bappeda Kabupaten Nunukan ke Kecamatan Lumbis
Ogong. Benkut petikan pernyataannya:

”.......disamping itu ada situasi yang menjadikan memotivasi masyarakat

menjadi lemah terhadap perencanaan pembangunan, karena usulan-usulan

yang disampaikan melalui musrenbang tidak membawa hasil.”

(Wawancara tanggal 20 Pebruari 2018)

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan
pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumiah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat memberikan
pemahamnan akan perencanaan pembangiman kepada masyarakat, Pemkab
Nunukan membina sejumlah masyarakat dari setiap desa untuk dijadikan sebagai
kader pembangunan yang akan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan
perihal perencanaan petnbangunan kepada masyarakat. Dengan kegiatan tersebut
diharapkan masyarakat akan lebih banyak terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan mulai tmgkat desa sampai kecamatan.

Sependapat dengan, Kades Sumantipal mengemukakan bahwa partisipasi
masyarakat akan meningkat jika programnya jelas, manfaatnya dirasakan oleh
masyarakat, berikut petikan wawancaranya:

” Masyarakat di desa saya harus membuktikan dengan jelas tentang

rencana-rencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lalu, dan

program itu tak kunjung tiba. Na.. persoalan inikan membuat masyarakat
ragu dan tidak yakin akan pelaksiaan musrtenbang, dianggapnya Kegiatan

ini sia-sia saja sehingga mereka tidak mau ikut...” (Wawancara tanggal 16
Pebruari 2018).
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Tidak terakomodasinya usulan warga dalam perencanaan pembangunan
disebabkan keterbatasan anggaran untuk membiayai semua usulan masyarakat.
Jumlah usulan yang disampaikan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia.
Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap setiap usulan untuk dijadikan
prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat
Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan. Selain itu
juga kalau anggaran yang agak kecil dibebankan pada anggaran Dana Desa,
karena sekarang ini pemeritah pusat telah menggulickan Dana Desa setiap
tahunnya sekalipun itu sangat kecil, tetapi dapat bermanfaat untuk petnbangunan
yang anggaranya kecil. Jadi tidak perlu dibebankan pada anggaran di atasnya lagi
kalau 1y memang kecil.

Masyarakat masih terkendala ruang dan waktu dalam menyampaikan
sumbangan pikiran dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan
pembangunan tmgkat Kecamatan diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruan
Tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan desa (3 Orang), 5 SKPD yang ada di
lingkungan Kecamatan Lumbis Ogong dan SKPD Kabupaten Nunukan antara
lain: Dinsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PU, Perwakilan
Perempuan, Dengan pembicara/nara sumber sebagai berikut:

1. Camat Lumbis Ogong
2. Kepala Bidang Pembangunan Daerah perbatasan
3. Bappeda

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah foruin untuk

musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan inasukan priontas

kegiatan dari desa’kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa’kelurahan di

140

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43707 .pdf

Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja
perangkat Daerah  kabupaten/Kota pada tahap berikutnya. Camat
menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di
kecamatan melalmi musrenbang Kecamatan, yang penyelengparaannya dibanns
oleh unsur SKPD tingkat kecamatan.

Stakeholders Kecamatan adalah pthak yang berkepentingan dengan prioritas
kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta
pthak-pihak vyang berkaitan dengan dan terkena dampak hasil musyawarah.
Sedangkan nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahwi
peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Pebruan 2018 tidak dihadin oleh DPRD
Kabupaten Nunukan Wilayah Pemulihan III, sehingga Pasal 33 ayat d peraturan
Bupau No. 24 Tahun 2015 tentang peserta musrenbang kecamatan tidak

terlaksana dengan baik.

2) Partisipatoris

Partisipatoris artinya dilihat dari keterlibatan inasyarakat dalam fornn
pertemuan dimana setiap masyarakat mewmnperoleh peluang yang sama dalam
memberikan sumbangan pemikiran tanpa dibhambat oleh kemampuan berbicara,
waktu dan tempat. Salah satn SKPIY yang harus menyelenggarakan praktek
perencanaan pembangunan adalah kecamatan pada tingkat kecamatan ini
dilakukan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan melakn
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Untuk kecamatan Lumbis

Opong musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Namun dalam
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kenyataannya musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong  penyelenggaraannya
belum dilakukan optimai.

Hal i dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum
mewakili selurth masyarakat kecamatan Lumbis Ogong. Seperti yang
dikemukakan oleh Camat bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang
Kecamatan Lumbis Ogong adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten
Nunukan, DPRD Kabupaten Nunukan Wilayah Pemilihan 1II, perwakilan darni
Desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekdes, LPMD, Tokoh masyarakat,
LSM, Tokoh Agama dan PKK. Berikut petikan pemyataannya:

“Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur

masyarakat Lumbis Ogong, dan setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur

yaitu, Kepala desa, LPMD, BPD, Tokch masyarakat, dan PKK dikali 49

desa, kemudian SKPD, dan nara sumber terdini dari Bappeda, dan SKPD
Lamnya. . (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2018)

Forum yang melibatkan 1nasyarakat hanya pada proses perencanaan
pembangunan desa dan Kecamatan, pada tmgkatan yang lebih tinggi keterlibatan
masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan
pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin
agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masatah dan kebutuhan masyarakat
yang nyata sangat ditekankan, Seperti yang dikemukakan oleh Perwakilan Bapeda

(Rusdiansyah) sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan,
idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari
masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data
dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau inenyelenggarakan
musrenbang.. ... ? (Wawancara tanggal 16 Pebruari 2018)

Hal senada juga disampaikan Kasi Umum dan Kepepgawaian Kecamatan

Lumbis Ogong bahwa, Penggalian aspirasi masyarakat lebih banyak dilakukan di
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tingkat desa, karena rentang kendalinya lebih dekat. Benkut petikan
pemyataannya:

“ ......ya di tingkat desa sebenamya bisa lebih banyak menyerap aspirasi
masyarakat, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan
yang katanya tidak memberikan hasil apa-apa Komentar dan masyarakat
yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka
mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan
dilaksanakannya dan untuk apa proscs tcrsebut dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tetagas (Bernabas) bahwa dalam
inusrenbang  Desa, nasyarakat memperoleh peluang yang sama dalam
memberikan sumbangan pemtkiran tanpa terkendala waktu dan tempat, namun
setelah dikonfirmasi dengan beberapa peserta musrenbang bahwa peluang untuk
mengemukakan pendapat hanya diberikan kcpada para  pemuka masyarakat
seperti, Ketua Pemuda, Ketua Adat, Perwakilan Perempuan dan kepala Instansi di
Desa. Pemikiran yang akan diampaikan oleh peserta dibatasi oleh waktu,
mengingat jarak masing-masing desa sangat berjauhan, dan apabila sudah sore
kemungkinan melewati sungai sangat berbahaya.

Berdasarkan uralan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan
partisipatif di Desa Lagas, Desa Semantipal, Desa Tetagas, dan Desa Ngawol
belwun dilaksanakan secara optimal karena dommnasi elit desa masih nampak

dalam penetapan daftar prionitas kegiatan masyarakat. Selain i masyarakat

menganggap bahwa musrenbang itu tidak ada manfaatnya.

3) Sinergitas
Smergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan
selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta

mteraksi diantara stakeholders. Forum yang melibatkan masyarakat hanya
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terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi
masyarakat dalam forum-forum ditingkat kecamatan sangat kecil. Ini
menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat vang hilang di tengah
Jalan dan nidak tahu kemana arahnya. Hilangnya usulan tersebut menurut
Pendamping Desa dari Kecamatan Lumbis Ogong adalah beralasan, berikut
petikan wawancaranya:
” Masyarakat di desa sudah capek sckali bermusyawarah, ndak kenal lelah,
lalu kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan untuk dimasukkan
kedalam musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti inenurut
saya hilang ditelan bumi... kadang masyarakat mengganggap bahwa
usulannya dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga menunggu
realisasi tidak pemna ada...intlah juga yang membuat masyarakat tidak mau
ikut dalam kegiatan perencanaan balkk  di  desa maupun  di
kecamatan..(Wawancara 18 Pebruan 2018)

Dt tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang
saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan.
Ketika ada. Musrenbang yang dilaksanakan dimulai dan Desa, Kecainatan dan
Kabupaten. Disimlah masyarakat akan memberikan aspirasinya tentang
pembangunan yang akan dibutuhkan di wilayahnya, serta sumber
pembiayaannya. Program atau kegiatan yang suinber dananya dan vang lain,
misalnya dari APBN. Seperti program Pembangunan Jalan dan Lumbis ke
Lumbis Ogong dengan Jarak +200 Km, pembangunan dan PLTS, dimana
program pembangunan ini suinber dananya dan pusat, dan lain-lain.

Scperli yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan,
musrenbang dijadwalkan antara Januari- Pebruani yang dihadin pihak terkait

yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam

musrenbang,  Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas
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usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dari 5 SKPD. Usulan yang
terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang
mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, vyaitu usulan kegiatan yang
memang mempunyai Keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh
SKPD.

Untuk mengetahui apakah suvatu usulan mempunyai keterkaitan dengan
usulan lain yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan
interaksi diantara semua peserta. Sinergitas perencanaan merupakan bagian
dari kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk
dijadikan daftar prionitas usulan yang didanai oleh APBD. Seperti yvang
dikemukakan oleh Perwakilan Bappeda Kabupaten Nunukan (Rusdiansyah)
yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong
melalui petikan wawancara sebagai benkut:

”Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyat keterkaitan
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usuian
pembangunan jalan dilihat dan masalah dan potensi, apabtla jalan tersebut
tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan
masyarakat, karena jalan tersebut mernpakan akses penting menuju
perkotaan. Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta
pemasaran produksi 1uasyarakat. seperti ini yang dapat diakomodasi...”
(Wawancara tanggal 16 Pebruari 2018)

Permnyataan di atas sesuai yang disampaikan oleh kepala Bappeda

Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“...... Mengenai Usulan dan masvarakat harus sinertgitas dengan Pendapat
Tim kita yang ke Lapangan dimana usulan tersebut diverifikast, apakah
sesuai atau tidak. Contohnya masyarakat memintah perkebunan sawit,
setelah tim kita melihat atau survey ternya tidak cocok dengan kebun sawit,
maka usulan itu tidak direalisasikan. fadi harus ada kecocokan lapangan
dengan usulan... Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi

tidak ada sawah atau padi, maka usulan itu kita anggap tidak layak...”
(wawancara, Rabu, 28 Pebruari 2018)
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Pandangan di atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD
dengan SKPD lainnya menjadi salah satu knteria diakomodasi tidaknya suatu
usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk
mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders
dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan
ketingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong sudah
memenuhi knitenia sinergitas perencanaan, meskipun dalam pelaksanaaninya
belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan
antara usulan SKPD dengan usulan desa selngga harus ada usulan yang

dikorbankan dari pihak Desa.

4) Legalitas

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong
sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis,
Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu
pertama, dittngkat nasional sumber hukwin yang digunakan dalam perencanaan
pembangunan adalah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan
Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata Pelaksanaan nmsrenbang dan
Rencana Kerja Daerah Kabupaten Nunukan.

Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalam peraturan Bupati
Noinor 24 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diurakan sebelumnya. Namun

tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai
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dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala
desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memzhami peraturan tersebut,
sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan
mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh
Kepala Desa Suyadon sebagai berikut:

" Musrenbang sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015

belum kamt pahami bahkan ada diantara kami yang belwn melihat peratucan

itu, bagaimana bunyinya.... Kalau bole, ada aparat pemerintah yang
mensosialisasikan kepada kamm supaya paham..’(wawancara 21 Pebruari

2018)

Seperti halnya diatas, juga ditegaskan dalam pemyataan kades Nansapan
bahwa;

“Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun

2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 belum dilaksanakan dising,

musrenbang keinarin masih menggunakan model lama, Pada hal Peraturan

Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya...inilah kelemahan

pemerintah kita tndak pernah disosialisasi ....”(Wawancara 17 Pebruari

2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pahamnya Kepala desa dan
perangkat desa terhadap Mekanisime perencanaan pembangunan berdasarkan UU
Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena
belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya,
sechingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan peinbangunan
menggunakan cara yang turun temurun dar kades periode sebelumnya. Hal ini
disebabkan pemahaman dan sumber daya manusia aparat yang rendah, dan
rendahinya serta Kurangnya kemampuan keterampilan untuk komunikast kepada
masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Lumbis Qgong menjunjung tinggi

adat istiadat dan budaya sangat kita banggakan karena mereka sangat saling
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menghormati antara satu dengan yang lainnya , etika , adat istiadat, dan tata nilai
masyarakat, yang dipegang dan dipahami disana masih sangat tinggi. Hal ini
dapat dilihat dan tidak adanya gejolak dari masyarakat atas perencanaan
pembangtinan yang diputuskan, karena masyarakat pun terlibat dalam proses
tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut:

“Kita bekeja untuk masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat

dan untuk masyarakat, tentunya sesual dengan etika dan nilai yang

berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya
masyarakat yang mengatur..... .tentunya kita tidak toleransi dan
memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, kataupun ada itu

bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya” (Wawancara tanggal 17

Pebruari 2018)

Meskipun berdasarkan beberapa informan mengatakan bahwa ketrelibatan
masyarakat hanya terbatas pada tahap merumuskan kegiatan saja, tidak terlibat
dalamn pengambilan keputusan dalam memutuskan kegiatan prioritas, itu pun
masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa
maupun Kecamatan hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besar adalah mereka
yang sudah beberapa kali tkut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan
tersebut serta orang-orang yang punya jabatan dalam desa. Dari pemyataan di atas
dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan
masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung
etika dan nilai serta adat- istiadat yang ada di masayarakat.

Musrenbang di Kecainatan L.umbis Ogong yang dilaksanakan pada tanggal
16 Pebruan 2018 dihadin oleh Utusan dan desa, Tokoh-tokoh agama, Unsur

Kecamatan, SKPD Kabupaten Nunukan, Perwakilan Polsek dan Danramil

Lumbis dengan jumlah peserta 92 orang. Ditinjau dan banyaknya desa-desa yang
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ada di Lumbis Ogong, dan berdasarkan surat undangan yang disebarkan pihak
kecamatan dibandingkan yang hadir, maka partisipasi masyarakat sangat kecil.

Tabel 4.8 Peserta Musrenbang Utusan dan Desa-Desa di Kecamatan

Lumbis Ogong
Jumlah [ Jumlah
No Nama Desa Peserta No | Nama Desa Peserla
i Payang 3 [ 26 | Tumantalas 2 B
2 Suyadon 2 27 | Sanal 3
3 BuluMengolom 2 28 | Nantukidan 2
4 Tukulon 2 29 | Ngawol 2 .
5 Ubol Sulok 2 30 | Lagas 3
6 Batung 3 31 | Labang 2 ~
7 Ubol Alung 2 32 | Sumantipal 2
8 Nansapan i 33 | Bululaun Hiiir 2
9 Sedalit 2 34 | Panas 2
10 Kalambuku 2 35 | Tantaluyjuk 2
11 Paluan 2 36 | Tambalang Hulu 3
12 Tambalang hilir 2 37 | Langason 2
13 Sinamp:ila Il 2 38 | Bokok l
14 Jukup 2 39 | Kuyo 2
15 Tadungus 3 40 | Tau Lumbis Ogeng 2
(16 | Long Bulu _ 1141 {Tetagas | 1
17 Semata 2 42 | Tuntulibing R
i8 Semunti 1 43 | Kalisun 1
19 Salan 2 44 | Kabungolor 0
20 Sungoi 2 45 | Lipaga 0
21 Sinamptla | 2 46 | Sibalu 1
22| Sumentobol 2 47 |Mamassm | b
23 Labuk 2 48 | Duyan 2
24 Limpakon 2 49 | Bulufaun Hulu 2
25 Linsayung 2

Sumber: Kamtor Camat Lumbis Ogong 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dijelaskan bahwa jumlah peserta wtusan dan
desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong pada daftar hadir sebanyak 91 orang dan
| orang tokoh agama. Selain itu ada dua desa yang utusannya tidak hadir yam
desa Kabongolor dan Desa Lipaga. Setela diminta informast dan beberapa desa
tetangganya ternyata dua desa tersebut utusannya berhalangan hadir. Ketidak
hadiran diakibatkan karena mereka menganggap bahwa hasil musrenbang mereka
sudah dikerim ke kecamatan. Rendahnya kehadiran masyarakat merupakan suat

masalah dalamt perencanaan pembangunan scbab masyvarakat Kurang percaya
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terhadap hasil-hasil musyawarah selama ini. Hal ini dibuktikan dengan
wawancara terhadap peserta musrenbang yakni kepala Desa Tetagas yang
mengatakan bahwa:

“Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang laln
tidak ada hasil musrenbang int, sehingpa masyarakat merasa tidak ada
gunanya cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti
pihak kecamatan yang melanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak hadiran
masyarakat karena mereka kurang percaya terhadap hasil musyawarah,
apakah dilaksanakan atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun
sekarang ini dananya bersumber dari Dana Desa. Kalau itu saja biar kita
rapat saja di Desa. Tahun lalu pasti sama juga dengan tahun ini akan itdak
tereafisasi. Kita ini bosan ikat musrenbang, pasti tidak terealisasi
semuanya”. Wawancara dilaksanakan di Binter pada tanggal 16 Pebruari
2017, Jam 15.00)

Selanjutnya penelitt melakukan wawancara kepada salah satu pegawai
kantor Camat Lumbis Ogong, tenlang bagaunana peran dan keikutsertaan
masyarakat dalamn Perencanaan Pembangunan melalul musrenbang di Kecamatan
Lumbis Ogong selama ini, serta bagaunana kehadiran dan setiap desa-desa datam
perencanaan pembangunan melalui musrenbang, maka yang bersangkutan
memberikan jawaban adalah:

“Kalau menurut penganatan saya sclama berada di Lumbis Ogong,

memang ada masyarakat yang termotivasi, tetapi lebih banyak yang tidak

mau ikut, kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal
menginm hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian
mereka juga menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang

Proyek. Karcna mcreka yang biasanya langsung mengusuikan ke Nunukan

dan langsunyg mendaftarkan diri untuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kam
rakyat hanya menunggu”.(Wawancara, 16 Pebruari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pamnisipast
masyarakat dalam pelaksnaan Musrenbang sangat kecil, berhubung karena mereka
kurang percaya terhadap hasil musrenbang tersebut, apakah disctujui atau tidak.

Mereka sudah menilai kegiatan musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya banyak
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usulan yang tidak terakomodir, Bahkan mereka tidak mengetahui tentang program
pembangunan yang merupakan perioritas. Masyarakat ragu tentang program
pembangunan daerah karena Bapeda hanya memaparkan kondisi daerah serta
anggaran yang disediakan Pemda dan banyaknya anggarant yang dipangkas oleh
Pemerintah pusat.
Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong pada Hari Jumat,
16 Pebruari 2018, Bappeda tidak memberikan penjelasan tentang program
pewtbanguna daerah, bagaimana program daerah terhadap kecamatan vang
berbatasan langsung dengan Negara lain, apakah ada perioritas utama atau tidak.
Ketidak jelasan ini membuat masyarakat Lumbis Ogong kurang berpartisipas:
mengikuti musrenbang. Juga pada saat pelaksanaan musrenbang tersebut anggota
DPRD Kabupaten Nunukan daerah pemilihan wilayah 11 tidak hadir, Pada hal
DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamnatan Lumbis Ogong ada 2 (dua)
orang, salah satu pun dan mereka tidak ada yang hadir
Permasalahan diatas juga drungkapkan oleh peserta musrenbang pada saat
diwawancarai peneliti. Dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa:
Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan
Pembangunan di kecamatan, pada tahun yang lalu mereka datang tetapi
sekarang tidak ada yang datang padahal harapan kami merekalah yang
menyuarakan kalau usulan tersebut dibahas dikabupaten. Sckarang kami
juga berpikir bahwa apakan usutan kami ini dikabulkan atau tidak. Karena
inereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan pembangunan tersebut.
Inifah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah nantinya karena
yang kami harapkan untuk memperjuangkan usutan kami itu tidak hadir.
Dan kami nantinya tidak bersedia memihih yang namanya DPRD
Kabupaten. (wawancara 16 Pebruari 2018)
Sesuai dengan penjelasan diatas penelitt melakukan wawancara dengan

Ketna Bappeda Kabupaten Nunukan ( ir.H Supnanto HP, M.Si) pada hari Rabu,

28 Pebruari 2018, pukul 10.05 mengatakan bahwa:
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Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesuatkan dengan anggaran
yang ada, kalau anggaran pembangunan i1tu besar maka kila serahkan ke Pusat,
tetapi kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah. Mengenai masalah
pembangunan di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemeriniah pusat. Hal
ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,
dimana pada pasal 361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib
dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihalan disemua daerah
perbatasan, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemenintah pusat, namun
kita sebagar masyarakat perbalasan harus pahami juga bahwa, Daerah perbatasan di
seluruh Indonesia i1tu sangat banyak sekali, kita di Kabupaten Nunukan saja
terdapat 19 Kecamatan ada 16 diantanya daerah perbalasan. Pembangunan
semacam itu dilaksanakan dengan fop-down oleh pemerintah pusal, karena mereka
yang menilal dan memverifikasi pembangunan yang cocok dilasanakan di daerah
perbatasan serta kebutuhan masyarakala terhadap pembangunan tesebut. Jadi
pembangunan tidak semestinya botiom-up tetapi disesuaikan juga sttuast dan
kondisi. Selain itu kalau masyarakat sudah musrenbang di Desa, Kecamatan ada
tim kita kesana dengan tujuan untuk melihat kondisi di lapangan dan disesuaikan
dengan usulan pembangunan dari masyarakat, artinya masyarakat mengusulkan
bukan sekedar usulan saja tetapi anggota kita memverifikasi di lapangan apakah itu
sesua atau tidak. Kalau tidak sesuai maka kita katakana tidak layak, tetapi kalau
sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita sesuaikan dengan anggaran kila yang ada di
Kabupaten, karena sekarang m: Dana kta dart pusal itu sangal kecil dibandingkan
dengan tahun-tahun yang lalu. .. (wawancara 28 Pebruari 2018)

Partisipasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan dalam
pengambilan keputusan mengenai progmin-program yang divsulkan melalut rapat
seolah-olah tidak terindahkan mulai dan desa, sampai ke kecamatan sehingga
mereka belum menentukan delegasi yang akan diutus oleh kecamatan ke
Kabupaten untuk mengikuti musyawarah pembangunan di Kabupaten. Hal int
dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong sangat
kecil terbukti pada saat masyarakat menghadiri musrenbang kecamatan sangat
kurang yang hadir. Undangan terhadap 49 D¢sa termasuk SKPD dan DPRD yang
hadir hanya 92 orang, boleh dikatakan paling banyak yang tidak hadir.

Pemerintah sudah merampung semua aspirasi masyarakat dari bawah
melalui usulan, namun pada skala perioritas masyarakat tidak mengetahui
pembangunan mana yang diutamakan dalam wilayahnya. Masyarakat banyak

bertanya-tanya mengenat usulan yang disampaikan, apakah disetujui atau tidak
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sehmgga mereka tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya dalam
musrenbang kecamatan tentang kehadiran masyarakat hanya membuat capek dan
tahun ke tahun. Belum ada usulan yang terealisasi sampai sekarang ini

C. Pembahasan

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Kecamatan
Lumbis Ogong

a. Menyusun Rencana

Hasil Penelitian dideskripsikan tentang bagaimana tahapan pelaksanaan
musrenbang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negen
Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Tatacara Pelaksnaan Musrenbang dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah. Dalam Peraturan ini sangat Jelas Tahapan-tahapan musrenbang, mnlai
dari Pra musrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan pasca Musrenbang. Selain
itu Juga dideskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses tahapan
musrenbang ity, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyampatkan
usulan-usulan program pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Melalui penjelasan diatas dideskripsikan dengan singkat tentang proses
musrenbang di Kecamatan Lumbis QOgong belum optimal atau belum sesuai
dengan Pemturan-Peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.
Sehubungan dengan itu mekanisme musrenbang di tingkat desa dan Kecamatan
dilakukan merupakan kegiatan penyampaian daftar usul dan desa yang
disusun. Dalam pelaksnaan musrenbang masyrakat atavpun peserta telah
memberikan informasi sebelum diadakannya musrenbang sehingga masyarakat
memiliki waktu untuk mempersiapkan usulan-usulan dan Desanya masing-

masing sesuai dengan kebutuhannya.
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Pelaksanaan musrenbang di Lumbis Ogong belum membuahkan hasil yang
optimat sebab mercka masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang
pelaksanaan musrenbang, sehingga masyarakat dalam menyusun rencana
belum mereka pahami. Hal ini terdapat pada beberapa hasil wawancara dengan
informen telah menunjukkan bahwa wawasan berpikir, sumber daya manusia
yang mercka milii sangat minim sekali. Mereka belum memahami tentang
aturan-aturan dan keputusan yang diterbitkan oleh pemerinyah mengenai
perencanaan pembangunan, Mekanisme Musrenbang pun belum dilaksanakan
dengan baik.

Dalam menyusun rencana yang melakukan hanya beberapa orang saja,
termasuk kepala-kepala desa dan aparatnya, hal-hal seperti itu peneliti
menemukan fakta di lapangan seperti:

1. Hasil wawancara dan beberapa informen mengatakan bahwa yang
menyusun rencana di desa hanya ada beberapa orang yakni kepala desa dan
masyarakatnya

2. Masyarakat menganggap bahwa penyusunan rencana pembangunan di desa
merupakan tngas dan tanggung jawab aparat desa sebagai pengemban
amanat pemerintah kecamatan dan kabupaten.

3. Masyarakat tidak maun ikut karena pemahaman mereka untnk menyusun
rencana pembangunan di desa atan di kecamatan sangat rendah. Hal im
diakibatkan karena rata-rata penduudk vang berada di Lumbis Opong
pendidikannya masth rendah. Hal ini mengakibatkan penyusunan priorotas

usulan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak dari masyarakat karena
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yang menyusun rencana hanya beberapa orang saja, dan kemungkinan tidak
memahami masalah yang ada diwilayahnya.

Menurut Terry (2010:9) mengatakan baliwa fungsi manajemen dapat
dibagi menjadi empat bahagian yakni, Planning (perencanaan), Organizing
{Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan confrolling (Pengawasan).

Selanjutnya Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefimsikan
manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha
secara sistematis untuk memahaini inengapa dan bapaimana manusia bekerja
bersama-sama  untuk mencapai  tujuan dan membuat sistem ini  lebib
berinanfaat bagi kemanusiaan, Orgamsasi merupakan wadah, dan sarana unruk
bekerjasama. Pada kenyataanya orpanisasi maju dan berkembang apabilah
anggota organisasi dapat bekerjasama, menyusun rencana secara bersama-sama
demi kemajuan organisasi.

Dalam menyusun rencana pembangunan sangat dibutuhkan perencaan
yang matang, terkoordinasi dan mudah dipahami. Oleh sebab itu dalam
menyusun perencanaan pembangunan di suatu wilayah perfu adanya kerjasama
dan pemahaman yang mendukung , sehingga hal-bal yang disusun dapat
dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan dapat dilakukan dengan baik
apabilah pemenntah mengikut sertakan masyarakat yang mendiami wilayah
tersebut, karena mereka mengetahw tentang karakteristik daerahnya serta
pembangunan yang cocok untuk daerahnya inasing-masing, selain itu
pentingnya masayarakat untuk menentukan skala perioritas yang harus disusun

sesual denpan rengking masalah. Menyusun rencana yang baik dipastikan akan
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memperoleh hasil yang baik. Hal ini sangat mendukung penelitian Purnamasari
(2008) yang mengatakan bahwa Proses perencanaan pembangunan belum
dilaksanakan dengan baik dimana tahapan proses perencanaan pembangunan
dimasing-masing desa belum dilaksaanakan, terutama pada tahapan dimana
masyarakat belum dilibatkan memutuskan perioritas kegiatan yang akan
diajuhkan ke Tingkat Kabupaten.

Kegiatan musrenbang merupakan salah satu kegiatan untuk menyusun
rencana di Desa yang akan diajuhkan ke Kecamatan. Fornun ini memberikan
peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan
pendapamya melalui forum musrenbang, sehingga dalam proses musrenbang
telah ada interaksi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan stekholder.
Meskipun masyarakat yang hadir hanya sedikit dan tidak sesuai dengan
undangan yang disebarkan. Selain itu masyarakat yang hadir paling banyak
sebagai pendengar saja, karena mereka beranggapan bahwa pihak Desa yang
sudah membenkan usulan dan dapat memperkuat usulan tersebut melahn
argumentasmya dan sesuai dengan kebutuhan didesa.

Paparan diatas juga sangat sesuai dengan penelitian Rohadiansyah (2016)
yang menekankan bahwa: dalam proses musrenbang peran pemerintah belum
inemberikan arahan program penontas, sehingga masyarakat belum
mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan. Melalui hasil
penelitian terdahulu telah memberikan gambaran bahwa peranan masyarakat
dalam menyusun reucana sangat kuat, dan membenkan pendapat yang dapat
dituangkan dalam reucana pempanguuau yang akan dilaksanakan di

wilayahnyah, Untuk itu seluruh peserta diminta aktif untuk menyampaikan
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pendapatnya sesuai dengan alasalan-alasan mengusulkan pembangunan yang
dibawa desanya masing-masing ke forum musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis
Ogong pada hari Jumat, 16 Pebruan 2018 dihadiri oleh masyarakat sebagai
utusan dari desa, unsur Kecamatan, Tokoh agama dan SKPD dari Kabupaten
Nunukan. Sedangkan DPRD Daerah Pemilihan wilayah Lumbis Ogong tidak
ada yang hadir. Ketidak hadiran DPRD sangat mengecewakan masyarakat di
wilayah tersebut, karena harapan mereka usulan pemnbangunan yang
disampaikan melalui musrenbang dikawal oleh wakilnya sampai ke
Kabupaten.

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Lumbis Ogong belum
dilaksanakan secara optimal, karena dalam penyusunan tersebut hanya
dilakukan oleh Kepala-kepala desa dan aparatnya, sedangkan rakyat tidak
terlibat didalamnya. Akibat dari permasalahan tersebut banyak pembangunan
yang tidak sesuai dengan kondisi georafis dan kebutuhan masyarakat, sehingga
masyarakat merasa tidak memiiiki bangunan tersebut dan dibiarkan begitu saja
himgga lapuk.

b. Menetapkan Rencana

Rencana Pembangunan yang sudah disusun dalam sebuah draf usulan
penoritas vang telah disepakati dapat ditetapkan sebagai usulan desa atau
kecamatan untuk tahun bersangkutan. Hasil ini disampaikan ke kecamatan
sebagai bahan rembuk pada musrenbang kecamatan dan seterusnya dilanjutkan

ke Kabupaten sebagai bahan rembuk SKPD-SKPD terkait. Untuk selanjutnya
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para SKPD membukukan hasil musrenbang dan kecamatan dan ditetapkan
sebagai Rencana Pembangunan Kabupaten.

Pembangunan yang masih dianggap masyarakat sangat penting tetapi tidak
dimasukkan dalam draf usulan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten akan
dimasukkan pada tahun berikutnya. Salain itu apabilah ada pembangunan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah boleh saja
dibatalkan atau ditunda, karna semua usulan yang masuk dari Kecamatan ke
masing-masing SKPD akan diverifikasi kembali oleh masing-masing SKPD.
Hasil musrenbang yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pemenntah
sesuat dengan alokasi anggaran yang ada.

Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatmya
perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus
dilakukan guna memilih altematif terbaik dar sejumlah altematif untuk
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4)
menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna
mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencan jalan keluar
guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers,
1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah sent untuk melakukan sesuatu
yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunargjo
(2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan
proscs penyiapan sepemgkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang
akan datang vang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Tangdiiling et.al (2013) yang

mengatakan bahwa Banyaknya penoritas pembangunan yang, akan
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dilaksanakan hasil dari penggalian aspirasi masyarakat masi kurang diimbang
dengan anggaran yang memadai.

Menetapkan rencana pembangunan yang berasal dan aspirasi masyarakat
bawah perlu dianalisis, dinilai dan mengidentifikasikan faktor penghambat dan
faktor endukung serta dilakukan secara mendalam dan akurat. Hasil kajian dari
usulan masyarakat harus dibeni skala perioritas, artinya pembangunan mana
yang sifamya sangat mendesa, mendesak dan kurang mendesak. Setelah
mebuat kajian demikian 1maka harus buatkan jumlah anggaran yang
dibutuhkan dalam setiap unsur. Kalau anggaran sudah dimasukkan ke setiap
usulan pembangunan, maka sangat membantu untuk menghitung kebutuhan
setiap desa atau kecamatan di tingkat kabupaten atau pusat. Anggaran yang
sudah dimasukkkan dalam draf wsulan perlu dibubuni sumber anggaran,
apakah bersumber dann APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN. Selain
itu skala penontas disusun terorut mulai dari kebutuan yang sangat mendesak,
mendesak dan kurang mendesak. Biasanya Anggaran yang besar diajuhkan ke
APBN sedangkan anggaran yang menegah kebawah dimasukkan dalam
anggaran APBD Kabupaten dan Provinsi. Apabilah anggaran sudah dimuat
pada daftar usulan tersebut, maka pemerintah lebih cepat mengghitung dan
menyesuaikan dengan Pendapatan daerah dalam tahun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Lumbis ogong, usulan
yany dibenkan ke Kabupaten tidak menuliskan jumlah anggaran setiap usulan
yang dibutuhkan, sehingga bisa saja usulan tersebut dicoret karena anggaran
yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan tersebut jauh lebih tinggi.

Selain 1tu apabila pembangunan tersebut diajuhkan ke pusat, maka
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kemungkinan besar tidak didanai karena wilayah pusat sangat luas sekali
jangkauannya dan sudah tentu anggaran yang dibutuhkan Negara sangat Besar,
Untuk itu setiap usulan yang dimasukkan kedalam draf usulan yang ditetapkan
sangat perlu menuliskan jumlah anggaran yang dibutuhkan serta asala
anggaran itu,

Selanjutmya dalam menetapkan Rencana perlu ada Kategori pembangunan
Jangka pendek, Jangka menengah dan Jangkah Panjang. Pengelompokan
tersebut dibuat dalain RPJMDes dan RPJPDes. Usulan yang berjangka pendek
biasanya hanya satu sampai dua Tahun, Jangka menengah dua sampai tiga
tahun dan jangka panjang biasa sampai dennpan 25-30 tahun. Biasanya
pembangunan yang berjangka tergantung pada pekerjaan dan jumiah dana yang
dibutuhkan.
¢. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan mulai dan menyusun,
menetapkan harus melalui kajian yang mendalam. Pembangunan yang
direncanakan di Desa-desa dan kecamatan Lumbis Ogong, telah disusun
sedemikian rupa untuk dapat diberikan ke Kabupaten sebagai kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang disusun
sebelumnya dianalisis secara mendalam apa faktor Penghambat dan
Pendukungnya. Dalamm pengendalian perlu membuat pedoman untuk
melaksanakannya sehingga dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan
dan penyelewengan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalain hal ini dibutuhkan tindakan pemantauan serta koreksi terhadap

keputusan tersebut Pengendalian dimaksudkan untuk menghindan berbagai
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penyimpangan yang tidak seswai dengan kesepakatan yang disusun dan
ditetapkan, maka harus.

Hasil wawancara dengan beberapa informen di Kecamatan lumbis ogong
telah memberikan keterangan bahwa usulan pembangunan yang akan dikirim
sangat periu pengawalan sehingga benar-benar hasil musyawarah masyarakat
yang sampai di kabupaten. Persoalan adanya usul yang dicoret di kabupaten
perlu ditnformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menunggu
realisasi usulan tersebut. Dan jika dicoret harus ada alasan yang disampaikan
kepada masyarakat penngusul dan tidak ada istilah usulan hilang ditengah
jalan. Penginman usulan dari desa di kawal oleh masyarakat hingga tingkat
kabupaten.

Selanjutnya hasil penelitian membuktikan bahwa kegiatan musrenbang
banyak mengecewakan masyarakat. Karena inasyarakat menganggap bahwa
pelaksanaan musrenbang itu hanya membuat capek dan tidak ada artinya serta
tidak ada manfaatnya, buktinya setiap tahun kita melaksanakan musrenbang
tetapi tidak ada realisasinya. Selain itu usulan disampaikan ke kabupaten tidak
ada realisasinya. Selain itu ada juga pembangunan yang dilaksanakan di
Kecamatan Lumbis Ogong justru fidak seswai dengan hasil musrenbang
masyarakat. Hal ini diasumsikan mereka bahwa hasil usulan Pengusaha atau
orang-orang proyek yang diakomodir oleh pemerintah Daerah. Bahkan yang
kerjakan hanya orang-orang tertenm saja atau yang mengajuhkan usulannya,
Hal-hal seperti itu peneliti menemukan fakta dilapangan yang berbeda dengan

penelitian sebelumnnya yakni sebagai berikut:
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a. Hasil wawancara beberapa utusan dari desa, telah merujuk kepada persepsi
masyarakat bahwa ada beberapa paket pembangunan yang dilaksanakan di
kecamatan Lumbis Ogong bukan hasil dari musrenbang.

b. Hasil wawancara dengan pemenntah Kecamatan Lumbis Ogong, memjuk
kepada persepsi bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan
Lumbis Ogong hanya berasal dari pusat dan selama dua tahun terakhir ini
tidak ada hasil musrenbnag yang direalisasikan,

¢. Hasil Pengamatan Peneliti pada Pertemuan Musrenbang han Jumat, 10
Pebruan 2018, masyarakat menyampaikan bahwa setiap tahun kita hamya
capek mengikuti musrenbang. Hasil-hasil usulan melalln musrenbang
sampat sekarang ini tidak ada realisasinya. Pernyataan ini didukung olch
Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong bahwa penyampaian itu memang
benar, dan sampai sekarang usulan-usulan tahun lalu belum ada terealisasi.

Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999:108) mengemukakan
bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada
dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.

T Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adatah pemilthan

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan,

kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan
mempertiiubangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana
perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan. serta pertode

sekarang pada saat rencana dibuat.
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Dan beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa
komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai),
kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan,
bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan (’Donnel{ 1999: 49) perencanaan adalah fungsi
seorang manajer vang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-
kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari altenatif yang ada.
Sedangkan Lours A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah
menentukan serangkaian tindakan untuk inencapai hasit yang diinginkan.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Tangdililing et.al (2013) yang
mengatakan bahwa, Faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang,
terlihat transparansi hanya pada musrenbang desa dan kecamatan sementara
pada musrenbang kabupaten masyarakat sulit mengakses sejaumana usulan
kegiatan terakomodir. Pelaksanaan musrenbang dan Desa hingga ke kecamatan
di kecamatan lumbis Ogong mengisahkan ketidakpastian usulan mereka di
tingkat kabupaten. Ketidak jelasan dan kurang tarsparansi menyebabkan
masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong kurang percaya terhadap program
pemerintah kabupaten Nunukan. Beberapa fakta membuktikan bahwa usutan
masyarakat banyak yang tidak terealisasi, hal ini telah disampaikan oleh
beberapa utusan desa pada saat musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong
pada tanggal 16 Pebruan 2018.

Pemenntah Kabupaten dalam memverifikast usulan musrenbang dan
desa sampai ke Kecamatan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat

apabila ada usulan mereka yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi
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geografis atau anggarannya tidak mencukupi sehingga masyarakat tidak merasa
kecewa terhadap usulannya, oleh sebab itu melalui pengendalian rencana
Pembangunan di Kecanatan Lumbis ogong sangat diperlukan dan dibutuhkan
karena merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahw berbagai
kekurangan dan kelemahan. Selain itu pengendalian bukan suatu hal yang
dilakukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi yang semenamya adalah
mencari titik permasalahan melalw identifikasi yang telah dilakukan. Untuk
itu masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik dan mampu menganalisis
kelemahan dan kekurangan terhadap pembangunan yanpg ada di wilayahnya.
Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama dengan emerintah baik di Desa
maupun di kecamatan untuk mengawal dan mengontrol usufan yang dikinm ke
tingkat Kabupaten. Apabila ada masalab yang mengakibatkan usulan tersebut
sehingga hdak direalisasikan maka kesabaran masyarakat sangat dibutuhkan,
Pemerintah yang berada di desa dan kecamatan perlu memberikan pemahaman
terhadap masyarakat untuk menerima keadaau.

Melalui pengendaliau rencana pembangunan yang ada di kecamatan
Lumhis Opgong, maka dipastikan akan muncul sikap trasparansi dan
pertanggungjawaban yang dapat menyakinkan rakyat. Para pemerintah juga
perlu mengahargai masyarakat yang setiap saat akan meuanyakan akau usulan
pembangunan vang telah dikinim, hal ini dimaksudkan untuk menjalin dan
melakukan kerjasama yang baik. Dan juga pertu pewerintah pahami bahwa
pengendahan rencana dimnaksudkan bukan untuk mencari-can kesalahan
pemenntah tetapi hal ini dimaksudkan untuk saling memperbaiki di berbagai

kelemahan dan kekurangan.
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d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan Pembangunan yang disusun dan ditetapkan dalam draf usulan
perlu diadakan evaluasi yang bertujuan untu mengetahui secara pasti bahwa
apakah pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak memberikan Resiko
dan dampak yang negatif terhadap penghidupan masyarakat. Untuk itu sebelum
melaksanakan perlu ada pengkajian yang mendalam agar restko yang
ditmbulkan dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan hasii wawancara
dengan beberapa masyarakat di kecamatan Lumbis Qgong bahwa Usulan yang
disampaikan perlu ada pengkajian ulang dengan baik sehingga pada saat
dibangun di desa atau kecamalan tidak menimbulkan resiko dan dampak yang
merugikan masyarakat, dalam hal ini dibutuhkan kehadiran masyarakat untuk
bersama-sama mengevaluasi dan membicarakan kembali apakah usulan itu
sudah tepat sasaran, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh
siapa pembangunan itu dilaksanakan.

Pemaparan diatas didukung oleh Teori Diana Conyers dan Peter Hill
(LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses
yang terus menerus melibatkan kcputusan-keputusan atau pilihan-pilikan
penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran unfuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu di masa yang akan datang. T hani Handoko mengemukakan
pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan
selanjutnya apa vang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di
wakfu yang akan dalang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sckarang pada saat rencana dibuat.
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Menurut Miraza (2005 20), perencanaan wilayah mencakup berbagai
segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang
semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat.
Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi
memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Pemaparan di atas telah didukung oleh Peneiitian Purnamasari {2008) yang
mengalakan bahwa proses perencanaan pembangunan befum dilaksanakan dengan
bak, dimana tahapan prescs perencanaan pembangunan dimasing-masing desa belum
dilaksanakan. Pelaksanaan musrenbang desa-desa dikecamalan lumbis ogong hanya
sebagai rutinitas saja tanpa mengikuti tahapan perencanaan seperti menyusun rencana,
menetapkan rencana, pengendalian rencan dan evaluasi rencana Selanjuinya dalam
penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa dalam muosrenbang peran
pemerintah belumn memberikan arahan program perioritas sehingga masyarakat belum
mengetahui bagaimana gambaran usulan yang disamparkan. Masyarakat hanya
diberikan kesempatan untuk mengusul saja tanpa diberikan pemahaman yang bak
terhadap perencanaan pembangunan dalam wilayahnya,

Evaluasi Perencanaan Pembangunan sangat penting dilakukan sebelum
dipustuskan untuk dibangun, karena evaluasi merupakan langkah hati-hati dalam
bertindak serla memikirkan dampak yang tejadi kedepan. Dalam hal im setiap
perencanaan harus dievaluasi terlebi dahulu dengan maksud untuk mengidentifikasi
masalah, Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap pembangunan yang akan
dilaksanakan. Evaluasi ini juga memberikan arah tujuan untuk mengurang: resiko
yang akan dihadapi apabila melaksanakan pembangunan tersebut. Keputusan yang
diambii benar-benar melalui kajian dan analisa yang mendalam dan nantinya tidak
menimbul bahaya terhadap manusia dan Lingkungan sckitar. Setiap pembangunan

memiliki Analisis Dampak [ingkungan, artinya apakah pembangunan  yang
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dilaksanakan nantinya tidak berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan

makhluk hidup fainnya

et

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di kecamatan
Lumbis Ogong

A, Terfokus pada kebutuhan masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini perlu memperhatian
kebutuhan masyarakat banyak, artinya semakin banyak imasyarakat
membutuhkan pembangunan itu semakin tinggi tingkat perioritas atai
perengkingannya. Dalam perencanaan tersebut pemerintah atau pemimpin di
desa wajib mengkaji lebih awal kepentingan masyarakat banyak, oleh sebab itu
sangat dibutuhkan pendapat masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah. Hal
int sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan olel peneliti di Lumbis pada
pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan, dimana masyarakat sangat
menghendaki pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam wilayahnya.
Pembangunan yang dirasakan sangat pentmg harus didahulukan karena
pembangunan itu memang kebutuhan orang banyak, sehingga iidak perlu
diperianyakan lagi atau ditunda serta digant: dengan bangunan lain.

Penjelasana di atas sesuai dengan pendapat Midgley (1986), partisifasi
masyarakat adalah peran serta dalam prose perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan penenmaan manfaat pembangunan dengan inempertimbangkan otonomi
dan kewandinan masyrakat. Mcnurut Isbandi (2007), bahwa pariisipasi
masyarakat  merupakan  keikutsertaan — masyarakat  dalam  proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentan g altematit solusi untuk penanganan masalah,
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pelaksnaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam
proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Suryanto (2008: 18), bahwa partisipasi masyarakat adalah
keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi
yang ada di masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan teniang
altermatif solusi untuk menangani masalah dan pelaksnaan upaya mengatasi
masalah.

Hal tersebut diatas sangat sesuai dengan hasi! penelitian Deviyanti yang
mengatakan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat,
sehingga kebutuhan masyarakat banyak tidak terakomodasi. Selanjuinya
penchtian Gedeona mengatakan bahwa, Parisipasi masyarakat dalain
perencanaan pembangunan secara umum belum optimal dimana pemberian
pendapat atau gagasan masih sangat rendah,

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan, karena
masyarakat merupakan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan, artinya
masyarakat yang menggunakannya sehingga pada hakckamya pembangunan
itu bertujuan untuk kcpentingan masyarakat luas. Banyak yang tegadi di
kecamatan Lumbis Ogong dimana hasil musrenbang masyarakat tidak sesuat
dengan realisast pembangunan yang diberikan, sehingga masyarakat banyak
yang keccwa karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan
pembangunan yang demmkian merupakan penghiatan terhadap keputusan

masyarakat, maka yang terjadi nantinya masyarakat tidak percaya kepada
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pemenntah, bahkan setiap musrenbangpun mereka tidak maun hadir karena
dianggap hanya memenuhi tuntutan Undang-undang saja.

Pelibatan masayarakat dimaksudkan untuk menyampaikan aspirast atau
pendapat sesuai dengan kebutuhannya di mana mercka berdomusili, karena
mereka yang menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang akan
dibanguna. Selain 1tu mereka mengetahul pencmpatan pembangunan yang
tepat dan cocok. Untuk itu pemerintah mulai dan tingkat desa, Kecamatan dan
Kabupaten benar-benar menjaring aspirasi masyarakat, hal ini dimaksudkan
untuk memudalikan menentukan skala perioritas dalam penyusunan draf
pembangunan.

b. Partisipatoris

Pembangunan yang dilaksanakan baik ditingkat Desa dan di tingkat
Kecamatan harus inemperhatikan kebutuhan rakyat banyak, dalam hal ini
keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan dalam perencanaan pembangunan
sangat dibutuhkan, serta kehadirannya dapat memberikan pendapat atau
aspirasi. Diusahakan agar semua masyarakat dapat berkontribusi dalam
menyumbang aspiranya. Ironisnya juga banyak masyarakat yang hadir tetapi
ttdak mnemberikan pendapatnya

Penelitian ini memaparkan bahwa hasi! wawancara yang dilaksanakan
oleh peneliti terhadap beberapa informen di kecamatan Lumbis Ogong
menpatakan bahwa, Pemerintah desa biasanya hanya mengundang aparat desa
dan tokoh-tokoh masyarakat saja untuk melakukan musrenbang di desa,
sedangkan rakyat kecil tidak dipedulikan. Ada juga desa-desa yang

mengundang semua masyarakat tetapi mereka tidak datang. Ketidak hadiran
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mereka disertai dengan alasan banyak kesibukan, ada yang keladang, ke hutan
dan ke kota. Hal ini disampaikan beberapa informen pada saat pelaksanaan
musrenbang di Lumbis Ogong pada tanggal 16 Pebruan 2018 bahwa pihak
pemerintah desa dan Kecamatan Lumbis Ogong mengundang masyarakat
tetapi sebahagian besar yang tidak hadir, dimana kecarnatan mengundang
sekitar 200 orang tetapi kenyataan yang hadir hanya 92 orang dan 49 desa.
Bahkan ada dua desa yang utusannya tidak hadir dalam musrenbang
kecamatan.

Melalui partisipast masyarakat yang optimal dalam perencanaan
diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat
terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Substansi dan partisipast adalah
bekerjanya suatu sistemn pemernntahan dimana tidak ada kebijakan yang
diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan
dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Tujuan pengembangan partisipasi
masyarakat yaitu: (1) Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri
(otonomi) mengorganmisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan
masyarakat meghadapi situasi yang suli, serta mampu menolak berbagat
kecenderungan yang merugikan, (2} partisipasi tidak hanya menjadi cermin
konknt peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang
lebi penting lagi bahwa artisipasi semacam garansi yang tidak diabaikannya
kepentingan masyarakal. (3) persoalan-persoalan dalam  dnamika
pembanpunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipast masyarakat

(Soemanno, 2005)
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Tujuan pembangunan partisipasi diatas sejalan dengan Putranto (1992),
bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam permbangunan hendaknya
masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi harus dilibatkan
sebagai pelaku aktif dalam pembangunan, mulai dan perencanan, pelaksanaan,
evaluasi bahkan sampai tindak lanjut pembangunan. Selanjutnya hal penting
yang harus mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat mentkmati
hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan perannya masing-
masing. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondist
objektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan
pembangunan merupakan suatu kebutuhan,

Pembangunan immfrastruktur didacrah dengan mekanisme perencanaan
dan pelaksnaan dari bawah ke atas tersebut (daerah ke pusat) itu akan
mendorong partisipasi masyarakat pedesaan dan pedalaman yang lebih luas,
menyerap tenaga kerja daerah, dan menimbulkan rasa memiliki imfrastruktur
itu sendiri sehingga masyarakat termotivasi untuk merawamya (Effendi, 2005:
114)

Pendapat para ahli diatas mendukung penelitian Gedeona (2014} yang
mengatakan bahwa kurangnya penyampaian tde dan gagasan dan masyarakat
dikarnakan terbatasnya forum dalam menampung aspirasi masyarakat,
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnamasari {2008) yang mengatakan
bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan embangunan masih rendah.
Hal yang sama dikemukakan oleh Devianty (2013) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalamn perencanaan pembangunan

belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat
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didalam perencanaan dan realisasi pembangunan dilaksanakan oleh pihak
pemerintah.

Penehtian Tangdililing et al. (2013), dalam implementasinya
perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif
ternyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal bagi upaya
meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Fenomena menarik terkait dengan
pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang diperoleh kurang sejalan
dengan apa yang direncanakan dengan inasyarakat. Banyak permasalahan
publik yang sangat penting diusulkan secara langsung oieh masyarakat temyata
kurang menjadi perioritas.

Penelitian Rohadiansyah (2016), Dalam proses musrenbang pemerintah
belum metuberikan arahan program perioritas, sehingga masyarakat beluin
mengetahui bagaimana gambaran usulan yang akan disampaikan. Dalam
kegiatan musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan
bagaikan hanya sekedar rutinitas tahunan. Model perencanaan pembangunan
semacam ini cenderung menyebabkan kelurahan tergantung pada dana
pembangunan dari pemerintah daerah, modelnya antara satu kelurahan dengan
keturahan lainnya hampir mirip. Inovasi petnbangunan tidak terjadi pada model
pembangunan yang direncanakan boffon- up ini, tetapi pada kenyataannya
bersifat top down. Menjadi kenyataan ironis ketika program-program yang
dilakukan kurang nenyentuh masalah yang dihadapi masyarakat ditingkat
desa. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang cukup tinggi, terutama dan sisi
kehadiran, namun masyarakat belum dilihatkan secara langsung dalain

pengambilan keputusan terhadap usulan-usulan yang menjadi perioritas dan
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yang akan diajuhkan pada musrenbang tingkat selanjutnya. Pemahaman
masyarakat masth menganggap bahwa musrenbang merupakan kegiatan yang
tidak periu dan idak member manfaat dalam perencanaan pembangunan.
Dalam perencanaan pembangunan, masyarakat harus diberikan peeluang
yang sama dalam membenkan pendapatnya. Para pemimpin desa atau
kecamatan yang merupakan penyelenggara musrenbang masyarakat secara
wnum sangat penting untuk dilibatkan. Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka
pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak sesuair dengan kebutuban
masyarakat. Selain itu masyarakat tidak percaya akan keadilan pemermtah
didalam menampung aspirasi masyakat. Persoalan lain yang mungkin teradi
adalah jika ada pembangunan yang dibangun inaka masyarakat inenganggap
bahwa embangunan itu milik pemerintah bukan milik masyarakat sehingga
tidak segan-segan merusaknya atau membiarkan begitu saja sampai lapuk.
Persoalan yang terjadi di Lumbis Ogong, ada yang melaksanakan
musrenbangdes hanya di hadiri ol¢ch aparat desa saja. Hal ini berakibat buruk
nantinya jika ini terjadi secara terum menerus setiap tahmn. Masyarakat tidak
peduli terhadap pemerintah, dan pemenntah akan dibiarkan berjalan dengan
sendirian tanpa didukung oleh masyarakat. Kebiasaan ini menjadikan
masyarakat sebagai penonton saja, bukan pelaku pembangunan, maka wajib
dalam perencanaan pembangunan mengikutkan semua masyarakat serta
diberikan peluang yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, artinya
dalain bermasyarakat tidak bole ada perbedaan dan membeda-bedakan orang,

serta tidak memandang masyarakat dan latar belakangnya.
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Banyak masyarakat yang tidak mau tahu, tidak mau memberikan
sumbangan pemikiran dalam msyawarah perencanaan pembangunan, maka
pemeritah mengupayakan untuk melibatkan 1nereka dengan berbagai
perencanaan dan masyarakat diajak kerjasama untuk memberikan usulan yang
dibutuhkan di wilayahnya. Langkah ini merupakan tindakan Pemerintahan
yang baik (good governance} yang mewujudkan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan Pemeliharaan
Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat yang dilibatkan juga merasa dihargai
dan dihormati sehingga mereka tetap ikut dalam setiap kegiatan perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Sebaliknya apabila masyarakat
tidak diperhatikan dan tidak dihargai, maka mereka akan merasa minder,
terasing, tersisihkan dan tidak senang akan kehadiran pemerintah ditengah-
tengah mereka.
<. Sinergitas

Hasil wawancara dengan beberapa informen di Kecamatan Lumbis ogong
teutang pelaksanaan musrenbang mengatakan bahwa, banyak usulan dan desa
yang tidak direalisasikan sehingga mereka bosan dan hanya capek menghadiri
musrenbaug batk di desa maupun di kecamatan, terbukti beberapa usulan yang
tidak direalisasi oleh pemerintzah kabupaten Nunukan. Disisi Pemerintah
mengatakan bahwa pembangunan itu harus smergitas dengan wilayah
admiuistrasi  geografis dan setholders. Apabilah tidak sinergis maka akan
berakibat buruk dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak
pembangunan yang dicoret di Kabupaten kerena tidak sesual atau tidak

sinergis, karena di Kabupaten ada tim yang melakukan verifikasi dilapangan
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dan mengevaluasi apakah usulan masyarskat cocok dengan kondis alam dan
stekholdes atau tidak.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996), pemcanaan partisipatif
adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah im, dimana
sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku
pembangunan (stekholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat
penyelenggaran negara (eksekutif, yudikatif dan legisiatif), masyarakat
Rohaniawan, dunia usaha, kelompok propesional, organisasi-organisasi non
pemerintah.

Menurut Abe (2002:85) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, pertma
perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, perencanaan i bisa
merupakan 1) perencanaan lokal setempat, yakni erencanaan yang menyangkut
daerah dimana masyarakat berada , dan 2) Perencanaan wilayah yang disusun
melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal format),
seperti parlemen. Untuk kedua kasus ini inasyarakat seyogyanya terbukan
dalam memberikan masukan, knitik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan
dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki
masyarakat.

Penelinan Tangdililing (2013) mengatakan bahwa, Kurangnya transparansi
pelaksanaan musrenbang schingga masyarakat tidak percaya terhadap
pelaksanaan musrenbang vang dilzksanakan oleh pemerintah, hal ini
mengakibatkan banyak usulan masyarakat yang hilang atau dicoret tanpa ada
pemberitahuan dari pemerintah. Selanjutnya dalam penelitian Fadil (2013)

mengalakan bahwa, masyarakat terlibat dalam penyusiman perumusan kegiatan
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perencanaan pembangunan namun keputusan realisasi ada ditangan
pemenntah, dalam hal ini rakyat tetap dilibatkan tetapi keputusan
pembangunan tersebut tidak diketahui,

Melalui musrenbang di Lumbis Ogong banyak usulan pembangunan yang
diusulkan oleh masyarakat melalui kecamatan tetapi setelah sampai pada
tingkat kabupaten banyak yang tidak disetujui bahkan dicoret. Tindakan
pemermtah yang demikian mengakibatkan kekecewaan dan ketidak percayaan
masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau mengikuti musrenbang pada
tahun-tahun berikutnya. Dan apabtla pemerintah mencoret usulan masyarakat,
harus dikembalikan ke masyarakat pengusul dan diberikan alasan yang tepat.
Kalau memang Alasan tidak sinergitas perlu penjelasan sehingga masyarakat
meyakini dan percaya tindakan pemerintah. Apabila usulan inasyarakat tidak
diindahkan maka akan berakibat buruk bagi perencanaan pembangunan

nasional yang intinya membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

d. Legalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapan informen tentang
pelaksanaan 1nusrenbang di kecamatan Lumbis Ogong mengatakan bahwa,
Tahapan pelaksanaan musrenbang berdasarkan pcraturan Bupati No. 24 tahun
2015 belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana tabapan itu terdiri dari:
Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang dan Pasca Musrenbang. Tahapan
yang dilakukan hanya pelaksanaan musrcnbanya saja.  sedangkan
pramnusrenbang dan pasca musrenbang jarang dilaksanakan. Hal ini terjadi
karena masyarakat belum paham bahkan ada vang belum mengetahui tentang

peraturan bupati itu.
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Pada tahapan pelaksanaan musrenbang hanya dilakukan sebagaimana
musyawarah biasa saja, dimana Kepala desa dan aparat Desa mengundang
masyarakat untuk bermusyawarah, kemudian kepala desa dan sekertarisnya
menyampaikan usulan dan masyarakat hanya menyebutkan dua kata yakni *
setuju atau 12”7, Untuk melengkapi usulan tersebut, sekertaris desa menjalankan
daftar hadir untuk ditandatangam peserta musrenbang yang selanjuinya
diserahkan ke Kecamatan untuk dijadikan bahan musrenbang Kecamatan dan
selanjutnya diteruskan ke Kabupaten.

Menurut Huraerah (2008), bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan
perencanaan pembangunan, vaitu: (1) tingkat kehadiran (2) memberikan ide
atau gagasan dalain penentnan usulan perioritas. lde atau gagasan disampaikan
melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut
akan diusulkan dalam penetapan usulan, (3) Sumbangan pikiran, saran, usul
maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan
kegiatan perencanaan pembangunan,

Sedangkan menurut Duseldrorp dalam stamet (1993), mengklanfikasi
dalam beberapa tipe Partisipasi sebagai berikut:

'}y Partisipasi berdasarkan derajad kesukarclaan

2} Partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatai

3) Partisipasi berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada proses
pembangunan.

4} Pertisipasi berdasarkan pada tingkat organisasi

5} Pamsipasi berdasarkan pada mitensitas dan frekuensi kegiatan.

6) Partisipass berdasarkan pada lengkap kegiatan

7) Partisipasi berdasarkan pada efektivitas

8) Partisipasi berdasarkan kepada siapa yang terhbat

G) Partisipasi berdasarkan gaya peran serta
Pada partisipasi mt lebih ditekankan pada pengorganisasian masyarakat,
pada peran sena ini dibedakan menjadi tiga model, yaitu: a) pembangunan

lokalitas: lebih memilii maksud melibatkan orang-orang mereka sendin
didatam pembangunan dan dengan ini akan lebih membutubhkan energt
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sosial serta dapat mengarahkanpada kegiatan yang menolong din sendin, b)
perencanaan sostal mehbatkan peran serta masyarakat yang memiliki fujuan
ntama untuk mencocokkan kebntuhan yang dirasakan sehmgga mercka
didalam membuat program akan lebih selektif sesuai dengan kemampuan
dan potensi mereka sendin, ¢) aksi sosial memiliki tujuan utama untuk
memudahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber

(sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal dan

tekhnologi)

Conyers (1991: 134), yang mengatakan bahwa terdapat tiga alasan utama
mengapa artisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yaitu:
(1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) bahwa
masyarakat akan lebth mempercayai proyek atau program pembanpunan jika
merasa dilibatkan dalam proses perstapan dan percncanaannya, karena inereka
akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, (3) adanya angpapan bahwa
merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan
masyarakat sendiri.

Penelitian Rohadiansyah (2016) mengatakan bahwa, masyarakat belmn
memaham manfaat musrenbang, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut. Sclanjutnya Penclitian Devianty (2013) mengatakan bazhwa,
kendala internal yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tingi terhadap pihak
pemenintah, pengetahuan masyarakat vang masih terbatas inengenai peran serta
mereka dalam pembangunan dan kesediaan waktu yang kurang sehingga mereka
tidak aktif dalam perencanaan pembangunan. Hal yang serupa disampaikan oleh
Gedeona (2014) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa, Kuranpnya

penyampaian tde dan gagasan dari masyarakat dikarnakan terbatasnya forum

dalam menampung aspirasi masyarakat.
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Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong belum dilaksanakan
sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015. Dalam peraturan i
dijelaskan Penjaringan aspirasi dimulai dari Tingkat RT atan RW sedangkan
musrenbangnya dimulai dari Desa hingga ke Kabupaten. Tahapan dari mastng-
masing kegiatan tersebut dimulai dari Pramusrenbang, Pelaksanaan musrenbang
dan Pasca Musrenbang. Kegiatan dalam tahapan mi seharusnya dilakukan
sepenuhnya sehingga hasilnya juga dapat bermmanfaat serta sesuai hasi yang
diharapkan.

Kegiatan musrenbang di Kecamnatan Lumbis Ogong, Khususnya yang
berada di desa-desa tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena kurangnya sosialisast dari Pemerintah, baik
pemenintah kecamatan, maupun kabupaten tentang peraturan tersebut. Selan itu
Pendidikan masyarakat di Lumbis Ogong sangat rendah dimana mereka
mayoritas tidak sekolah, sehingga sekalipim peraturan itu sudah dibaca tetapi
untuk memahaminya sangat sulit.,

Pihak Pemerintah hams mensosialisasikan setiap peraturan atan kepumsan
yang telah dibuat sehingga mereka dapat memehami dan mengetahui  kegiatan
Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.
Kegtatan perencanaan perha tidukung oleh sember daya yang baik oleh sebab itu
pemerintah harus memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat sebab
kalau mereka tidak memahkami peraturan atau Undang-undang yang ada
kemungkinan besar mereka tidak melakukannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang merupakan elemen

utama dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menghasitkan pembangunan
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daerah yang berkesinambungan dalam mensgjahterakan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang tansparan
dan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Kebijakan
pemenntah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan publik secara menyeluruh tanpa ada pengkotak-kotakan schingga

pemerintah dapat dipercaya,
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Tabel 4 8 Trianggulas: Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

No Sumber Data Informasi

Observasi i

Dokumen

Camat Lumbis

>

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sangat kurang
sekali, masyarakat tidak mau badir karena mereka
menganggap bahwa kegatan ini hanya dilaksanakan oleh
pemerintah saja, Juga kegiatan ini tidak ada artinya
sebab setiap tahun kita laksanakan tetapn tidak ada
realisasinya,

Badan perwakilan Desa (BPD) |

v

v

‘Masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa sudah

Masyarakat juga  beranggapan bahwa musenbang
merupakan kepentingan orang-orang proyek, karena i
biasana mereka yang membuat uulan dan kalau sudah
disetujuai mereka iku Lelang di kabupaten.

cukup banyak, namun belum memahami sepenuhnya,
apalagt peraturan bupati Nunukan Nomor 24 tahun 2015
belum tersos:alisasikan dengan baik sekalipun itu sudah
sampa di kecamatan dan Desa

Tokoh masyarakat

Pelaksanaan musrenbang Kecamatan pada han ini (16
Pebruari 2018) memang banyak yang diundang oleh
pihak kecamatan, tetapi mereka (Masyarakat) tidak mau
datang. Mereka beranggapan bahwa musrenbang hanya
menyita waktu, karena sering kita adakan dan sampai
sekarang tidak ada buktinya.

Laporan kegratan/
Pelaksnaan musrenbang,
daftar hadir peserta dan draf
undangan peserta
musrenbang
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BAB Y
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dintarakan pada bagian
depan ,maka peneliti mengambit kesimpulan, sebagai benkut:

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di kecamatan Lumbis
Ogong

Perencanaan Pembangunan & Kecamatan Lumbis ogong betum
dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang benar dan baik sehingga hasilnya
behun optimal. Kegiatan pada setiap tahapan dimulai dari penyusunan
Rencana, menetapkan rencana, Pengendalian Rencana dan evaluasi Rencana
tidak dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dan baik, terutama
dalam perencanaan yang tidak menentukan skala periornitas serta dalam draf
usulanpun tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat banyak dan vyang
sangat mendesak, Selain itu Rencana yang ditetapkan juga tidak sesuai dengan
usulan semula dimana usulan dan Desa dan Kecamatan tidak sama dengan
Rencana Pembangunan vang ditctapkan oleh Kabupaten, dan bahkan usulan
yang bersumber dari desa dan kecamatan terkadang sudah berbeda yang
ditetapkan oleh kabupaten.

2. Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan melalui
Musrenbang di kecamatan Lumbis Ogong
Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong,
keterlilratan masyarakat sangat kecil, dan kebanyakan pembangunan yang
dilaksanakan didasarkan atas keputusan pemerintah (fop-down) sehingga tidak

sesuai denpan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan
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tetapi belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, mereka mengahadin
musrenbang hanya dianggap kegiatan rutin tahunan sehingga mereka hanya ikut-
ikutan dan bahkan ada yang sengaja tidak ikut karena aspirasi mereka Kurang
diperhatikan oleh pemerintah selama ini, termasuk usulan-usulan mereka fidak
sesuai dengan pembangunan yang diberikan.
B. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian yang dituhis  dalam Laporan int telah
diternukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan masukan diantanya
adalah:
1. Teontis
Menambah wawasan dalam kajian pembangunan pada daerah perbatasan
serta solusi penyelesaiannya. Dan dapat dijadikan referensi pada penehitian
selanjutnya
2. Praktis
a. Perlunya perencanaan pembagunan yang sesuat dengan tahapan dan
mekanisme yang benar.
b. Perlu adanya tindak lanjut dan rencana yang diusulkan, sehingga
perencanaan pembangunan tersebut dapat meyakinkan masyarakat.
¢. Pemerintah perlu memberikan waktu, ruang, dan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengidentifikasikan masalah diwilayahnya sebelum
pelaksnaan musrenbang dilaksanakan.
d. Pemermtah Kecamatan perlu memahami gfand desain pembangunan

daerah dengan cara sosialisasi sebelum pelaksanaan musrenbang.
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e. Para perangkat desa dan Kecamatan perlu mengikuti pelatihan
perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan.

f. Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya aspirasi dan
masyarakat sebelum dilaksanakan musrenbang schingga masyarakat
dapat berpartisipasi penih dalam pelaksanaannya.

g. Para pemenntah Daerah perfu mensosialisasikan kepada masyarakat
apabilah ada usulan mereka yang mengalami perubahan di tingkat
kabupaten, dengan alasan tertentu yang masuk akal.

h. Persepsi masyarakat tentang perencanaan Pembangunan tidak sesuai
dengan harapan mereka sehingga Pembangunan periu dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak
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LAMPIRAN
A.PEDOMAN WAWANCARA
1. Perencanaan Pembangunan Melalui musrenbang di Keamatan Lumbis Ogong

a) Sejak kapan musrenbang anda ketahui?

b) Kapan pelaksanaan musrenbang di Desa?

¢) Apa tujuan dilaksanakannya musrenbang?

d) Sebelum musrenbang dilaksanakan, apakah ada pembentukan TPM di
desa?

€) Siapa Saja yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang?

f) Bagaimana mekanisme pada pelaksanaan musrenbang di Desa dan
Kecamatan?

g) Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan musrenbang?

h) Apakah ada kebijakan yang meugatur tentang musrenbang, dan bagaimana
implementasinya?

i) Dari mana memulai penjaringan aspirasi inasyarakat?

J) Apakah usulan masyarakat itu dibuat perionitasnya?

k} Bagaimana proses pengusulan dalam musrenhang desa?

1) Apakah usulan musrenbang desa benar-benar digali dart kebutuhan
nuasyarakat?

m) Apakah masyarakat bepar-benar mengusulkan  sesuai  dengan
kebutuhannya?

n} Usulan-usulan apa saja yang disampaian masyarakat dalam musrenhang?

0} Setelah selesai musrenbang desa dilaksanakan, apakah ada utusan yang

dikiviin ke kecamatan?
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6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang

a} Apakah dalam perencanaan Pembangunan di desa dan Kkecamatan
masyarakat dilibatkan?im ke kecamatan benar-benar hasil musyawarah
masyarakat?

b) Dalam pelaksanaan musrenbang, siapa-siapa yang hadir?

¢} Apa sebabnya kehadiran masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan
musrenbang?

d) Apakah saudara yakin baliwa usulan pembangunan yang dikir

¢) Mengapa Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan?

fy Apakah dalam peiaksnaan Perencanaan Pembangunan semua masyarakat
hadir?

g) Apakah kehadiran kehadiran Tokoh-tokoh masyarakat telah mewakili
seluruh unsur masyarakat?

h) Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
musrenbang?

1) Apakah Masyarakat yang hadir telah menyampatkan peudapat dan usul?

j) Apa sebabnya dalain pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan
Lumbis Ogong masyarakat sedikit yaug dating?

k) Dalam Pelaksnaan musrenbang, Apakah semua masyarakat dapat
menyampatkan pendapatnya?

i) Apakah selama ini Proses Perencanaan Pembangunan dikatahui olch
schuruh inasyarakat?

m) Apakah anda datang dalam pelaksanaan musrenbang, dan apa ada

undangan yang saudara terima?
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n) Apakah semua Pemangku Kepentingan atau stekholders dihadirkan dalam
musyawarah Perencanaan Pembangunan? Seperti kepala Sekolah, Kepala
Puskesmas, Pihak Keamanan dan ketua-ketua adat?

0} Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan?

B. PANDUAN DOKUMENTASI
Secara Umum Kecamatan Lwinbis Ogong dapat digambarkan sebagai
berikut: |
a. Tahapan Perencanaan Pembangunan mutai dari tingkat bawah sampa:
pada tingkat kecamatan dan kabupaten
b. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan
c. Penyusunan dan Penetapan rencana pembangunan
d. Proses perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah dan Masyarakat di
kecamatan Lumbis Ogong.
e. Jadwal pelaksanaan Perencanaan Pembangunan melalui musrenbang di

setiap Desa di kecamatan Lumbis Ogong
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Lampiran :Hasil Wawancara dengan Informen tentang Perencanaan
Pembangunan dan Partisipasi masyarakat di kecamatan Lumbis Ogong

1. Bagaimana pelaksanaan musrenbang desa-desa di kecamatan Lumbis Ogong
selama ini?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, Sabtu 17 Pebruari 2018

Iya, baik-baik saja pak, Pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari desa
hingga ke Kecamatan menurut saya telah dilaksanakan dengan baik, tetapi
perlu saya jelaskan bahwa: Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, sangat terbatas
pemahamannya, inilah salah satu faktor yang sangat penting, karena
bagaimanapun juga kalau orang tidak paham maka kita juga yang pusing.
Merecka menyangka bahwa kita yang salah pada hal mercka menafsirkan dan
memahami salah. Jadt kita im pak serba susah. Untuk itu saya minta kepada
Kepala Desa dan Aparat Kecamatan atau Orang-orang yang mengertt
memberikan sosialisasi kepada mereka.

Wawancara dengan BPD Bulu Laun Hulu, Sabtu, 17 Pebruari 2018
“Masyarakat kami pak pemahamannya tentang musrenbang masih dibawah
standar, artinya mereka belum memahami sama sekali tetang musrenbang,
sehingga kami di desa itu melaksnakannya hanya aparat-aparat desa saja.
Kalau masyarakat lain tidak hadir. Pada saat kami melaksanakan musrenbang
masyarakat banyak yang berangkat ke hutan dan ke lading mereka tidak
bersedia ikut”.

Wawancara dengan Pendamping Desa di Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018

Di Kecamatan Lumbis Ogong ini, rata-rata tidak mau ikuti musrenbang desa,
kalan kita panggil banyak alasannya, ada yang mengunjungi keluarga, ada yang
ke Mansalong, ada yang ke Hutan dan ke ladang, setelah ditanya mengapa
tidek ikut musrenbang desa, katanya itukan urusan aparat desa karma mereka
kan digaji pemerintah, iya merekalah yang urus itu”. Kemudian kami inikan
inasyarakat biasa perlu mencani nafkah kalau kita itkut semua dalam
musrenbang ini kehidupan kami bagaimana.

2. Bagaimana cara menetapkan kesepakatan masyarakat untuk sampai ke tmgkat
Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Perwakilan dari  Bappeda yang hadir pada
Musrebangkec. Lumbis Ogong

Semua hasil kesepakatan dalam musrenbang dituangkan dalam draf usulan ke
Kabupaten sebagai bahan rembuk para SKPD-SKPD terkait. Menyangkut
usulan-usuian pembangunan tersebut yang belum masuk, akan dimasukkan
pada musrenbang tahun berikutnya. Kemudian pihak pengusul dan desa dan
kecamatan membuat skala perioritas, selungga kita ketahui tentang mana
pembangunan yanpg mendesak, dan mana yang tidak. Tetapi kenyataan yang
kami lihat dan tahun ketahun usulan-usulan dari desa dan kecainatan jarang
menuliskan skala perioritas, sehingga pemenintah binggung mana yang
mendesak dan mana yang tidak.
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3. Bagaimana Pelaksanaan musrenbang di desa bapak?

Wawancara dengan Kepala Desa Payang

Iya baik saja pak, Karena pada saat kami musrenbang semua masyarakat hadir,
dalam rapat itu, kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masih
ada pembangunan yang kita lupa sampaikan sekarang nanti musrenbang tahun
depan baru kita masukkan karena kalau sudah dimasukkan dalam draf sekarang
ini sulit lagi kita menambah. Memang kalau kami lihat sekarang banyak yang
tertinggal atau lupa diusul tetapi apa bole buat, Cuma hal ini masyarakat saya
semua memahani.

4. Apakah Bapak dapat menjelaskan Dasar hukum Pelaksanaan Musrenbang di
Kecamatan Lumbis Ogong, Pengendalian dan evaluasinya?

Wawancara dengan Camat Lumbis Ogong, 18 Pebruari 2018

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kecamatan Lumbis Ogong
Mengacu pada peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2015 yang selama
mi belum ada peraturan penggantinya, dan berpedoman pada permendagri
nomor 54 tahun 2010. Hal ini sndah beberapa talun terakhir ini menjadi acuan
ditingkat kecamatan Lumbis Ogong dalam melaksanakan musrenbang. Cuma
masalahnya peraturan tersebut masih belum diketalmi secara jelas oleh
masyarakat tentang tata cara dan waktu pelaksanaan musrenbang dan kami
hanya mengikuti instrusi dari kabupaten tentang waktu pekasanaanya. Akan
tetapl musrenbang dilaksanakan di setiap desa mulai pada bulan Januan 2018
yang lalu dan tepatmya pada hari Jumat, 16 Pebruan 2018 kita laksanakan
musrenbang di Kecamatan Lumbis Ogong dengan maksud menjaring seluruh
aspirasi dari masyarakat di setiap desa dan Musrenbang imi sebagai kelanjutan
musrenbang Desa dengan merangkum seluruh usulan pembangunan dari Desa
dan dirembuk di Kecamatan. Kita ketahui bahwa desa mengusulkan
pembangunan berarti sudah merupakan kesepakatan mereka dan sesuai dengan
kebutuhan yang ada di desanya, schingga tidak perlu kita coret mencoret
malahan kita coutrol, dan diawasi hingga ke Kabupaten, serta pada saat
musrenbang  kecamatan, masyarakat kita undang untuk membenkan
argumentasi terhadap usula-usulan yang mereka berikan, dan selanjumya
disampaikan ke Kabupaten untuk diproses atau ditindak lanjuti. Terlepas dan
disemjui atau tidak disana, kita tetap menyerahkan kepada ruereka melalm
verifikasi dan tetap kita pertahankan namun kalau ada yang dicoret karena
dengan alasan tertentu iya, kami harapkan untuk disosialisasikan ulang. Untuk
Petaksanaan Musrenbang tahun ini beda dengan musrenbang tahun lalu 2017
karena pada tahun lalu hampir dihadiri seluruh perwakilan SKPD Kabupaten
Nunukan. Sedangkan sekarang ini hanya beberapa SKPD vang hadir yakni
Bapeda, Pembangunan Wilayah perbatasa, Dinsos, Dinas Pertanian, PU, Dinas
Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan apak. Saya juga kurang tabu
mengapa wstansi lain tidak hadir seperti pendidikan, pada hal usulan-usulan
dari setiap desa paling banyak di Pendidikan, Dan yang paling mengecewakn
rakyat mengapa sampai DPRD Kabupaten daerah Pemilihan 1H} tidak hadir,
padahal dalam Peraturan Bupatt mereka termasuk salah satu peserta
musrenbang. lya..iya.. mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi
harapan kita begitu pak.....”
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5. Bagaimana tanggapan pemenntah tentang usulan pembangunan dar

masyarakat?

Wawancara dengan Kepala Desa Sumantipal

Selama mi kami menunggu-nunggu tentang usulan masyarakat melalui
musrenbang. Dan setelah kami cek di Kabupaten ternyata sudah dianggap tidak
layak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan anggaran tidak cukup, ada
Juga yang dicoret karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan laian-lain.
Tetapi kalau memang ada alasan demikian tolong pemerintah Daerah
sampaikan kepada kam jauh sebelumnya supaya kami tidak menunggu usulan
tersebut.

Wawancara dengan kepala desa Tetagas, 16 Pebruari 2016

Selama ini tidak ada informasi tentang usulan kami tetapi ada anggota saya ke
Nunukan mengecek temyata tidak cocok dibangun di Daerah saya, mengapa
tidak diben tahukan dari awal supaya masyarakat tidak menunggu-nunggu.

6. Siapa- siapa yang diundang pada musrenbang kecanatan ini pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong Sabiu, |7 Pebruari 2018

“ Saya selaku sekcam sekaligus Camat, telah mengundang , SKPD Kabupaten
Nunukan, masing-masing Instansi, DPRD  kabupaten Nunukan Daerah
Pemilihan IH, Unsur Kecamatan termasuk Muspica, kepala-kepala Desa, Ketua
BPD dan Anggotanya, Tokoh Agama, LSM, dan Perwakilan Perempuan.
Undangan yang kami sebar diperkirakan sekitar 200, tetapi pada kenyataannya
yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya 92 orang....” Tidak sama tahun-
tahun lalu lebih banyak yang datang...”

Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, 16 Pebruari 2018

“ Peserta yang diundang dalain musrenbang Kecamatan Lumbis Ogong ini,
adalah DPRD, SKPD, Bappeda Kabupaten Nunukan, Unsur Muspica, Kepala-
Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa LSM, Pendamping Desa dan Wakil
Perempuan” mjuan kita lakukan ini untuk mengevaluasi usulan Desa

7. Apa sebabnya peserta yang diundang pada musrenbang ini kurang yang hadir
dibandin tahun lalu Khususnya dan Kabupaten pak”?
Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018
”Bertubung karena, Kecamatan kaini paling sulit diteinpu, inaka pelaksanaan
niusrenbang juga Kurang banyak orang yang hadir, apalag yang berasal dan
Nunukan. Sehingga masyarakat mengusul itu kadang tercecer bahkan kami di
kecamatan ragu kalau usufan 1tu tidak sampai, bukan hilang sebenamya, karena
itu kanu menetapkan utusan dari kecamatan yang membawanya kesana.
Setelah sampai disanma utusan itulah yang tnendegarkan apakah usulan itu
cocok atau tidak maksudnya setelah diverifikasi
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8. Bagarmana tanggapan Bapak tentang Undangan peserta musrenbang?

Wawancara dengan Kasi Kepegawaian Kecamatan Lumbis Ogong, 16
Pebruari 2018

“ Kalav saya diusahakanlah semua warga hadir kalau musrenbang di desa,
karena kita tidak memiliki RT yang paling bawah, dan selama ini saya dengar
langsung di desa saja sebagai tempat penjaringan aspirasi. Dan kalau kita hadir
kan kita ketahui pembangunan yang kita usutkan apakah itu sudah sesuai
dengan kebntuhan kita di desa atau bagaimana. Dalam mengusulkan
pembangunan kita periu evaluasi agar tidak banyak menimbulkan resiko
dilapangan, Perti pembangunan kita letakkan dipinggir sungai atai ditebing
gunung, hal ini bias menimbulkan resiko bagi kita penggunanya. Oleh sebab
itu supaya kita semua dapat ienghimban kepada masyarakat agar hadir dalam
penjaringan aspirasi dimasyarakat, karena semua harus berpikir dan
menyampaikan kepada pemerintah bahkan Saya kwatir, ada bangunan yang
diberikan, masyarakat berdali untuk menolak kerena tidak sesuai dengan
kebutuhan.

3. Bagaimana Proses Penjaringan aspirasi masyarakat Pak?

Wawancara dengan Perwakilan Bappeda Kab. Nunukan, 16 Pebruari 2018

* Saya sampaikan kepada Kepala-kepala Desa, pihak kecamatan dan Tokoh-
tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat bahwa penjaringan
aspirasi wajib dilaksanakan dari bawah schingga masyarakat di desa
divsahakan hadir semua, Karena disilah kita dapat mengevaluasi rencana kita
dani desa apakah sudah cocok atau masih samar-samar sehingga tidak
menimbulkan dampak yang merugikan Kita semua. Sangat diburthkan evaluasi
dalam perencanaan kita bersama. hanya ditingkat desalah dan kecamatan kita
Libatkan masyarakat banyak. Kalau ke Tingkat Kabupaten itu sangat terbatas,
yang diundang itu hanya perwakilan kecainatan. Sebenarnya kita mau undang
juga tetapi kita ini memiliki jarak yang sangat jauh dan baya yang cukup
tinggi.

10. Bagaimana Realisasi dari Pemerintah Daerah tentang musrenbang desa bapak?

Wawancara dengan Kepala desa Lagas, {6 Pebruari 2018

“Perencanaan pembangunan yang kami sampaikan dan desa banyak yang tidak
sesuai dengan penetapan pemerintah, makanya kami sangat binggung apa
penyebabnya. Kalau tidak disetijui pemernintah atau karena keterbatasan
anggaran, perlu kami diben tahukan agar kita dapat menjawab pertanyaan
masyarakat”. Dan selama ini kami ditanya-tanya masyarakat mengapa usulan
kita im sudah tidak sesuai lagi, kok kita minta pembangunan balai desa pada
saat musrenbang yang lalu, sekarang kita di benkan bangunan Toilet saja.
Inilah pak yang saya binggung, saya juga sering ketemnu bupati tetapi jawaban
nya sudah diserahkan ke DPRD Kabupaten dan itu sudah diverifikasi oleh
Bappeda Kabupaten melalui tenaga ahli masing-inasing, Iya karena nasuk
diakal saja juga sehingga saya bias mencrimanya, tetapi masyarakat saya yang
tidak menerimanya, iya mungkin karena belun paham.
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I1. Bagaimana Kriteria usulan yang dapat diakomodir oleh pemerintah?

Wawancara dengan Perwakilan Bappeda kab. Nunukan, 16 Pebruari 2018
“Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan
pembangunan jalan dilihat dard masalah dan potensi, apabila jalan tersebut
tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan
masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju Kota. Jadi
disini ada keterkaitan antar bina marga, Kota dan mungkin SKPD lain. Usulan
yang seperti ini yang dapat diakomodast...(wawancara, 16 Pebruar 2018)

12, Selama ini Anggaran Pembangunan yang bapak ketahui, sumber anggarannya
dan mana pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018

“Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong paling
banyak bersumber dari APBN Pusat seperti Pembangunan jalan Poros dari
Lumbis ke Perbatasan Lumbis Ogong yang seiama ini dikerjakan tetapi sampai
belum kunjung selesai, Pembangunan Tower di Perbatasan, Pembangunan dan
PLTS. Kalau APBD sampai dua tahun terakhir ini belum ada, ya... kita tidak
tahu mungkin ada tahun ini seperti isu yang saya dengan adanya Pembangunan
Gedung SD di Ubol karena gedung yang sekarang i1 sudah longsor, katanya”.

13. Apakah bapak 1nengetahui tentang dasar pelaksanaan musrenbang di
Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Kepala desa lagas, 18 Januari 2018

Peraturan bupati tentang musrenbang itu kami tidak mengetahui, Apa isinya,
maksudnya dan pesannya. Kami mengadakan musrenbang ini karena perintah
camat Lumbis Ogong bahwa musrenbang desa mulai dilaksanakan pada
minggu pertaina bulan Januarn 2018. Hal ini kami lakukan dengan memanggil
semua masyarakat baik laki-laki, perempuan atau anak muda yang menjadi
warga kami tetapi mereka menganggap bahwa itu hanya pekerjaan aparat dan
kontraktor kama menyangkut bangunan kalau rakyat biasa tidak ada
tujuannnya disitu

4. Apakah ada Jadwal pelaksanaan musrenbang di desa Bapak?

Wawancara dengan Ketua BPD Desa Lagas

“Kami hanya mengikuti perimah camat yang memberikan informas: ke Desa Lagas
bahwa diminta semua desa harus mengadakan musrenbang Desa pada awal bulan
Janvari. Mengaenai peraturan-peraturan tentang musrenbangdes kami tidak tahu.
Kami kan berada di kampung jadi sulit mengetahui tentang peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh pthak pemerintah, bahkan kami 1tu bermusyawarah hanya seperti
kami rapat-rapat biasa, tidak memiliki susunan acara dengan baik, daftar hadir yang
sesvai dan draf usulan pembangunan. Pokoknya kami hanya menyusun biasa apa
yang disampaikan orang banyak ya’” itu yang kami tulis.
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I5. Apakah semua masyarakat hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa
bapak?

Wawancara dengan anggota BPD desa Lagas, 18 Januari 2018

“ Kami tidak menuntut masyarakat harus hadir karena memang mereka itu
tidak mau datang, mereka beranggapan bahwa musrenbang ini adalah kegiatan
rutin kepala Desa, BPD dan Aparat-aparat. Mereka itukan digaji dari Anggaran
Dana Desa (ADD} . apalah arti gaji mereka kalau tidak kerja. Mengenai
masalah waktu musrenbang, kami hanya diberi informasi dari kecamatan.
Kalau kecamatan perintahkan waktu itu kami Jakukan, jadi kami hanya
menurut pak camat saja. Kalau draf usulan perioritasnya, semuanya kan
penoritas dibutuhkan, tetapi selama ini hanya kita capek rapat, realisasinya
tidak ada”

16. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang di desa bapak apakah
sudah sesuai perarturan Bupati nomor 24 Tahun 20157

Wawancara dengan Ketua BPD desa Ngawol

“Musrenbang yang kami lakukan pada tanggal 23 Januari 2018 yang lalu telah
dilkkuti oleh sebagian besar nasyarakat sesvai dengan peraturan bupati
Nunukan Nomor 24 tabun 2015 | karena peraturan tersebut telah dibagikan ke
desa kami namun kami belum memahami sepenuhnya. Yang pada intmya
mengarahkan masyarakat agar melaksanakan musrenbang desa mulai pada
minggu pertama bulan Janvan. Musrenbang yang kami laksanakan telah
menghasilkan beberapa usulan dan yang paling banyak kami usulkan adaiah
infrastruktur seperti jembatan, jalan semenisast dan pembangunan Rumah
penduduk, Di desa kami ada juga pembangunan yang akan di bangun oleh
Pusat, jadi tidak melalui musrenbang karena mereka saja yang menetukan
termasuk kantor Migrasi karena Desa Kami ini bersentuhan langsung dengan
Negara Malaysia”.

17. Apa langkah bapak selanjutnya setelah melaksanakan musrenbang desa?

Wawancara dengan kepala desa Ngawol

Usulan pembangunan yang kita sampaikan adalah hasil musyawarah
masyarakat akan disampaikan ke kecamatan dengan menyusun skala periorntas
dengan sebmik mungkin serta memenksan dan mengecek apakah program pusat
tidak tumpang tindih dengan program Desa atau hagaimana. Karena di desa
kelompok Labang ini ada banyak program pusat yang masuk, sebab disini kan
berbatasan langsung dengan Malaysia jadi imepurut informasi yang kam
dengar akan dibangun kantor besar di labang ini termasuk didalamnya kantor
Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia. Iya yang kami masukkan
musrenbang yang tidak masuk program pusat, yang memang Kami butuhkan,
dan setelah kita mengadakam musrenbang desa dan kecamatan saya akan
mengutus anggota ke Nunukan atau ke Kabupaten untuk mengawal dan
mengecek apakah usulan masyarakat ini sesuai dengan penetapan pemerintah
dan DPRD Kabupaten atau Bagannana.
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18. Apa sebabnya tdak banyak masyarakat yang hadir pada musrenbnag kecamatan
Lumbis Ogong?

Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang kecamatan

Kami yang hadir tidak seberapa, jika dibandingkan dengan undangan yang
disamapaikan oleh pihak kecamatan, karena kebanyakan masyarakat
menganggap bahwa pelaksanaan musrenbang itu hanya menyita waktu. Kita
setiap tahun muasrenbang terus menerus tetapi tidak ada realisasi dan
musyawarah tersebut. ltulah yang mengakibatkan sehingga mereka itu tidak
mau hadir. Usulan-usulan kita setiap tahun tdak ada yang direalisasikan,
dibandimgkan dengan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pusat di desa
kami, itu tanpa melalui musrenbang, pusat saja yang menilai tentang
penempatan bangunan disitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti hainya
pembangunan Tower di perbatasan itu bangunan pusat, bukan melalui
musrenbang.

19. Siapa saja yang bapak undang dalain pelaksanaan musrenbang Kecamatan
Lumbis Ogong?

Wawancara dengan sekcam Lumbis Ogong

“ Sebelum melaksanakan musrenbang kaini sudah mengedarkan undangan ke
49 desa yang ada di Lumbis QOgong, termasuk Tokoh-tokoh Agama, Kelompok
Pengusaha, LSM, kepala-Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala SKPD di
Kabupaten, DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan {1, Unsur Muspica.
PKK. organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lamnya, undangan
tersebut saya perkirakan sekitar 200, tetapi kenyataanya yang hadir hanya 92
orang termasuk kami yang ada di kecamatan. Jadi saya heran apa penyebanya
sehingga mereka tidak hadir”,

20. Apa sebabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanaan musrenbang?

Wawancara dengan kepala desa Sumantipal, 16 Pebruari 2018

” Masyarakat di desa saya harus inembuktikan dengan jelas tentang rencana-
rencana yang sudah deprogram pada tahun-tahun yang lal, dan program itu
tak kunjung tiba. Na.. persoalan inikan membuat masyarakat ragu dan tidak
yakin akan pelaksnaan musrtenbang, dianggapnya kegiatan ini sia-sia saja
sehingga nereka tidak mau tkut”.

21. Apakah peserta yang hadir sudah cokup mewakili desanya atau masih kurang
pak?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 17 Pebruari 2018

“Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat
Lumbis Ogong, dari setiap perwakilan desa itu ada 5 unsur yaitu, Kepala desa,
LPMD, BPD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 49 desa, kemudian SKPD,
dan nara sumber terdiri dari Bappeda, SKPD lainnya.
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22. Menurut bapak siapa-siapa yang diperioritas hadir dalam pelaksanaan
musrenbang kecamatan?

Wawancara dengan perwakilan dari Bappeda, 16 Pebruari 2018

“Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan,
idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari
masyarakat ditingkat bawah sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan
mformasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan

ER

musrenbang......... .

23. Apa harapan bapak kedepan mengenai kehadiran peserta musrenbang
kecamatan?

Wawancara dengan kast umum dan Kepegawaian Kecamatan [umbis Ogong.
19 Pebruari 2014

TR ya di tingkat desa sebenarnya bisa lebih banyak menyerap aspirasi
masyarakat, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan
yang katanya tidak memberikan hasil apa-apa Komentar dari masyarakat yang
bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka mengaku
tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan
untuk apa proses tersebut dilaksanakan.

24. Apakah bapak mengetahui sebab-sebab masyarakat tidak mau hadir dalam
musrenbang

Wawancara dengan pendamping desa Lumbis Ogong, 18 Pebruari 2018

” Masyarakat di desa sudah capek sekali bermusyawarah, tidak kenal lelah, ialu
kita buat usulan yang akan dibawa ke Kecamatan untuk dimasukkan kedalam
musrenbang kecamatan tapi tidak kunjung ada... berarti menurut saya hilang
ditelan bumi... kadang masyarakat mengganggap bahwa usulannya
dimasukkan atau dibuang ke tong sampah sehingga menunggu realisasi tidak
perna ada...inilah juga yang membuat masyarakat tidak mau tkut dalam
kegiatan perencanaan baik di desa imaupun di kecamatan.

25. Menurut bapak usulan-usulan mana saja yang dapat diakomodir?

Wawancara dengan perwakilan Bappeda, 16 Pebruari 2018

“Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan
dengan sinergitasnya, maksudnya adalah swatu usulan kegiatan memiliki
keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan
pemubangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut
tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan
inasyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju perkotaan.
Jadi disini ada keterkaitan antar masyarakat, jalan dan Kota serta pemasaran
produksi masvarakat. seperti int yang dapat diakomodasi...”
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26. Menurut Bapak apakah boleh mencoret usulan dari Desa atau ke kecamatan
yang masuk Ke setiap SKPD?

Wawancara dengan Kepala Bappeda, 28 Pebruari 2018

RO Mengenar Usulan dari masyarakat harus sinertgitas dengan Pendapat
Tim kita yang ke Lapangan dimana usulan tersebut diverifikasi, apakah sesuai
atau tidak. Contohnya masyarakat memintah perkebunan sawit, setelah tim kita
melihat atau survey terya tidak cocok dengan kebun sawit, maka usulan im
tidak direalisasikan. Jadi harus ada kecocokan lapangan dengan usulan...
Contoh lain masyarakat mengusul gilingan padi, tetapi tidak ada sawah atau
padi, maka usulan itu kila anggap tidak layak...”

27. Apakah bapak sudah pemah melihat, atau membaca peraturan Bupati
Nunukan No 24 Tahun 20187

Wawancara dengan Kepala Desa Suyadon, 16 Pebruari 2018

” Musrenbang sudeh diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015
belum kami pahami bahkan ada diantara kami yang belum melihat peraturan
itn, bagaimana bunyinya.... Kalau bole, ada aparat pemerintah yang
mensosialisasikan kepada kaini supaya paham”.

28. Apakah Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 dan Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang musrenbang pemah disosialisasi di desa Bapak?

Wawancara dengan Kepala Desa Nansapan, 17 Pebruari 2018

Belum pak,”Mekanisine musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25
Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 belum dilaksanakan
disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, Pada hal
Peraturan Bupati sudah lama terbit, kenapa kita tidak tahu ya...inilah
kelemahan pemerintah kita tidak pemah disosialisasi”.

29. Apakah Bapak dapat inemperhitungkan mlai dan adat istiadat dalam
pelaksanaan msrenbang, alau desa yang tidak hadir diberikan sanksi untuk
tidak memperoleh pembangunan?

Wawancara dengan camat Lumbis Ogong, 16 Pebruari 2018

“Kita bekerja untuk masyarakat artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan
untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di
masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang
mengatur.... ..tentunya kita tidak toleransi dan membenkan pelvang bagi
penyalahgunaan wewenang, kalaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi
salah orangnya” Jadi kita tidak ada sanksi bagi vang tidak hadir karena
mungkin mereka belum paham tenlang pentingnya inusrenbang, tetapi kala
kedepan kita upayakan ada sosialisasi sebelum melaksanakan musrenbang agar
masyarakat tetap hadir atau berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut. Kita
berikan pemahaman pentingnya musyawarah ini dalam membicarakan
pembangunan, kita kwatir kalau pembangunan yang dilaksanakan didesanya
tidak sesuai dengan kondisi wilayah maka apalah guna bangunan itu.
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30. Menurut bapak apa scbabnya masyarakat tidak mau hadir dalam pelaksanan
musrenbang?

Wawancara dengan kepala desa Tetagas, 16 Pebruari 2018

Sekarang ini masyarakat melihat bukti, karena pada tahun-tahun yang {alu
tidak ada hasil musrenbang mi, sehingga masyarakat merasa tidak ada gunanya
cukup menulis usulan kemudian disampaikan ke kecamatan. Nanti pihak
kecamatan yang melanjutkan ke Kabupaten. Jadi ketidak hadiran masyarakat
karena mereka kurang percaya terhadap hasil musyawarah, apakah
dilaksanakan atau tidak. Bangunan di desa yang kita bangun sckarang ini
dananya bersumber dari Dana Desa. Kalau itu saja biar kita rapat saja di Desa.
Tahun lalu pasti sama juga dengan tahun ini akan tidak terealisasi. Kita ini
bosan ikut musrenbang, pasti tidak terealisasi semuanya”,

31. Menurut Pengalaman bapak apakah memang semua masyarakat tidak mau
hadir dalam pelaksanaan musrenbang?

Wawancara dengan salah satu pegawai kantor camat Lumbis Ogong, 16
Pebruari 2018

Kalau menurut pengamatan saya selama berada di Lumbis Ogong, memang
ada masyarakat yang termotivasi, tetapi lebib banyak yang tidak mau ikut,
kerena anggapan mereka apabilah sudah rapat di desa kita tinggal mengirim
hasilnya ke kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten. Kemudian mereka juga
menganggap bahwa musrenbang itu hanya kepentingan orang Proyek. Karena
mereka yang biasanya langsung mengusulkan ke Nunukan dan langsung
mendaftarkan diri untuk tender/lelang di Kabupaten. Jadi kami rakyat hanya
menunggu”,

32. Apakah ketidak hadiran DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilithan IIT
tidak menjadi kekecewaan masyarakat?

Wawancara dengan salah satu peserta musrenbang, 16 Pebruari 2018

Seharusnya DPRD datang pada saat musyawarah Perencanaan Pembangunan di
kecamatan, pada tahun yang lalu mereka datang tetapi sekarang tidak ada yang
datang padahal harapan kamni inerekalah yang menyuarakan kalau usulan tersebut
dibahas dikabupaten. Sekarang kami juga berpikir bahwa apakan usulan kami ini
dikabulkan atau tidak. Karena mereka tidak dengar penjelasan kami tentang usulan
pembangunan tersebut. Inilah yang membuat kami tidak ikut dalam musyawarah
nantinya karena yang kami harapkan untuk memperjuangkan usulan kami itu tidak
hadir. Dan kami nantinya tidak bersedia menulth yang namanva DPRD
Kabupaten. Seperti sekarang pak, kita mau bertanya kepada mereka mengapa
usulan tahun-tahun yang lalu tidak dilaksanakan tetapi mereka tidak mau hadir.
Padahal kalau kami di Lumbis Ogong ini banyak DPRD kami yang duduk di
Kabupaten, stupun tidak datang, masa ada halangan semuanya, ataukah tidak
tahu waktu musrenbang ini dilaksanakan. Jadi kami ini harapkan datang tetapi
sckarang kenyataannya tidak ada. lya apa bole buat harapan kita kondos
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33. Apakah bapak boleh menjelaskan Bagaimana penganggaran pembangunan di
Kabupaten Nunukan?

Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, 28 Pebruari 2018

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan disesvaikan dengan anggaran
yang ada, kalau anggaran pembangunan itu besar maka kita serahkan ke Pusat,
tetapt kalau anggarannya kecil kita serahkan ke daerah. Mengenai masalah
pembangunau di daerah perbatasan itu merupakan kewajiban pemeriniah pusat.
Hal ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,
dimana pada pasal 361 mengatakan bahwa Pembangunan daerah perbatasan wajib
dilaksanakan oleh pusat. Perintah tersebut sudah kelihatan disemua daerah
perbatasan, banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,
namun kita scbagai masyarakat perbatasan harus pahami juga bahwa, Daerah
perbatasan di seluruh Indonesia itw sangat banyak sekali, kita di Kabupaten
Nunukan saja terdapat 19 Kecamatan ada [6 diantanya daerah perbatasan.
Pembangunan semacam itu dilaksanakan dengan fop-down oleh pemerintah pusat,
karena mereka yang menilai dan memvenfikasi pembangunan yang cocok
dilasanakau di daerah perbatasan serta kebutuhan masyarakata terhadap
pembangunan tesecbut. Jadi pembangunan tidak semestnya Aottom-up tetapi
disesuaikan juga situasi danm kondisi. Selain itu kalau masyarakat sudah
musrenbang di Desa, Kecamatan ada tim kita kesana dengan tujuan untuk melihat
kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan usulan pembangunan dari masyarakat,
artinya masyarakat mengusulkan bukan sekedar usulan saja tetapi anggota kita
memverifikasi di lapangan apakah itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai maka
kita katakana tidak layak, tetapi kalau sesuai maka kita akomodir, teta;pi kita
sesuaikan dengan anggaran kita yang ada di Kabupaten, karena sekarang ini Dana
kta dari pusat itu sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang latu.. ..
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